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ABSTRAK 
 

Nama : Agung Cahyono 
Program Studi : Ilmu Hukum 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan 

Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin 
Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

 
Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal 
(investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat 
menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun 
internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini 
dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian 
sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul 
dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), 
atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan 
arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam 
sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi 
sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur 
pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat 
dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk 
membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum 
(yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu 
diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan 
penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun 
rumusannya.  

 
Kata Kunci: 
Pertambangan, Arbitrase, Perizinan, Penyelesaian sengketa, Kontrak Karya, PKP2B, 
IUP, IPR dan IUPK 
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ABSTRACT 

 

Name : Agung Cahyono 

Study Program : Law Science 

Title : Legal Analysis on the Settlement of disputes of the Implementation 

of Mining Business Permit, Small-Scale Mining Permit  and 

Special Mining Business Permit based on Law Number 4 of 2009 

concerning  Minerals and Coal Mining 

 

 

Prior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the 

settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement 

of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements 

(CMEWA), where the parties can determine the dispute of  settlement forum either 

through national or international arbitration. However, the current Mining dispute 

settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 

2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the 

implementation of  IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration 

in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into 

permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously 

equal in a contract to be higher in the licensing system.  Thus the government's position 

as regulators are above the mining company. The results showed that the provision 

regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead 

to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the 

subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining 

Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law 

Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on 

substance or formulation.  

 

Keyword : 

Mine, Mining, Arbitration, Permit and Settlement of disputes, Mining Business Permit, 

Small-Scale Mining Permit, Special Mining Business Permit, Contract of Work, Coal 

Mining Exploitation Working Arrangements.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya tidak terbarukan 

(unrenewable resources), dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan 

kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil bagi semua pihak 

terkait, mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh resiko, maka 

dalam pengelolaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum 

baik bagi masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha dan 

investor sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip keadilan 

sosial, keseimbangan, tata kelola pertambangan yang baik, kesetaraan dan 

kesinambungan yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan umum dan 

sebesar-besar kemakmuran rakyat
1
.  

Setelah kurang lebih 42 tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU Minerba 

Lama”).  yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia akhirnya dianggap 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga dibutuhkan 

perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara 

secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan 

lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam 

pengaturan pertambangan di Indonesia
2
. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar 

pembentukan Perubahan UU Minerba Lama menjadi Undang-Undang Nomor 4 

tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) 

perubahan ini merupakan amanat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
                                                           

1
Abrar Saleng, Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta 

perlindungan hukum terhadap para Pihak, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 2 

(Jakarta:YPHB,2007), hal. 5. 

 
2
 Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang- 

Undang No. 4 Tahun 2009, Konsideran bagian c. Selanjutnya disebut Indonesia (a). 
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pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. pengertian pasal 33 ayat (3) ini menurut Koesnadi 

Hardjasoemantri harus diartikan bahwa Negara hanya seolah-olah memiliki saja, 

Negara memberi kewenangan kepada pengelola Sumber Daya Alam dengan 

catatan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat
3
. Menyadari hal tersebut, 

maka pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan melakukan perubahan 

kebijakan dan pengusahaan kegiatan pertambangan. 

Salah satu hal mendasar dari perubahan tersebut adalah perubahan bentuk 

investasi dalam UU Minerba dari suatu Kontrak Karya (“KK”) atau untuk 

batubara dikenal sebagai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(“PKP2B”) yang diubah menjadi sistem perizinan. Tentunya kita menyadari 

bahwa UU Minerba Lama sangat kontras jika dibandingkan dengan UU Minerba. 

Hal ini bisa dilihat mengingat semangat yang berbeda ketika kedua undang-

undang ini dibuat. UU Minerba Lama dibuat ketika pemerintah pada saat itu 

sedang gencar mengundang investor asing dalam mempercepat pembangunan 

melalui sektor pertambangan. Investor asing sangat dibutuhkan karena ketiadaan 

dana, ahli dan teknologi dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya 

mineral dan batubara
4
. Hal ini terlihat pada konsideran UU Minerba Lama yang 

bermaksud mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam 

menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil 

berdasarkan Pancasila dengan demikian perlu dikerahkan semua dana dan daya 

untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial di bidang 

pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.  

                                                           
3
 Ryad A. Chairil, Laporan Tim Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Bidang RUU 

Pertambangan,(Jakarta:BPHN DEPKUMHAM RI, 2005), hal. 5, mengutip dari Prof. Dr. 

Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang SDA dan 

Lingkungan hidup, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum di 

Hotel NIKKO, Jakarta pada tanggal 7 – 9 September 2004. 

 
4
 Hikmahanto Juwana, Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya 

UU Minerba, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: 

Nasionalisasi atau Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, hal. 1. 
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Sedangkan UU Minerba dibuat dengan semangat perubahan dimana di 

Indonesia sudah terjadi perubahan yang fundamental sejak tahun 1998 yang 

disebut era reformasi, kemudian masyarakat meyakini bahwa pengusaha, terutama 

investor asing, telah menikmati keuntungan yang terlalu besar dari sumber daya 

alam. Berbeda dengan dulu saat ini peran Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih 

dominan dalam penentuan substansi Undang-Undang
5
. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa UU Minerba merupakan perubahan yang sangat drastis dari UU Minerba 

Lama meskipun beberapa hal masih diatur secara berkesinambungan. 

Saat ini UU Minerba telah lebih dari setahun diundangkan menggantikan 

UU Minerba lama, Beberapa Peraturan Pemerintah (“PP”) terkait yang diatur 

menurut UU Minerba telah diterbitkan pada awal Februari 2010, menyusul 

beberapa Peraturan Menteri (“Permen") yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”).  Lalu  apakah dengan 

lahirnya UU Minerba sebagai payung hukum yang baru tersebut telah 

dipersepsikan oleh para investor sebagai suatu harapan baru atau sebuah solusi? 

Dalam konteks ini, ketersediaan perangkat peraturan perundangan yang akan 

memayungi kegiatan usaha memang menjadi salah satu indikator ada tidaknya 

perbaikan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila kehadiran UU 

Minerba berikut peraturan organiknya memang diapresiasi baik oleh pelaku usaha 

maka semestinya akan diikuti dengan output yang dihasilkan dalam bentuk 

adanya peningkatan investasi bidang pertambangan
6
. 

Ternyata sampai saat ini UU Minerba masih menyisakan banyak 

permasalahan diantaranya adalah mengenai Domestic Market Obligation (DMO), 

kewajiban divestasi, kewajiban pemrosesan atau pemurnian dalam negeri, tata 

cara lelang, Kewajiban konversi KP menjadi IUP tanpa sanksi, Izin Pinjam Pakai, 

Reklamasi lahan bekas batubara, Kewajiban divestasi dan beberapa permasalahan 

lainnya, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menelaah seluruh permasalahan yang 

terkait dengan UU Minerba namun yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah 

                                                           
5
 Ibid., hal. 2. 

 
6
 Fauzul Abrar, Apakah UU Minerba (memang) sebuah harapan dan solusi?, Majalah 

EraLaw, Volume I 20 Mei - 20 Juni (Jakarta: Sarana Kreasindo Utama, 2010), hal. 20. 
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salah satu ketentuan yang menarik untuk mendapat perhatian dan pembahasan 

yaitu ketentuan tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 154, UU Minerba, 

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK 

diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
7
 

Pasal 154 intinya mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait dengan 

izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya penyelesaian sengketa diatur 

secara khusus dalam suatu Undang-undang bila penyelesaian tersebut berbeda 

dengan mekanisme umum. Sebagai contoh dalam Undang-undang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur tentang penyelesaian 

melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Demikian pula dalam Undang-

undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. Perlu juga di cermati bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) yang menggantikan 

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebenarnya telah diatur perihal 

penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, yaitu 

melalui musyawarah mufakat, yang kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan, 

maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase internasional yang 

harus disepakati oleh para pihak.
8
 

Bila kita melihat pasal 154 UU Minerba, penyelesaian sengketa yang 

diatur tidak sama dengan dua Undang-undang yang telah disebutkan pada 

paragraf sebelumnya. Pasal 154 hanya menegaskan mekanisme umum dari 

penyelesaian sengketa
9
, jika dikaitkan dengan UU Penanaman Modal pasal ini 

juga bertentangan karena UU Penanaman Modal telah membuka pintu arbitrase 

internasional dalam penyelesaian sengketa dengan penanam modal asing, UU 

                                                           
7
 Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang- 

Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959. ps. 154. Selanjutnya disebut 

Indonesia (a). 

 
8
 Indonesia, UU Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, 

TLN No. 4724, pasal. 32 ayat (1), (2) jo. (4). Selanjutnya disebut Indonesia (b). 

 
9
 Hikmahanto Juwana, Kepastian Hukum…,Ibid.,hal. 2. 
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Minerba tidak lagi membedakan antara penanaman modal asing atau dalam 

negeri, mengenai penanaman modal dalam sektor Pertambangan dalam Peraturan 

Pelaksanaan UU Penanaman modal yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 

tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 

persyaratan di bidang penanaman modal, telah dimungkinkan kepemilikan asing 

sampai dengan 100%, sehingga dengan adanya aturan tersebut maka setiap 

sengketa pada sektor ini yang melibatkan penanam modal asing dengan 

pemerintah sepanjang tidak diatur secara khusus akan tunduk pada Pasal 32 UU 

Penanaman Modal, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.  

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebelumnya telah meratifikasi 

konvensi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

tahun 1958 (Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 LN. 1968 Nomor 32, 

sebagaimana dikuatkan dengan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) yang memberi 

ruang bagi Pemerintah melalui forum arbitrase internasional, untuk dapat digugat 

secara perdata apabila ternyata pemerintah Indonesia lalai dalam melaksanakan isi 

kontrak dan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kemungkinan 

timbulnya sengketa atau perselisihan antara penanaman modal asing dengan pihak 

Indonesia. 

Kebijakan Indonesia untuk meratifikasi konvensi ICSID pada masa itu 

didasarkan pada pertimbangan agar dapat menarik penanaman modal asing 

sebanyak mungkin ke Indonesia, memberikan rasa aman, serta mengupayakan 

terjadinya penyelesaian perselisihan lewat jasa perwasitan atau lebih dikenal 

dengan nama arbitrase. Dengan asas kebebasan berkontrak, pihak bersengketa 

diperkenankan memilih institusi penyelesaian sengketa di luar negeri, salah 

satunya melalui forum ICSID. Pasal 154 tidak bisa mengesampingkan 

penyelesaian melalui ICSID dan Pasal 32 UU Penanaman Modal atas dasar lex 

specialis derogat legi generalis (ketentuan yang khusus mengenyampingkan 

ketentuan yang umum).  Pertama, pasal 154 tidak secara tegas merujuk pada 

ICSID mengingat istilah yang digunakan adalah arbitrase. Kedua asas lex 
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specialis derogat legi generali merujuk kepada dua peraturan perundang-

undangan yang secara hierarkis merujuk memiliki kedudukan yang sama dimana 

yang satu merupakan suatu pengaturan yang khusus dari yang lain. Hal lain adalah 

Pasal 154 UU Minerba merujuk pada pengadilan dalam penyelesaian sengketa 

sebagai mekanisme umum. Tentu pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan 

Tata Usaha Negara, yang memiliki kompetensi absolut atas sengketa yang terkait 

dengan izin dari pemerintah. Hal ini mengingat UU Minerba menganut rezim 

perizinan bukan lagi rezim kontrak sebagaimana yang dianut dalam UU Minerba 

Lama. 

Dalam pasal ini ditentukan bahwa penyelesaian sengketa diharuskan 

melalui pengadilan dan arbitrase sepanjang dilakukan di dalam negeri, padahal 

kita ketahui menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase bukanlah sebuah 

kewajiban, tetapi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang harus 

disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Pasal 154 UU Minerba membuka 

kesempatan penyelesaian sengketa berupa izin melalui arbitrase. Aneh mengingat 

sengketa izin tidak masuk dalam sengketa perdagangan. Lebih aneh lagi karena 

izin tidak termasuk hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang 

bersengketa dan sengketa perizinan adalah sengketa yang tidak dapat diadakan 

perdamaian menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.Penyelesaian 

sengketa izin melalui arbitrase secara doktrin hukum pun tidak taat asas. Dalam 

doktrin hukum, penyelesaian melalui arbitrase mewajibkan para pihak untuk 

membuat klausula atau perjanjian arbitrase yang ditegaskan dalam pasal 3 UU 

Arbitrase
10

. 

Memperhatikan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang mekanise penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia 

sesudah berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan 

Mineral dan Batubara hal tersebut akan  dituangkan ke dalam skripsi yang 

berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA 

PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN 

RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BERDASARKAN 

                                                           
10

 Hikmahanto Juwana, Kepastian Hukum…,Ibid.,hal. 2. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.”  

1.2 Pokok Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis 

menitikberatkan penelitian hukum terhadap  penyelesaian sengketa perizinan 

pertambangan. Penulis memberikan analisa terhadap aturan dalam proses ini 

dengan harapan menjadi masukan bagi kegiatan petambangan di Indonesia, hal ini 

dilakukan demi menjaga kepastian hukum dengan melindungi kepentingan 

investor, pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian hukum ini penulis akan 

menganalisis pokok permasalahan yaitu, apakah sengketa yang timbul dari 

pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK dapat diselesaikan melalui arbitrase?  

1.3. Tujuan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa 

pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK pasca berlakunya UU Minerba.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa pertambangan di 

Indonesia pasca berlakunya UU Minerba;dan 

2. Mengkaji sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan IUP, 

IPR dan IUPK pada forum arbitrase; 

1.4. Kerangka Teori dan Konsep 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori seputar hukum pertambangan, 

peralihan kontrak menjadi sistem perizinan, Investasi penanaman modal asing 

pada kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, 

Perizinan, Teori Perundang-undangan, interpretasi bahasa perundang-undangan 

dan Penyelesaian sengketa baik melalui Pengadilan maupun Arbitrase. Berikut ini 

adalah penjelasan atas teori-teori tersebut: 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



8 

 

Universitas Indonesia 

 

Tujuan hukum ekonomi Indonesia yang terpenting adalah dapat mencegah 

disintegrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari krisis dengan 

sukses, dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. 

Hukum, institusi hukum, dan sarjana hukum memainkan peran yang sangat 

penting bagi terwujudnya “impian” hukum ekonomi tersebut.   

Menurut Erman Radjagukguk, terdapat 3 syarat untuk dapat menarik 

modal asing untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu
11

: 

1. Syarat adanya keuntungan ekonomi (Economic Opportunity) 

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi 

investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya bahan baku, 

tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, serta tersedianya 

tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif. Ditinjau dari aspek 

ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan 

komparatif, yaitu: Pertama, negeri yang sangat luas dengan kekayaan alam 

yang melimpah. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk 

pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.  

2. Syarat adanya stabilitas politik (Political Stability) 

Investor asing akan datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor 

stabilitas politik. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat 

akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan 

datang dan mengembangkan usahanya, jika negara yang bersangkutan 

terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang institusional. 

Memburuknya iklim investasi, meningkatnya country risk serta belum 

mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap arus modal. Kondisi seperti inilah yang terjadi dalam 

perkembangan politik di Indonesia.  

3. Syarat kepastian hukum (Legal Certainty) 

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim 

investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai 

                                                           
11

 Erman Radjagukguk,Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 

tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, 2007), 

hal. 27. 
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dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan 

perusahaan. Kata kunci untuk mencapa kondisi ini adalah adanya 

penegakan supremasi hukum (Rule of Law). 

 

Faktor accountability dengan melakukan reformasi secara konstitusional 

serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang 

sangat penting dalam rangka menarik investor. Pembahasan tentang hubungan 

hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan 

hukum yang mampu untuk memulihkan kepercayaan investor asing untuk 

kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan “certainty” 

(kepastian), “fairness” (keadilan), dan “efficiency” (efisien). 

Diantara ketiga faktor tersebut faktor penghambat utama adalah 

Ketidakpastian hukum yang merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman 

modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang 

mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan 

hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang 

stabil dan adil. Di Indonesia akan sulit untuk menjawab pertanyaan tentang 

hukum yang mengatur untuk subyek hukum tertentu dengan pasti apalagi 

bagaimana hukum tersebut akan diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang 

bersumber dari dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama 

lain.  Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. 

Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum.  

Wujud kepastian hukum itu sendiri oleh Soerjono Soekanto dikemukakan:
 12

 

“Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peratuan dari pemerintah pusat 

yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah 

peraturan tersebut adalah berlaku umum tetapi hanya bagi golongan 

tertentu saja. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang 

dibuat oleh penguasa setempat yang berlaku didaerahnya saja.” (Sentosa 

Sembiring, 2007, hal.38). 
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 Sentosa Sembiring (a), Op.cit., hal. 38. 
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Dalam hal terjadi ketidak sinkronan antara satu peraturan perudang-

undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dapat digunakan 

metode penafsiran undang-undang (Interpretation of statutes)
13

metode penafsiran 

undang-undang merupakan salah satu metode paling sering digunakan di banyak 

negara, dan menjadi metode yang paling berhasil untuk menjawab keraguan 

adanya ketidakjelasan bahasa undang-undang yang asimetri, inkonsistensi dan 

non-koherensi; adanya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang 

yang lain atau dengan konstitusi; adanya konflik nilai, prinsip moral dan hukum; 

adanya perubahan kondisi masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan undang-

undang yang berlaku, dan atau ada keterkaitan nilai ataupun aturan perundang-

undangan yang tidak pasti.
14

 

Peraturan perundang-undangan keseluruhannya mencakup ratusan ribu 

kalimat. Pikiran yang ada dibelakang kalimat-kalimat ini bertujuan untuk 

memenuhi banyak kebutuhan-kebutuhan yang sering saling bertentangan. 

Perundang-undangan tidaklah terjadi karena sebuah penciptaan.
 15 

Undang-undang 

yang sudah usang harus ditetapkan dengan keadaan yang baru. Kadang-kadang 

arti sebuah kata sekarang lain daripada seratus tahun yang lampau.
 16 

Terlepas dari 

pertanyaan bahwa hukum yang berada diluar undang-undang, maka yang 

tugasnya menentukan hukum sudah sejak melacak dalam undang-undang akan 

menjumpai kesukaran-kesukaran.
 17

 Ia harus membaca undang-undang menurut 

makna yang dituangkan oleh pembentuk undang-undang. Ini disebut penafsiran, 

menafsirkan undang-undang.
 18

 Undang-undang sendiri tidak memberi petunjuk 
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 Andrei Marmor, Law and Interpretation: Essay in Legal Philosophy (Oxford:  

Clarendon Press, 1995), hal 1-29.  

 
14

 Neil MacCormick et. al., Interpreting Statutes A Comparative Study (Vermont: 

Darmouth Publishing, 1991), hal. 410  

 
15

 Prof. Sudikno Mertokusumo dan Prof. Mr. A Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan 

Hukum, cet.1 (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.55. 
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untuk kegiatan ini. Undang-undang sama sekali tidak menentukan bagaimana kita 

seharusnya mendekatinya.
 19

 

Penyelidikan atas struktur hierarkis sistem hukum memiliki konsekuensi 

penting pada masalah penafsiran. Penafsiran adalah sebuah aktivitas intelektual 

yang menyertai proses penciptaan hukum. Penafsiran beralih dari penafsiran 

terhadap tingkat tinggi struktur hierarkis ke tingkat rendah yang diatur oleh 

tingkat tinggi.
20

 Menurut Jazim Hamidi alternatif metode dalam penemuan hukum 

oleh hakim yang berbasis pada interpretasi teks hukum ini sudah lama dikenal, 

yang disebut dengan hermeneutika yuridis.
 21

 

Logemann mengatakan bahwa penafsiran undang-undang harus tunduk 

pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat 

dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, sehingga harus 

mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau 

dalam arti kata-kata peraturan seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-

hari. Penafsir wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak 

boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran 

adalah tafsiran yang dibatasi kehendak pembuat undang-undang.  Atas dasar itu 

penafsir tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-

wenang. Penafsir tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat kecuali hanya 

penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang 

menjadi tafsiran yang tepat.
 22

 Menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh:
 23

 

a. Materi peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan; 

b. Tempat perkara diajukan; 

c. Menurut zamannya. 

                                                           
19

 Ibid., 

  
20

 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum (Introduction to the Problems of Legal Theory), 

diterjemahkan oleh Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 121. 

 
21

 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2006), 

hal. 78. 

 
22

 Ibid.,  

 
23

 Ibid., hal. 80. 
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Dalam praktik tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. 

Oleh karena itu metode intepretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula 

disinergiskan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim 

mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi 

tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih adalah 

tepat sasaran, yaitu dapat, memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.
 24

 

Dalam pengelompokan metode penafsiran dibagi atas beberapa macam 

metode penafsiran. Banyak para sarjana hukum yang membagi metode penafsiran 

kedalam 5 (lima) macam metode penafsiran, dan 3 (tiga) macam metode 

konstruksi.
 25

 Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam 

pengertian penafsiran. Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, Jazim Hamidi 

dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, Achmad Ali, dan 

Yudha Bhakti, mencatat 11 (sebelas) macam metode penafsiran hukum, yaitu
 26

: 

1. Interpretasi Gramatikal 

2. Interpretasi Sistematis (Logis) 

3. Interpretasi Historis 

4. Interpretasi Sosiologis 

5. Interpretasi Komparatif 

6. Interpretasi Antisipasif/Futuristis 

7. Interpretasi Restriktif 

8. Interpretasi Ekstensif 

9. Interpretasi Otentik 

10. Interpretasi Interdisipliner 

11. Interpretasi Multidispliner 

Pada penulisan ini penulis akan membatasi metode penafsiran hukum yang 

berkaitan dengan hal-hal yang diatur secara eksplisit dalam UU Minerba yang 

                                                           
24

 Ibid., 

 
25

 Jimly Asshidiqqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.1 (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hal. 274. 

 
26

 Ibid., hal. 285. 
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ditujukan untuk kepastian hukum, pembahasan substansi hukum UU Minerba 

khususnya yang berkaitan dengan sengketa perizinan akan dilakukan dengan 

pendekatan interpretasi gramatikal yaitu dengan menafsirkan kata-kata atau istilah 

dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang 

berlaku. Bagi A. Pitlo, interpretasi gramatikal berarti, kita mencoba menangkap 

arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Hal ini dapat terbatas pada 

sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu kita lakukan pada saat kita 

membaca, dan hasil mempunyai berbagai arti, misal dalam bahasa hukum dapat 

berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan.
 27

 

Selanjutnya penulis juga akan menggunakan Interpretasi Sistematis 

(Logis), Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan 

perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum 

(undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat 

sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat 

sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. 

Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. 

Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan 

seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya 

dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak 

boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu Negara.
28

  

Terakhir penulis juga akan menggunakan Interpretasi komparatif, dimana 

Interpretasi ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan 

membandingkan antara berbagai sistem hukum.  Interpretasi komparatif 

digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-

undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-

undang yang lain dalam satu sistem hukum atau sistem hukum lainnya.
29

 

                                                           
27

 Bambang Sutiyoso, Op.cit., hal. 81. 

 
28

 Ibid., hal. 83. 

 
29

 Ibid., 
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Menurut Mochtar Kusumaatmaja, penegakan hukum harus memiliki alur 

pikir yang mendahulukan asas-asas hukum, kemudian diikuti oleh penerapan 

kaedah atau norma-norma dilanjutkan dengan mengacu pada proses-proses yang 

telah melembaga (in and off-court settlement). Sistematika tersebut akhirnya 

ditutup dengan dipertimbangkannya, aspirasi keadilan yang berkembang dalam 

masyarakat sebagai bahan rujukan untuk pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian ini, hal yang perlu didefinisikan atau dibatasi ruang 

lingkupnya adalah: 

1. Pertambangan, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
30

 

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang 

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau 

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau 

padu.
31

 

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk 

secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
32

 

4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

pascatambang.
33

 

                                                           
30

Indonesia (a), Op. cit., Pasal 1 angka 1. 

 
31

 Ibid., Pasal 1 angka 2. 

 
32

 Ibid., Pasal 1 angka 3. 

 
33

 Ibid., Pasal 1 angka 6. 
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5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin 

untuk melaksanakan usaha pertambangan.
34

 

6. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan 

khusus.
35

 Sebagaimana IUP, IUPK juga terdiri dari dua tahap perizinan 

yaitu IUPK eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Keunggulan dari 

IUPK adalah pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam 

wilayah izin usaha produksi yang dikelola diberikan prioritas untuk 

mengusahakannya. 

7. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Yaitu izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah 

dan investasi terbatas.
36

 Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat 

dilakukan tehadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut
37

: 

1. Pertambangan mineral logam; 

2. Pertambangan mineral bukan logam; 

3. Pertambangan batuan; dan/atau 

4. Pertambangan batubara. 

IPR dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektar; 

kelompok masyarakat paling banyak lima hektar; dan atau koperasi 

paling banyak sepuluh hektar. Jangka waktu IPR adalah lima tahun dan 

dapat diperpanjang. 

8. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah 

yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat 

                                                           
34

 Ibid., pasal 1 angka 7. 

 
35

 Ibid., pasal 1 angka 11. 

 
36

 Ibid., pasal 1 angka 10. 

 
37

 Ibid., pasal 66. 
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dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari 

tata ruang nasional.
38

 

9. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah 

bagian dan WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau 

informasi geologi.
39

 

10. Prinsip Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut 

WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
40

 

11. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada 

badan/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan.
41

 

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
42

 

13. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah 

perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta 

untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian 

batubara.
43

 

14. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan 

perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal 

asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak 

termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan 

batubara.
44

 

                                                           
38

 Ibid., Pasal 1 angka 29. 

 
39

 Ibid., Pasal 1 angka 30. 

 
40

 Ibid., Pasal 1 angka 31. 

 
41

 Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959. ps. 2 huruf (i). 

Selanjutnya disebut Indonesia (d). 

 
42

 Indonesia (b), Ibid., pasal. 1 angka 1.  

 
43

Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 

1996, Pasal 1. Selanjutnya disebut Indonesia (e). 

 
44

 Indonesia, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman 

Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
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15. The International Centre for Settlement of Investment Disputes 

(ICSID), adalah lembaga arbitrase yang didirikan atas dasar Convention 

on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals 

of Other States, menangani sengketa investasi antara sengketa antar 

pemerintah negara yang terikat dengan konvensi sebagai subyek publik 

dan para investor sebagai subyek hukum perdata yang berasal dari 

negara yang juga terikat dengan konvensi
 45

 

16. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
46  

17. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 

yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak 

sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 

dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
47  

18. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; 

lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat 

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul 

sengketa.
48

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

                                                                                                                                                               
Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, ps. 1 angka 1.Selanjutnya disebut 

Indonesia (f). 

 
45

 ICSID, ICSID Convention, Regulations And Rules, Introduction  (ICSID: New York, 

2006). 

 
46

 Indonesia (c), Ibid., Pasal 1 Angka 1. 

 
47

 Indonesia (c), Ibid., Pasal 1 Angka 3. 

 
48

 Indonesia (c), Ibid., Pasal 1 Angka 8. 
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Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. 

menggunakan cara:
49

 

a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum 

positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam memahami kaidah hukum 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

b. Penelitian sistematik hukum, dilakukan terhadap pengertian dasar 

sistematik hukum yang meliputi: 

1. subyek hukum; 

2. hak dan kewajiban; 

3. peristiwa hukum; 

4. hubungan hukum; 

5. obyek hukum. 

c. Penelitan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, ada 2 

(dua) cara untuk melihat taraf sinkronisasi peraturan perundang-

undangan yaitu: 

 secara vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan 

yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama; 

 secara horizontal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-

undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama. 

d. Penelitian perbandingan hukum, dapat dilakukan terhadap berbagai 

sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau 

membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu, 

kemudian akan diperoleh pengetahuan tentang persamaan dan 

perbedaan berbagai sistem hukum, sehingga bermanfaat bagi 

penerapan hukum dalam masyarakat yang majemuk seperti di 

Indonesia; 

                                                           
49

 Sri Mamudji, et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9-11.   
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e. Penelitian sejarah hukum, menganalisa peristiwa hukum secara 

kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif untuk 

mengidentifikasikan konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur 

kegiatan pertambangan di Indonesia dan melihat sinkronisasinya dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya seperti UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase 

yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Minerba dan peraturan 

pelaksanaannya. Dalam hubungan ini digunakan logika induktif. Logika induktif 

digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan komparasi isi aturan hukum dalam perundang-

undangan pertambangan, penanaman modal, arbitrase dan peradilan tata usaha 

negara dalam kegiatan pertambangan di Indonesia terutama yang berkaitan 

dengan penyelesaian sengketa pertambangan khususnya pada ruang lingkup 

perizinan, serta memahami keberlakuan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara terhadap penyelesaian sengketa 

pertambangan. Pertimbangannya adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa 

pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

mengkaji potensi permasalahan yang timbul akibat adanya beberapa permasalahan 

dalam hal sinkronisasi ketentuan-ketentuan tersebut.  

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan utama 

penelitian ini adalah data sekunder dengan tambahan data primer sebagai 

pendukung. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji 

bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya yang terdiri 

dari : 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, 

seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yakni bahan 

hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang 
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diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), Undang-Undang diantaranya Undang-undang di bidang 

Pertambangan, Penanaman Modal, Arbitrase, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), 

Peraturan Presiden (PERPRES), serta aturan dalam konvensi-konvensi 

yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa Internasional dan 

arbitrase diantaranya Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between States and Nationals of Other States 1968 yang lebih dikenal 

dengan ICSID convention, yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang 

nomor 5 tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan 

Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, New York Convention 

1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards.Indonesia mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan 

didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 

tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing yang 

kemudian di adaptasi dalam UU Arbitrase, produk hukum peraturan 

perundang-undangan tersebut masih berlaku sampai dengan dibuatnya 

tulisan ini. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat sinkronisasi 

antar peraturan-peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa IUP, IPR 

dan IUPK di bidang pertambangan, bahan tersebut dapat membantu 

sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam 

kegiatan pertambangan di Indonesia. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari 

buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum 

yang kesemuanya berhubungan dengan penyelesaian sengketa 

pertambangan di Indonesia. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan 

sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan 
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bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.  

Sedangkan data primer yang digunakan mendukung data sekunder adalah : 

1) Wawancara dengan Bapak Sony Heru Prasetyo S.H,S.Hum, staf bagian 

hukum dan perundang-undangan kementerian ESDM.  

2) Surat menyurat, antara penulis dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI)  melalui kantor hukum Adisuryo Prasetio & Co.  

1.5.3 Metode analisis 

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, 

aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud, diuraikan dan dihubungkan 

sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan undang-undang (statute approach), hal ini dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

penyelesaian sengketa pertambangan, pendekatan ini adalah untuk mempelajari 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya, hasil dari telaah ini akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan 

permasalahan sengketa pelaksanaan perizinan di bidang pertambangan
50

.  

Penulis juga melakukan analisis terhadap beberapa sengketa pertambangan 

dan perizinan yang pernah terjadi, terutama yang diselesaikan melalui arbitrase 

internasional . bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif 

yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan 

terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang 

ada dianalisis untuk melihat penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia. 

Sehingga dapat membantu dalam perkembangan hukum pertambangan di 

Indonesia.  

                                                           
50

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1 cetakan ke-3 (Kencana:Jakarta, 

2007), hal. 93. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Demi mempermudah memahami penulisan hukum, baik bagi penulis 

dalam melakukan penulisan maupun bagi pembaca, pada penulisan skripsi ini, 

maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai 

berikut:  

BAB  1.  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar 

belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori dan 

konsep, metodologi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode 

analisis dan sistematika penulisan. 

BAB  2.  TINJAUAN HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENYELESAIAN  

SENGKETA PERTAMBANGAN DI INDONESIA  

 Menjelaskan mengenai hukum pertambangan di Indonesia secara umum,  

perubahan rezim hukum pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim 

perizinan, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 

batubara, dan perbedaan dari kedua rezim tersebut serta implikasinya terhadap 

penyelesaian sengketa pertambangan.  Menjelaskan sarana penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan dan arbitrase. 

BAB 3. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN 

PASCA BERLAKUNYA UU MINERBA 

 Membahas khusus tentang pelaksanaan Penyelesaian sengketa 

Pertambangan berdasarkan pasal 154 UU Minerba dimana pada bab ini penulis 

akan menguraikan analisa terhadap keberlakukan pasal tersebut dalam mengatur 

sengketa pertambangan dan menjabarkan kendala yang mungkin terjadi dari 

diberlakukannya pasal ini untuk menjadi sebuah argumentasi preskriptif bagi 

perbaikan pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia dimasa yang akan 

datang. 
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BAB 4. PENUTUP 

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran 

yang diberikan oleh penulis, sehubungan dengan Penyelesaian sengketa perizinan 

pertambangan di Indonesia.  
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BAB 2 

TINJAUAN HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENYELESAIAN  

SENGKETA PERTAMBANGAN DI INDONESIA 

2.1 Perbandingan  UU Minerba Lama dan Baru 

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan di negeri ini 

menggunakan pola kontrak karya. Dengan pola ini, manfaat yang diperoleh 

bangsa Indonesia dari pengusahaan dan pengelolaan pertambangan minerba 

dinilai tidak maksimal, karena posisi negara yang sejajar dengan perusahaan 

pertambangan. Padahal, negara merupakan pemilik seluruh deposit mineral dan 

batubara yang ada di perut bumi Indonesia. Seluruh kekayaan tambang itu 

seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 

Dengan hadirnya UU Minerba merupakan usaha paling akhir dari 

pemerintah dalam memanfaatkan seluruh kekayaan tambang di Indonesia 

semaksimal mungkin. UU  Minerba ini memiliki sedikitnya empat kelebihan 

dibandingkan dengan UU Minerba Lama yaitu: 

1. Pengusahaan dan pengelolaan pertambangan dilakukan melalui pemberian 

izin oleh pemerintah. Dengan pola ini, posisi negara berada di atas 

perusahaan pertambangan, sehingga negara memiliki kewenangan untuk 

mendorong perubahan kesepakatan bila ternyata merugikan bangsa 

Indonesia. Kewenangan ini tidak ditemukan dalam pola perjanjian KK. 

Pada pola ini, perusahaan pertambangan berada dalam posisi sejajar 

dengan negara. Perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Memperjelas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan. 

Artinya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan 

untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Kewenangan 

tersebut memungkinkan daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh 

penghasilan dari pengusahaan terhadap pertambangan minerba tersebut. 
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Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di 

daerah. 

3. Mengakui kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah 

pertambangan. Pengakuan ini penting mengingat selama ini kegiatan 

pertambangan rakyat dikategorikan liar dan ilegal, sehingga dilarang 

dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Padahal, kegiatan ini sudah 

berlangsung lama dan dilakukan secara turun-temurun di sekitar lokasi 

pertambangan yang diusahakan, baik oleh BUMN maupun swasta.  

4. UU Minerba mewajibkan perusahaan pertambangan yang sudah 

berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. 

Kehadiran pabrik itu penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari 

bahan tambang minerba, selain membuka lapangan kerja baru bagi rakyat 

Indonesia. Pembangunan pabrik pengolahan itu juga akan menimbulkan 

multiplier effect bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Kondisi ini pada 

akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat 

di sekitar lokasi pabrik. 

2.2 Perbandingan Perjanjian dan Perizinan di bidang Pertambangan 

Dalam penanaman modal asing di bidang pertambangan dikenal pola 

kontrak karya (contract of work) yang pertama kalinya dipergunakan pada 

permulaan tahun 1960-an dalam kontrak karya di subsektor pertambangan minyak 

dan gas bumi antara pihak swasta asing dengan perusahaan nasional. 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERMIGAN) yang pada akhirnya diubah 

menjadi Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), sedangkan pola 

kontrak karya yang dikenal pada bidang pertambangan umum disebut kontrak 

karya pertambangan.
51

 

Selain kontrak karya pertambangan dan kontrak production sharing 

dikenal juga pola kerjasama dalam subsektor pertambangan batubara yang dikenal 

sebagai PKP2B. Pola lain dari dalam pengusahaan pertambangan adalah 
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kerjasama Badan Usaha Negara selaku pemegang kuasa pertambangan dengan 

pihak swasta asing yang melakukan kontrak karya pertambangan. 

2.3 Intrumen Hukum Untuk Melakukan Kegiatan Pertambangan 

Mineral dan Batubara 

Untuk lebih memperjelas perbandingan sistem pengusahaan batubara, 

berikut ini akan dipaparkan beberapa Instrumen hukum dalam melakukan 

kegiatan pertambangan batubara. 

2.3.1 Kontrak Karya (Contract of Work) 

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan 

umum. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan 

adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan 

adalah kontrak karya. Ismail Sunny mengartikan kontrak karya adalah: 

“kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila 

penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan 

badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang 

menggunakan modal nasional.” 

Tetapi dalam kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport diketahui 

bahwa 100% modalnya dimiliki oleh pihak asing. Maka menurut Salim HS 

definisinya disempurnakan menjadi : 

“suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan 

perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan badan hukum 

asing dan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar 

minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh 

kedua belah pihak”
52

.  

Dalam peraturan yang menjadi dasar hukum kontrak karya tidak 

disebutkan adanya keharusan modal patungan antara badan hukum asing dengan 

badan hukum domestik . Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan 

Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan 

Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian 
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Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak 

karya. Kontrak Karya adalah: 

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

perusahaan swasta asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk 

pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan 

Umum”. 

Dalam definisi ini, kontrak karya dikonstruksikan sebagai sebuah 

perjanjian. Subyek perjanjian adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan 

swasta asing atau joint venture antara perusahan asing dan perusahaan nasional, 

dan obyeknya adalah pengusahaan mineral. Pedoman yang digunakan dalam 

implementasi kontrak karya adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Pasal 10 ayat (1) dan (3) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pertambangan Umum. 

Kedua ketentuan di atas merupakan dasar hukum kontrak karya dan 

bentuk-bentuk kerjasama lainnya, karena kedua ketentuan itu memungkinkan 

keterlibatan investor asing dalam usaha pertambangan di Indonesia. Rumusan 

ketentuan naskah dalam kontrak karya, menurut Soertayo Sigit
53

, diilhami oleh 

rumusan pasal 5a Indische Mijnwet 1899. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, 

kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap dan menyeluruh 

dibandingkan dengan pasal 5a Indische Mijnwet 1899. Kelebihan itu, antara lain 

kontrak karya memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan 

usahanya sejak dari tahap penyelidikan umum (survey), ekplorasi sampai dengan 

ekploitasi, pengolahan dan penjualan hasil produksi tanpa ada pemisahan antara 

tahap pra-produksi dengan operasi produksi. 

Yang menarik ialah pemerintah memberikan perlakuan khusus atau lex 

specialis terhadap kontrak karya pertambangan. Perlakuan khusus artinya segala 

ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak 
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akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang 

berlaku umum (lex generalis). Kalaupun akan diubah (renegoisasi), maka terlebih 

dahulu harus ada kesepakatan para pihak
54

. Penggunaan istilah lex specialis ini 

berkali-kali disebutkan oleh wakil dari pemerintah dan para penulis buku hukum 

pertambangan, penulis tidak sepenuhnya setuju atas penggunaan istilah lex 

specialis terhadap sebuah perjanjian yang mengesampingkan Undang-undang 

sebagai legi generalis  untuk itu pada bahasan di bab selanjutnya, penulis akan 

memberikan kritik terhadap penggunaan istilah lex specialis ini. 

Perlakuan khusus yang demikian merupakan jaminan kepastian hukum 

bagi investor, suatu hal penting bagi usaha pertambangan yang selalu berisiko 

tinggi dan memerlukan waktu persiapan yang lama sebelum dapat melakukan 

produksi. 

Menurut Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 

1967 yang berbunyi: 

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau 

tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau 

perusahaan negara yang bersangkutan sebagai pemegang kuasa 

pertambangan”. 

Ketentuan tersebut jelas bahwa menteri hanya dapat menunjuk kontraktor 

yang bekerja untuk instansi pemerintah atau perusahaan negara selaku pemegang 

kuasa pertambangan. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah instansi 

pemerintah dibawah pada saat ini yaitu Menteri ESDM. Apabila dicermati 

ketentuan tersebut terdapat kerancuan, sebab pemegang kuasa pertambangan 

dapat melakukan kontrak dengan pihak lain sebagai kontraktor, tetapi yang 

menunjuk adalah menteri selaku pemberi kuasa pertambangan. Dengan kata lain 

yang akan membuat kontrak adalah instansi pemerintah dan perusahaan negara 

(pemegang kuasa pertambangan), tetapi yang menunjuk pihak sebagai lawan 

kontraknya adalah pihak lain (menteri)
55

. 
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Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 

menegaskan bahwa penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan 

pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya. Dari 

penegasan itu terkandung makna bahwa salah satu pihak dalam kontrak karya 

pertambangan adalah Pemerintah. 

Berdasarkan ketentuan diatas, pola kontrak karya pertambangan mengikuti 

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yaitu yang 

mewakili negara dalam membuat kontrak karya adalah Pemerintah dalam 

prakteknya oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah. 

Oleh karena kedua undang-undang ini disebut sebagai dasar hukum pola 

kontrak karya pertambangan, namun terdapat perbedaan-perbedaan. Apabila 

terdapat dua ketentuan yang berbeda atau bertentangan dari produk hukum yang 

sederajat, maka dalam ilmu hukum sebagai solusi konfliknya digunakan asas 

hukum “lex specialis derogat legi generalis”. Jika lex specialis–nya adalah UU 

No.11 Tahun 1967, maka pola yang digunakan adalah perjanjian karya dan 

Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara bertindak sebagai prinsipal, tetapi 

jika UU No. 1 Tahun 1967 lex specialis-nya, maka pola yang digunakan adalah 

pola kontrak karya dengan Pemerintah bertindak sebagai prinsipalnya. 

Untuk menentukan undang-undang mana yang lex specialis terhadap yang 

lainnya, pertama, jika didasarkan pada pengaturan pengusahaan pertambangan 

pada umumnya (lex generali), maka pengusahaan pertambangan dengan pola 

kontrak karya merupakan lex specialis, terhadap pola lainnya seperti pola kontrak 

Production Sharing, pola PKP2B dan kerjasama BUMN serta berdasarkan kuasa 

pertambangan. Karena kontrak karya merupakan pola khusus dalam kerjasama 

pihak asing dalam pengusahaan pertambangan dan kekhususan inilah yang 

menjadikan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 lex specialis 

terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. 

Kedua,  jika didasarkan pada bidang yang diaturnya, dimana Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1967 dianggap sebagai undang-undang Penanaman Modal Asing 

pada umumnya (lex generali) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang 

mengatur khusus pertambangan merupakan lex specialis terhadap PMA di bidang 
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lainnya seperti industri, perdagangan dan pekerjaan umum. Karena kekhususan itu 

menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lex specialis terhadap 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. 

2.3.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang 

Batubara antara Perusahan Negara Tambang Batubara dan kontraktor swasta, 

istilah yang digunakan adalah perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama adalah: 

“perjanjian antara perusahan negara tambang batu bara sebagai 

pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor 

untuk pengusahaan tambang batu bara untuk jangka waktu tiga puluh 

tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan 

Presiden ini”. 

Istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang 

Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara adalah 

PKP2B. Pengertian perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara 

terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang 

Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara adalah: 

“perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk 

melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara”. 

Definisi lain tentang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu 

bara terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 

1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian 

Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batu bara. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa 

PKP2B adalah: 

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

perusahaan swasta asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk 

pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pertambangan Umum”. 
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Apabila kita bandingkan kedua definisi di atas, dari aspek unsur-

unsurnya, kita dapat mengemukakan perbedaan antara keduanya. Unsur-unsur 

yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 adalah 

sebagai berikut
56

: 

1. Para pihak dalam perjanjian ini adalah pemerintah dan perusahaan 

kontraktor swasta. 

2. Obyeknya adalah pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara. 

Sementara itu, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan 

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 adalah: 

1. Adanya perjanjian. 

2. Subyek hukumnya adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan 

perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional 

(dalam rangka PMA). 

3. Obyeknya adalah untuk pengusahaan batu bara. 

4. Pedoman yang digunakan dalam perjanjian karya adalah Undang-Udnag 

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing serta Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pertambangan. 

5. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996, tidak dijelaskan 

secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan 

pengusahaan batu bara. Sementara itu, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri 

Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996, perusahaan 

kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batu bara tidak 

hanya swasta nasional, tetapi juga swasta asing dan atau gabungan antara 

perusahaan swasta nasional dengan swasta asing. Persamaan dari kedua 

unsur perjanjian karya pengusahaan batubara adalah memiliki obyek yang 

sama, yaitu pengusahaan batu bara. 

Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara merupakan 

perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta 
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asing atau perusahaan patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka 

PMA). Abrar Saleng
57

 mengatakan bahwa perjanjian pengusahaan pertambangan 

batu bara merupakan perjanjian campuran (mixed) antara pola kontrak karya 

dengan kontrak production sharing. Dikatakan campuran atau gabungan karena 

untuk ketentuan-ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya sedangkan 

pembagian hasil (production share) sebagai royalti mengikuti pola kontrak 

production sharing. Pemerintah Indonesia menerima sebesar 13,5% dari produksi 

kotor atas harga pada saat berada di atas kapal (free on board) atau harga setempat 

(at sale point)
58

. 

Sedangkan prinsip-prinsip dalam PKP2B sendiri terdapat dalam Pasal 2 

sampai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang 

Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Prinsip-

prinsip itu adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan 

pengusahaan pertambangan batu bara yang dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian. 

2. Perusahaan kontraktor swasta menanggung semua resiko dan semua biaya 

berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan 

batu bara. 

Resiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan (merugikan) dari 

suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan perusahaan kontraktor swasta dalam 

pengusahaan pertambangan batu bara. Sementara itu, biaya merupakan uang, 

ongkos, belanja dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh kontraktor swasta dalam 

pengusahaan pertambangan batu bara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

semua resiko dan biaya dalam  pengusahaan pertambangan batu bara ditanggung 

oleh perusahaan kontraktor swasta
59

. Terhadap skema dalam PKP2B tersebut,  

Beberapa perusahaan besar menyatakan sistem kontraktor pertambangan batubara 
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yang diperkenalkan di Indonesia ini “sebagai pengaturan pertambangan yang 

paling menarik di Asia Tenggara.
60

 Sejak diperkenalkannya sistem KK/PKP2B, 

tercatat 235 (dua ratus tiga puluh lima) KK dan PKP2B yang telah 

ditandatangani.
61

Hingga tahun 1998, KK telah memasuki Generasi VII dan 

PKP2B memasuki generasi III.
62

 

2.3.3 Sistem Baru Perizinan Pertambangan Batubara 

2.3.3.1 Pengertian Perizinan 

Tidaklah mudah memberi definisi apa yang dimaksud dengan izin, 

demikian menurut Sjahran Basah
63

, hal ini disebabkan karena antara pakar tidak 

ada persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap 

obyek yang di definisikannya. Sukar memberi definisi bukan berarti tidak ada 

definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam beberapa istilah yang 

memiliki kesejajaran dengan izin adalah dispensasi, konsesi dan lisensi. 

Dispensasi adaah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut
64

 WF Prins 

mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan 

suatu peraturan undang-undang tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa 

(relaxtio legis)
65

, menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus 

rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti 

menyisihkan larangan dalam hal yang khusus (relaxtio legis). Lisensi adalah suatu 

izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi 
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digunakan unutk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk 

menjaannkan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu 

konsesi (concesie) merupakan suatu izin yang berhubungan dengan suatu 

pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 

sebenarnya pekerjaan tersebut menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh 

pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris (pemegang 

izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau 

kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan 

kewajiban serta syarat-syarat tertentu
66

. Menurut H.D van Wijk, bentuk konsesi 

terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan 

umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan 

kepada perusahaan swasta
67

, sedangkan E Utrech berpendapat bahwa suatu 

perbuatan yang penting bagi umum sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu 

subyek hukum swasta, tetapi dengan turut campur dari pemerintah
68

. Sesudah 

mengetahui pengertian dispensasi, lisensi dan konsesi didalam kamus hukum, izin 

(vergunning) dijelaskan sebagai berikut: 

“Izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan 

pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya 

memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah 

dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak di kehendaki”.
69

 

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan 

halangan hal yang dilarang menjadi boleh
70

. Menurut Sjachran basah, izin adalah 

perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 
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ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
71

 Bagir Manan 

menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan 

tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
72

 

Jika dibandingkan sekilas, pengertian izin dan konsesi itu tidak berbeda. 

Masing-masing berisi perkenaan bagi seseorang untuk melakuka suatu pekerjaan 

tertentu. Menurut E Utrecht, perbedaan antara izin dan konsesi tidak ada suatu 

perbedaan yuridis, dalam izin pertambangan batubara menurut UU Minerba 

sebenarnya adalah suatu konsesi, karena izin tersebut mengenai suatu perkerjaan  

yang besar yang akan membawa manfaat bagi umum. Meskipun antara izin dan 

konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif tetapi terdapat perbedaan 

karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan 

oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu  perjanjian yang diadakan antara 

pemberi konsesi dengan penerima konsesi, dalam izin tidak mungkin diadakan 

suatu persesuaian kehendak sedangkan dalam konsesi biasanya diadakan suatu 

perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur 

oleh seluruh peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian, sehingga izin 

merupakan tindakan hukum sepihak sedangkan konsesi merupakan kombinasi 

dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam 

pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan 

tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah 

menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat 

melakukan konsesi dan sebagai organ pemerintah saat mengeluarkan izin. 

Unsur-unsur Perizinan 

Berdasarkan uraian pendapat para pakar tersebut, maka ada beberapa 

unsur perizinan sebagai berikut: 

1. Instrumen Yuridis  
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Dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan dan 

mengupayakan kesejahteraan umum,  pemerintah diberikan wewenang 

dalam bidang pengaturan yang akan memunculka beberapa instrumen 

yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam 

bentuk ketetapan, sesuai dengan sifatnya ketetapan ini merupakan ujung 

tombak atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum dan 

salah satu perwujudan dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-

jenis ketetapannya, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat 

konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya 

tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan 

itu. 

2. Peraturan Perundang-undangan  

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van 

bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam 

menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan 

ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat 

dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.
73

  

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan 

hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus 

berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum 

itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan 

menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar 

wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pada 

umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan 

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari 
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perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus 

Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan itu bersifat 

diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada 

pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar 

inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya 

pertambangan tentang : 

a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat 

diberikan kepada pemohon; 

b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut; 

c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau 

penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan 

sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan 

pemberian izin.
74

 

3. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 

pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut 

Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan 

pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari admnistrasi negara 

tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) 

berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi 

negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan 

yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
75

 

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi 

negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh 

dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. ten 

Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang 

berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ 
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pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada 

tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-

penguasa daerah.
76

 Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang 

memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dan kegiatan yang 

membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai 

sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam 

bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku 

kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang 

menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut 

Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan 

timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, 

prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering 

membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu 

berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu 

banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu 

dan biaya.
77

 Oleh karena itu biasanya dalam perizinan dilakukan 

deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan 

perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan 

dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada 

dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara 

dalam kegiatan kenmasyarakatan tertentu di bidang ekonomi sehingga 

deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.
78

 Meskipun 

deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan 

dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan perizinan namun dalam 

suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu 

yang ditentukan oleh hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

deregulasi dan debirokratisasi  merupakan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan 
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kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-

batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan 

debirokratisasi dalam perizinan harus memerhatikan hal-hal berikut: 

a. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu 

sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan 

tertentu. 

b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis 

administratif dan finansial. 

c. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip 

dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar prinsip 

perizinan. 

d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas 

umum pemerintahan yang layak (algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur) 

4. Peristiwa Konkret  

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang 

berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi 

peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret  artinya peristiwa yang 

terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. 

Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman 

perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin 

yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya 

tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur 

organisasi instansi yang menerbitkannya. Sekedar contoh, Dinas 

Pendapatan Daerah menerbitkan 9 macam jenis izin, Dinas Kesehatan 

Hewan dan Peternakan menerbitkan 5 jenis izin, Bagian Perekonomian 

menerbitkan 4 jenis izin, dan sebagainya.
79

 

Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah 

seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan 

                                                           
79

 Sjahran Basah, Ibid., Perizinan di Indonesia, hal 4-6. 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



40 

 

Universitas Indonesia 

 

digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemasyarakatan. 

5. Prosedur dan Persyaratan  

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur 

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping 

harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan itu berbeda-beda 

tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.  

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif 

dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan 

atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya 

dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila 

tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisonal, karena penilaian 

tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan 

atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.
80

 Penentuan prosedur dan 

persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. 

Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan 

prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer 

(sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, 

pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan 

yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan 

bersangkutan.
81

 

2.3.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan 

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 

memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna 

mencapai suatu tujuan konkret.
 
Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku 

ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang 
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masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat 

diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini 

berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan 

pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.
82

  

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dn 

pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo,
83

 berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, 

izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. 

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan 

konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman 

pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas 

tertentu (misalnya izin bangunan). 

2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 

3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin 

membongkar pada monument-monumen). 

4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di 

daerah padat penduduk). 

5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan 

aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana 

penguurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). 
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2.3.3.3 Bentuk dan Isi Izin 

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu 

dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat 

hal-hal sebagai berikut
84

:
 

a. Organ yang Berwenang  

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari 

kepala surat dan penandatangan izin akan nyata organ mana yang 

memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ 

berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai 

materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu terkait adalah organ 

pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak 

dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang 

berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa 

“haminte” yang berwenang, pemerintahan haminte, yakni wali haminte 

dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari 

keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya 

dicantumkan ketentuan definisi. 

b. Yang Dialamatkan 

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir 

setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh 

karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada 

pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. 

Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak 

yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus 

pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin 

memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut. 

c. Diktum 

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus 

memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian 

keputusan ini, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. 
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Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-

hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. 

 

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat 

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung 

ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan 

yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang 

dapat dikaitkan pada keputusan menguntungkan. Ketentuan-ketentuan 

pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya 

dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti: 

1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-

tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah) 

2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan saran 

tertentu) 

3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin 

untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam 

lembaga) 

4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk 

menilai kadar bahaya atau gangguan) 

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat 

pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah 

harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk 

keputusan berisi izin, dimasukan pembatasan-pembatasan. Sebagai 

contoh izin lingkungan dan izin pertambangan diberikan untuk jangka 

waktu tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian 

hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat 

syarat penghapusan dan syarat penangguhan. 

e. Pemberian alasan 

Pemberian alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan 

undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. 

Penyebutan memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



44 

 

Universitas Indonesia 

 

pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan 

untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Interpretasi dilakukan 

oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut 

didasarkan pada fakta dan dapat menggunakan data yang diberikan oleh 

pemohon izin, disamping data dari para ahli atau biro konsultan. 

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan 

Berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukan akibat-akibat 

dari pelanggaran atas ketentuan dalam izin, serta sanksi-sanksi yang 

mungkin diberikan akibat dari ketidakpatuhan, hal ini merupakan petunjuk 

bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-

permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ emerintahan yang 

berhubungan dengan kebijaksanaan organ pemerintahan baik saat ini 

ataupun dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini 

sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang dasarnya terlepas dari diktum 

sekalu inti ketetapan. Oleh sebab itu mengenai pemberitahuan-

pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara 

formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi. 

2.4 Perbedaan antara Rezim Perizinan dan Rezim Kontrak Pada 

Pertambangan 

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam model kontrak khususnya di 

sektor pertambangan, posisi Pemerintah setara dengan pelaku usaha sebagai pihak 

yang berkontrak (contracting party) yang harus menghormati dan mematuhi 

semua kesepakatan yang telah dibuat dan diatur dalam kontrak tersebut sebagai 

sebuah “keadaan hukum yang khusus” dalam perjanjian. Menurut Pemerintah, 

Jika Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan mengenai kewajiban pajak atau 

restribusi di bidang pertambangan, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan 

berlaku secara umum bagi semua pengusaha tambang. Sedangkan bagi pengusaha 

tambang yang memegang kontrak dengan Pemerintah, peraturan yang bersifat 

umum tersebut dapat dikesampingkannya dengan alasan telah ada kesepakatan-

kesepakatan dalam perjanjian. 
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Bahkan hukum kontrak kita menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai “undang-undang” bagi mereka yang membuatnya 

(pacta sunt servanda) sehingga jika dilanggar, maka pihak yang melanggar 

dianggap telah melanggar hukum yang mereka ciptakan sendiri. Prinsip-prinsip 

tersebut mengikat siapapun yang terikat dengan sebuah kontrak termasuk 

Pemerintah yang pada saat memasuki kontrak menjadi subyek hukum perdata dan 

bukan sebagai regulator (sancity of contract). 

Sehingga dalam model kontrak, tangan Pemerintah seolah-olah telah 

“diikat” dan tidak dapat memberlakukan kewenangan-kewenangannya terhadap 

pelaku usaha karena dapat dianggap menciderai prinsip-prinsip berkontrak. Disisi 

lain, bagi pelaku usaha model semacam ini lebih menguntungkan karena akan 

memberikan kepastian dalam berusaha. Dalam usaha pertambangan dimana 

tingkat risiko kegagalan bisnisnya tinggi, pelaku usaha akan sangat memerlukan 

suatu kepastian dalam menghitung rasio-rasio investasinya termasuk adanya 

stabilitas peraturan-peraturan yang diberlakukan terhadap kegiatan usahanya.  

Ketika membahas kedudukan hukum pemerintah,telah disebutkan bahwa 

pemerintah tampil dengan dua kedudukan yaitu sebagai wakil dari badan hukum 

dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum kedudukan 

hukum pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata 

pada umumnya, yaitu tunduk dan diatur dalam hukum keperdataan. 

Telah disebutkan bahwa hubungan hukum dalam keperdataan itu bersifat 

dua pihak atau lebih, sementara dalam hukum  publik itu pada asasnya satu pihak 

atau bersegi satu. Hubungan hukum perdata bersandar pada prinsip otonomi dan 

kebebasan berkontrak, dalam arti kemandirian penuh bagi subyek hukum untuk 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, serta itikad baik dalam 

berbagai persetujuan, tanpa salah satunya memiliki kedudukan khusus dan 

kekuatan memaksa bagi pihak lain. atas dasar ini pemerintah hanya dapat 

“menyejajarkan diri”  dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam 

kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, bukan dalam kapasitasnya 

sebagai wakil dari jabatan pemerintahan yang memiliki kedudukan istimewa atau 
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monopoli paksaan fisik. Menurut Laica Marzuki bahwa perbuatan hukum 

keperdataan dari badan atau pejabat tata usaha negara telah menjadi salah satu 

sarana hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini.
85

 

Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ 

pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sedangkan instrumen 

hukum privat merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang 

menuntut pemerintah unutk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Menurut 

Indroharto penggunaan instrumen keperdataan ini ada beberapa keuntungan yaitu 

sebagai berikut
86

: 

a. Warga masyarakat sendiri sudah terbiasa berkecimpung dalam suasana 

kehidupan hukum perdata. 

b. Lembaga-lembaga keperdataan ternyata sudah membuktikan 

kemanfaatannya dan sudah biasa menggunakan bentuk-bentuk yang 

digunakan dalam pengaturan perundang-undangan yang luas maupun 

yurisprudensi. 

c. Lembaga-lembaga keperdataan demikian hampir selalu dapat diterapkan 

untuk segala keperluan dan kebutuhan karena sifatnya yang sangat 

fleksibel dan jelas instrumennya. 

d. Lembaga-lembaga keperdataan demikian juga memiliki kebebasan untuk 

menentukan sendiri isi perjanjian yang hendak mereka buat. 

e. Seringkali jalur hukum publik menemukan jalan buntu, sedangkan jalur 

perdata menemukan jalan keluarnya. 

f. Ketegangan yang disebabkan oleh tindakan sepihak dari pemerintah dapat 

dikurangi.  

g. Berbeda dengan tindakan-tindakan yang bersifat sepihak dari pemerintah, 

tindakan-tindakan menurut hukum perdata hampir selalu dapat 

memberikan jaminan-jaminan kebendaan, misalnya untuk ganti rugi. 

                                                           
85

 Laica Marzuki, Kebijakan yang Diperjanjikan, Sarana Keperdataan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Makalah pada PenataranNasional Hukum Acara dan Hukum 

Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang 1996, hal. 4. 
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 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Buku I (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 112-113. 
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2.5 Instrumen Hukum Keperdataan yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah 

Pemerintah begitu juga bada hukum pada umumnya tidak dapat 

melakukan hubungan hukum keperdataan yang berhubungan dengan 

kekeluargaan, pemerintah di Indonesia khususnya tidak dapat membeli tanah 

untuk dijadikan hak milik, menurut UUPA negara hanya diberi hak menguasai 

tidak diberi hak untuk memiliki. Perlu di ingat bahwa ketika pemerintah 

menggunakan instrumen hukum keperdataan, tidak serta-merta terjadi hubungan 

hukum perdata berdasarkan prinsip kesetaraan dan kemandirian, terutama pada 

perjanjian yang tidak murni, pemerintah mengguanakan hukum keperdataan 

sebagai alternatif atau cara dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, 

sebab dalam hal-hal tertentu pemerintah tidak dapat melepaskan misi yang di 

embannya yang melekat pada setiap tindakan pemerintahan. Dengan demikian 

akan ada dua kemungkinan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum 

keperdataan: 

a. Pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus 

melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan 

yang tidak berbeda dari seseorang atau badan hukum. 

b. Pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa 

menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan seseorang atau 

badan hukum. Dalam hal terakhir ini, terdapat perjanjian dengan syarat 

yang ditentukan sepihak oleh pemerintah. 

Adapun bentuk perjanjian yang digunakan oleh pemerintah adalah sebagai 

berikut: 

1) Perjanjian Perdata Biasa, perjanjian ini dilakukan oleh pemerintah dalam 

rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana unutk menjalankan 

kegiatan administrasi pemerintahan seperti pembelian alat tulis kantor, 

membeli tanah untuk perkantoran atau rumah dinas dan sebagainya. Pada 

perjanjian ini kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau 

badan hukum perdata. Sebagai konsekuensi tindakan ini pemerintah akan 

tunduk sepenuhnya pada hukum perdata, imunitas publiknya selaku 
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penguasa tidak lagi berlaku. Menurut Indroharto, meskipun perjanjian 

yang dilakukan pemerintah ini bersifat perdata biasa setiap perjanjian ini 

selalu didahului dengan adanya KTUN, yang kemudian melahirkan teori 

melebur, yaitu keputusan itu dianggap melebur kedalam tindakan hukum 

perdata, oleh karena itu jika terjadi sengketa penyelesainnya tidak melaui 

PTUN, tetapi melalui peradilan umum.
87

 

2) Perjanjian Perdata Biasa dengan Syarat Standar, pada perjanjian ini 

pemerintah membuat perjanjian dengan pihak swasta dalam rangka 

melakukan tugas-tugas tertentu, misalnya tugas atau pekerjaan yang tdak 

sepenuhnya dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Dalam 

praktiknya pemerintah sering melaksanakan tugas-tugas tertentu melalui 

perjanjian dengan syarat standar, bentuknya biasanya berupa konsesi, 

sebagaimana telah dijelaskan diatas Indroharto menyebutnya sebagai 

kontrak adhesie, yaitu suatu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan 

secara sepihak sehingga lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain selain 

menerima atau menolaknya, seperti terjadi pada perjanjian distribusi 

listrik, gas dan air minum.
88

 Penentuan syaarat sepihak ini akan 

menimbulkan pertanyaan apakah hal yang demikian telah melanggar asas 

kebebasan berkontrak? Penentuan syarat sepihak oleh pemerintah 

dibolehkan sepanjang hal tersebut memberikan perlindungan pada 

kepentingan umum, diketahui terbuka oleh umum sehingga lawan 

berkontrak atau umum dan pihak yang berkepentingan dapat dengan 

sukarela menyetujui atau menerima terhadap syarat-syarat yang 

ditentukan. 

3) Perjanjian mengenai Kewenangan Publik, Menurut Indroharto yang 

dimaksud dengan penjanjian mengenai wewenang pemerintahan adalah 

perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga 

masyarakat dan yang diperjanjikan adalah kewenangannya. Pemerintah 

menggunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan, bila wewenang tersebut mengandung kebebasan “freies 
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88
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ermessen” pemerintah dapat melaksanakan wewenangnya dengan 

menggunakan mekanisme perjanjian. Sebaliknya apabila wewenang yang 

diberikan oleh pemerintah bersifat terikat, baik segi materi, waktu maupun 

cara menggunakannya pelaksanaan wewenang pemerintahan dengan cara 

perjanjian tidak diperkenankan. 

4) Perjanjian mengenai kebijaksanaan Pemerintahan, kewengangan 

pemerintah yang luas atas dasar freies ermessen kemudian melahirkan 

kebijaksanaan, dimungkinkan pula dijalankan lewat perjanjian, menurut 

Laica Mazuki, perjanjian kebijaksanaan adalah perbuatan yang 

menjadikan kebijaksanaan publik sebagai obyek perjanjian.
89

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perbedaaan antara izin dengan perjanjian yang akan dituangkan dalam sebuah 

tabel sederhana, terutama yang berhubungan dengan pengusahaan batubara 

sebagai konsekuensi adanya perubahan Rezim pada UU Minerba sebagai berikut: 

Tabel 1 Perbedaan prinsip antara Hukum Publik dengan Hukum Privat 

Sifat Hukum 

Hukum Publik Hukum Privat 

 Bersifat umum 

 Bersifat ordonatif (sepihak) 

 Diatur oleh perundang-

undangan 

 Sanksi sangat tegas 

 Mengatur masyarakat 

 Bersifat individu 

 Bersifat koordinatif (dua pihak) 

 Berdasaran kesepakatan atau 

perjanjian 

 Sanksi kurang tegas 

 Mengatur individu dengan 

individu 

 

Sedangkan perbandingan Izin dan perjanjian adalah: 

Tabel 2 Perbandingan Izin dan Perjanjian 

Subyek Izin Perjanjian 

Hubungan Hukum Publik (Pemerintah Perdata 
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melalui Undang-undang) 

Penerapan Hukum Oleh pemerintah Kedua belah pihak 

Pilihan Hukum Tidak ada Pilihan Hukum Terdapat pilihan 

hukum yang 

disepakati oleh para 

pihak 

Akibat Hukum Sepihak (pemegang izin) para pihak 

Penyelesaian 

Sengketa 

PTUN dan Arbitrase Kesepakatan para 

pihak 

Sumber Hukum Undang-undang Isi Perjanjian 

   

Tabel 3 Perbandingan UU Minerba Lama dan UU Minerba Baru 

UU NO. 11 TAHUN 1967 UU NOMOR 4 TAHUN 2009 

Penggolongan Bahan Galian  

• Strategis (Golongan A) 

• Vital (Golongan B) 

• Non-strategis dan non-

vital (Golongan C) 

Pengusahaan & Penggolongan Komoditas  

• Mineral  Radioaktif  

• Mineral Logam  

• Mineral Bukan Logam  

• Batuan 

• Batubara  

Perizinan dan Perjanjian  

• Penugasan; 

• KP; 

• SIPD; 

• SIPR; 

• KK/PKP2B.  

Perizinan  

• Izin Usaha Pertambangan (IUP); 

• Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 

• Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK).  

Tata Cara Perizinan  
Permohonan 

Tata Cara Perizinan  

• Lelang untuk mineral logam & 

batubara  

• Permohonan Wilayah untuk Mineral 

bukan logam dan batuan  

Judul  

KETENTUAN-KETENTUAN 

POKOK PERTAMBANGAN 

Judul  

PERTAMBANGAN MINERAL DAN 

BATUBARA  
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Penguasaan Bahan Galian  

Penguasaan diselenggarakan 

Pemerintah  

Penguasaan Mineral & Batubara  

Diselenggarakan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

 Penetapan untuk Kepentingan 

Nasional oleh Presiden : 

 pencadangan wilayah mineral dan 

batubara; 

 pengutamaan kebutuhan dalam  

negeri 

 Data dan informasi milik Pemerintah 

 Pengelolaan dilaksanakan oleh 

Pemerintah (Pusat) & Pemerintah 

Daerah  

Kewenangan Pengelolaan  

Kebijakan dan pengelolaan 

secara nasional  

Urusan Pengelolaan  

 Pemerintah Pusat menetapkan WP 

(Kebijakan & Pengelolaan Nasional) 

 Provinsi (Kebijakan & Pengelolaan 

Regional) 

 Kab/Kota (Kebijakan & Pengelolaan 

Lokal)  

Pelaku Usaha 

 Investor domestik (KP, 

SIPD, PKP2B) 

 Investor asing (KK, 

PKP2B)  

Pelaku Usaha  

 Instansi Pemerintah (Radioaktif) 

 Badan Usaha dan koperasi  

 Perseorangan (orang perorangan, 

Firma, CV) 

Jangka Waktu  

 KP/KK/PKP2B  

Penyelidikan Umum (1+1 

Tahun)  

 KP/KK/PKP2B  Eksplorasi 

(3 Tahun + 2 x 1 Tahun)  

 KK/PKP2B  Studi 

Kelayakan (1 + 1 Tahun)  

 KK/PKP2B  Konstruksi (3 

Tahun)  

 KP/KK/PKP2B  Operasi 

Produksi/Eksplotasi termasuk 

pengolahan dan pemurnian 

serta pemasaran (30 Tahun + 

2 x 10 Tahun) 

Jangka Waktu  

 IUP Eksplorasi  mineral logam (8 tahun) :  

o Penyelidikan Umum (1 tahun); 

o Eksplorasi  Umum & Eksplorasi 

Rinci (5 thn); 

o Studi Kelayakan (2 tahun);  

 IUP Eksplorasi  batubara (7 tahun) :  

o Penyelidikan Umum (1 tahun); 

o Eksplorasi  Umum & Eksplorasi 

Rinci (4 thn); 

o Studi Kelayakan (2 tahun);  

 IUP Operasi Produksi mineral dan 

batubara (20 thn) dan dapat di perpanjang 

2 kali 10 tahun  

o Konstruksi (2 tahun);  

o Kegiatan penambangan, 

pengolahan & pemurnian, 

pengangkutan & penjualan (17 

thn). 
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Pengembangan Wilayah & 

Masyarakat  

Tidak diatur  

Pengembangan Wilayah & Masyarakat  

 Kewajiban Pemerintah/Pemda 

 Keharusan Pemegang IUP 

Kewajiban Pelaku Usaha  

 Keuangan : 

o KP, sesuai 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku; 

o KK/PKP2B, tetap 

pada saat kontrak 

ditandatangani. 

 Lingkungan (sedikit 

diatur) 

 Kemitraan (sedikit diatur) 

 Nilai Tambah (hanya 

diatur di kontrak) 

 Data dan Pelaporan 

(sedikit diatur) 

Kewajiban Pelaku Usaha  

 Keuangan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku : 

Pajak, PNBP dan bagi hasil dari 

keuntungan bersih sejak berproduksi.  

 Lingkungan : 

o Syarat perizinan 

o Reklamasi/pasca tambang  

 Kaidah teknik pertambangan  

 Nilai Tambah 

 Data dan Pelaporan  

 Kemitraan dan bagi hasil  

Penggunaan Lahan 

Pembatasan tanah yang dapat 

diusahakan 

Penggunaan Tanah 

 Pembatasan tanah yang dapat 

diusahakan; 

 Sebelum memasuki tahap Operasi 

Produksi, pemegang IUP/IUPK wajib 

menyelesaikan hak atas tanah dengan 

pemegang hak  

Pembinaan dan Pengawasan 

Terpusat (khususnya KP,  KK 

dan PKP2B)  

Pembinaan dan Pengawasan  

 IUP dan IUPK (Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota - sesuai 

kewenangan). 

 IPR (Bupati/Walikota).  

Penyidikan 

Tidak diatur (limitatif).  
Penyidikan  

 Penyidik Polri 

 Pejabat Pegawai Negeri Sipil  
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Ketentuan Pidana  

 Diatur, tetapi sudah tidak 

sesuai lagi dengan situasi 

dan kondisi saat ini 

 Sanksi Pidana/Kurungan 

sangat lunak  

Ketentuan Pidana  

 Diatur sesuai situasi dan kondisi; 

 Sanksi cukup keras; 

 Apabila pidana dilakukan oleh Badan 

Hukum, maka sanksi & denda 

ditambah 1/3.  

Kondisi sosial politik dan hukum suatu Negara akan amat menentukan 

persepsi investor dalam menentukan keputusan investasinya. Disisi yang lain, 

negara-negara berkembang yang umumnya ekonomi nasionalnya belum cukup 

kuat menggerakkan roda perekonomian akan memerlukan arus investasi asing 

sebagai pemicu.  

Oleh karena itu tidak jarang, investor asing cenderung menuntut stabilisasi 

ketentuan diberlakukan terhadap operasi tambangnya, caranya adalah dengan 

mengikat Pemerintah selaku regulator dalam suatu skema-skema perjanjian 

tertentu yang menjamin keberlangsungan usaha mereka, misalnya tax stability 

agreement, nail-down provisions dan lain sebagainya.  

Sedangkan izin adalah suatu produk hukum administratif yang bersifat 

sepihak yang menimbulkan hak sekaligus kewajiban bagi pemegangnya. 

Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin memiliki kewenangan untuk 

mengatur pelaksanaan izin dan bahkan mencabutnya apabila tidak digunakan 

sebagaimana mestinya, pada titik inilah investor (terutama asing) mungkin akan 

terus memelihara sikap was-wasnya terhadap lanskap UU Minerba yang baru ini 

karena mereka akan menghadapi resiko dicabutnya izin pertambangan sewaktu-

waktu oleh Pemerintah. Kekhawatiran ini dapat dipahami kalau melihat beberapa 

kasus pencabutan KP atau pengurangan wilayah KP di masa lalu oleh Gubernur, 

Bupati atau Walikota dengan berbagai alasan. Apalagi UU Minerba ini secara 

tegas-tegas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

menerbitkan atau membatalkan IUP tanpa bisa diintervensi oleh Pemerintah Pusat 

jika terjadi penyimpangan. 
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UU Minerba memperkenalkan sistem baru dalam usaha pertambangan 

mineral dan batubara yaitu sistem kerjasama melalui mekanisme perizinan. Ada 

beberapa jenis perizinan dalam undang-undang ini, yaitu: 

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan adalah izin 

untuk melaksanakan usaha pertambangan
90

, yang terdiri dari dua tahap, 

yaitu Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan 

Operasi Produksi; 

Gambar 1. Ilustrasi Bentuk Perizinan Izin Usaha Pertambangan 

 

(sumber: Kementerian ESDM, Bapak Sony Heru Prasetyo, dalam kursus intensif pertambangan 

Energy Mining Legal Institute) 

*)Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat  dilakukan terpisah 

**)Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan 

pemegang IUP OP Penambangan 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : 

1. Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi  yaitu Kepemillikan serta 

letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta 

faktor lingkungan (dampak kegiatan 

                                                           
90

 Indonesia (a), Op. Cit., pasal 1 angka 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



55 

 

Universitas Indonesia 

 

2. Penerbitan IUP Khusus Angkut-Jual yaitu lokus/cakupan dari 

kegiatan angkut-jual 

3. Penerbitan IUP Khusus Olah-Murni yaitu asal dari komoditas 

tambang yang diolah 

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Yaitu izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah 

dan investasi terbatas.
91

 Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat 

dilakukan tehadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut
92

: 

5. Pertambangan mineral logam; 

6. Pertambangan mineral bukan logam; 

7. Pertambangan batuan; dan/atau 

8. Pertambangan batubara. 

IPR dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektar; 

kelompok masyarakat paling banyak lima hektar; dan atau koperasi paling 

banyak sepuluh hektar. Jangka waktu IPR adalah lima tahun dan dapat 

diperpanjang. 

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Yaitu izin untuk melaksanakan 

usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan 

khusus.
93

Sebagaimana IUP, IUPK juga terdiri dari dua tahap perizinan 

yaitu IUPK eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Keunggulan dari 

IUPK adalah pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam 

wilayah izin usaha produksi yang dikelola diberikan prioritas untuk 

mengusahakannya. 

UU Minerba memberikan kesatuan pengaturan dan sistem untuk 

pertambangan mineral dan batubara, termasuk dalam hal sistem pemberian hak 

untuk melakukan usaha pertambangan. Dalam UU Minerba Lama dan diperjelas 

dengan berbagai Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri yang memiliki 
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wewenang dalam bidang pertambangan, sistem pemberian hak bagi pengusaha 

pertambangan adalah KK Pertambangan bagi pertambangan mineral dan PKP2B 

untuk pertambangan batubara. Dalam UU Minerba, sistem pemberian hak bagi 

pertambangan mineral dan batubara disamakan, yaitu melalui sistem pemberian 

IUP. Sistem IUP ini juga meniadakan pembedaan antara investor dalam negeri 

dan investor asing dalam sektor pertambangan. 

Gambar 2. Ilustrasi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan 

 

(sumber: Kementerian ESDM, Bapak Sony Heru Prasetyo, dalam kursus intensif pertambangan Energy 

Mining Legal Institute) 

2.6 Penyelesaian Sengketa Pertambangan Pasca berlakunya UU Minerba 

Seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi bisnis dalam masyarakat 

saat ini, akan timbul permasalahan yang lebih kompleks dan tentunya memerlukan 

suatu perangkat hukum yang dapat menjawab dan memberikan solusi 

permasalahan yang terjadi. Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional 

dewasa ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan atau transaksi bisnis 

internasional dan tentunya akan banyak masalah hukum dalam transaksi bisnis 
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internasional tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi para pihak dalam transaksi 

bisnis domestik.  

Perkembangan dunia bisnis atau perdagangan, baik dalam skala nasional, 

maupun internasional dewasa ini, secara potensial menyebabkan meningkatnya 

kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak terkait. Secara konvensional, suatu 

penyelesaian sengketa biasa dilakukan melalui mekanisme jalur yudikasi, yaitu 

melalui proses litigasi di pengadilan atau proses non litigasi di hadapan lembaga 

arbitrase. Dalam kehidupan bermasyarakat kata musyawarah dan mufakat dapat 

diartikan sebagai adanya proses mediasi, konsiliasi, serta negosiasi. Pada 

umumnya ketiga proses tersebut sering dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak 

apabila terjadi sengketa. Hal ini dikarenakan, untuk menyelesaikan perkara 

melalui pengadilan ataupun arbitrase seringkali memakan biaya, waktu, dan 

tenaga. Pada prakteknya, ketiga proses tersebut digunakan terlebih dahulu 

sebelum diajukan ke forum pengadilan ataupun arbitrase. 

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang 

dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara 

mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum 

tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan 

atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (choice of 

forum/choice of jurisdiction). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para 

pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila 

dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law), bentuk 

penyelesaian sengketa pada kontrak inilah yang digunakan baik dalam KK 

maupun PKP2B. Berbeda dengan izin-izin pertambangan dalam UU Minerba  

yang merupakan perbuatan searah pemerintah, dalam izin tidak mungkin diadakan 

suatu persesuaian kehendak, maka dalam penyelesaian sengketa tentunya masing-

masing sengketa akan memiliki lembaga penyelesaian berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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2.7 Pengadilan 

Dalam kaitannya dengan tulisan ini maka Pengadilan yang berkompetensi 

terhadap sengketa dibidang perizinan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara 

(“Peratun”), Sebagaimana telah diuraikan pada bab III maka penyelesaian 

sengketa dalam bentuk izin ini masuk kedalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha 

Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (“UU PTUN”): 

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan 

atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  

Sengketa tersebut tidak termasuk pada pengecualian yang diatur dalam 

pasal dalam pasal 3 UU PTUN, pada prinsipnya Hukum Acara yang berlaku 

dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri juga berlaku bagi 

penyelesaian sengketa TUN di Pengadilan Administrasi Negara. Dikatakan pada 

prinsipnya berarti bahwa tidak semua hukum acara dalam penyelesaian perkara 

perdata berlaku sepenuhnya bagi penyelesaian sengketa TUN. Terdapat berbagai 

proses acara yang khas yang berlaku dalam penyelesaian sengketa TUN, tetapi 

tidak berlaku dalam penyelesaian perkara perdata. Proses acara yang khas tersebut 

dapat dipandang sebagai pengecualian terhadap Hukum Acara Perdata, dengan 

kata lain dapat dipandang sebagai karakteristik dalam penyelesaian sengketa 

TUN. Karakteristik inilah yang membedakan antara cara penyelesaian sengketa 

TUN dengan cara penyelesaian perkara perdata.  

2.7.1 Beberapa karakteristik dalam penyelesaian sengketa TUN, dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

1. Dalam sengketa TUN posisi/kedudukan para pihak sudah ditentukan 

secara jelas dalam UU PTUN, yaitu seseorang atau badan hukum perdata 
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ditetapkan posisinya sebagai penggugat, sedangkan Badan atau Pejabat 

TUN selalu berada pada posisi sebagai tergugat. Penentuan posisi para 

pihak seperti di atas disebabkan karena yang menjadi obyek sengketa 

adalah produk hukum Badan atau Pejabat TUN yang merugikan 

kepentingan dan/atau hak seseorang atau badan hukum perdata.  

2. Obyek gugatan dalam sengketa TUN semata-mata hanyalah keputusan 

TUN yang memenuhi syarat dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, artinya 

tidak semua keputusan TUN dapat menjadi obyek gugatan. UU PTUN 

memberikan pembatasan-pembatasan terhadap keputusan TUN yang tidak 

dapat digugat, seperti tertuang dalam Pasal 3 UU PTUN, dan Pasal 49 UU 

PTUN. 

3. Sengketa TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN sangat terbatas, 

yaitu hanya sengketa-sengketa yang timbul dalam bidang TUN saja. 

4. Hakikat sengketa TUN tidak terletak pada peselisihan hak seperti halnya 

dalam perkara perdata. Hakikat sengketa TUN lebih terletak pada 

timbulnya perbedaan penafsiran terhadap penerapan Hukum Administrasi 

Negara yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang terwujud 

dalam keputusan TUN, dalam penyelesaian suatu masalah dalam bidang 

TUN yang terjadi bagi yang dikenai keputusan TUN. 

5. Tuntutan ganti rugi dalam sengketa TUN adalah tuntutan ganti rugi 

administratif (kerugian biaya-biaya administratif), tuntutan ganti rugi 

dalam perkara perdata adalah ganti rugi materil yang diderita penggugat. 

6. Jumlah tuntutan ganti rugi dalam sengketa TUN ditetapkan secara limitatif 

(Rp. 250.000 sampai Rp. 5.000.000). 

2.7.2 Karakterisitik Acara Penyelesaian Sengketa TUN  

1. Surat gugatan dalam sengketa TUN, dapat disertai dengan permohonan 

berperkara secara cuma-cuma, dan permohonan penundaan pelaksanaan 

keputusan TUN yang digugat.  

2. Dalam penyelesaian sengekta TUN tidak mengenal adanya “rekonvensi” 

(gugatan balik), oleh karena obyek gugatan adalah keputusan TUN yang 

merugikan kepentingan atau melanggar hak seseorang atau badan hukum 
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Perdata. Atas dasar tersebut, maka secara implisit UU PTUN tidak 

memperkenankan terjadinya saling menggugat antara Badan atau Pejabat 

TUN. Meskipun demikian jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 

UU PTUN, tentang dasar gugatan, maka ada kemungkinan suatu Badan 

atau Pejabat TUN dirugikan kepentingannya atau haknya sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN yang lain. 

3. Dalam penyelesaian sengketa TUN tidak dimungkinkan bagi penggugat 

untuk meminta kepada hakim agar di atas obyek perkara diletakkan sita 

jaminan (revindicatoir atau conservatoir beslaag), oleh karena obyek 

gugatannya bukan bersifat hak kebendaan (obyek materil bukan seperti 

rumah, tanah, mobil, atau utang-piutang dll) melainkan keputusan TUN, 

yang sifatnya hanya mempengaruhi kedudukan hukum, status hukum, atau 

keadaan hukum yang dikenai keputusan TUN tersebut.  

4. Pemeriksaan sengketa TUN terbagi atas dua tahap yaitu surat gugatan 

yang telah di registrasi, diperiksa secara administratif dalam “Rapat 

permusyaratan (dismissal)” dan “pemeriksaan persiapan” (pemeriksaan 

kesempurnan dan kelengkapannya). Pemeriksaan dalam tahap ini tidak 

terkait dengan pemeriksaan pokok perkara. Kemudian tahap selanjutnya 

adalah pemeriksaan pokok perkara (pemeriksaan persidangan). 

5. Pemeriksaan dalam sengketa TUN dapat menggunakan acara singkat, 

acara cepat atau acara biasa.  

6. Hakim dalam memeriksa sengketa TUN bersifat aktif mencari dan 

menemukan kebenaran materil, bahkan hakim tidak terikat sepenuhnya 

dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak.  

7. Dalam pemeriksaan sengketa TUN, hakim diberi wewenang untuk 

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta 

penilaian pembuktian.  

8. Pembuktian dalam pemeriksaan sengketa TUN bersifat materil, atau 

pembuktian secara materil, mencari kebenaran yang sesungguhnya. 

9. Hakim dalam memutus sengketa TUN harus berdasarkan keyakinan, 

ditambah dengan minimal dua alat bukti lainnya.  

2.7.3 Pelaksanaan Putusan 
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1. Putusan pengadilan dalam sengketa TUN dapat bersifat UltraPetita 

(hakim dapat memutus diluar/selain dari apa yang dituntut oleh 

penggugat). 

2. Putusan pengadilan dalam sengketa TUN bersifat erga omnes, artinya, 

putusannya mengikat semua pihak yang berkepentingan dengannya isi 

putusan itu, meskipun tidak ikut terlibat sebagai pihak dalam proses 

perkaranya. 

3. Pelaksanaan putusan dalam sengketa TUN diserahkan sepenuhnya kepada 

tergugat, Pengadilan Administrasi Negara tidak berwenang untuk 

melaksanakan sendiri putusannya jika tifak dipatuhi oleh tergugat. 

4. Putusan pengadilan dalam sengketa TUN yang tidak dilaksanakan/dipatuhi 

oleh tergugat (Badan atau Pejabat TUN), dapat dipaksakan melalui 

penjatuhan sanksi kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan 

dalam bentuk:  

a. uang paksa, 

b. sanksi administratif, atau  

c. diumumkan di Surat Kabar oleh panitera (sanksi-sanksi tersebut 

bersifat alternatif). Meskipun demikian penjatuhan sanksi a dan b 

belum jelas siapa yang harus melaksanakannya. (vide Pasal 116 

UU PTUN). 

Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang 

memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa perizinan dibidang 

pertambangan, akan terdapat beberapa kelemahan yaitu walaupun secara hukum, 

pemegang izin (beshicking) yang merasa dirugikan haknya dapat menggugat 

pejabat yang bersangkutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hingga 

saat ini putusan lembaga peradilan tersebut masih diragukan efektifitas 

pelaksanaannya terutama karena putusan ini hanya bersifat administratif dengan 

ganti kerugian yang terbatas jumlahnya, ganti rugi ini tidak mencakup 

penggantian atas kerugian yang diderita oleh pemegang izin-izin pertambangan 

atas adanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kegiatan 

usahanya.  
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Perlu diingat bahwa sektor pertambangan ini adalah usaha yang padat 

modal dan berlomba dengan waktu, karena begitu sensitifnya usaha ini maka 

gangguan sedikit saja akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi investor. 

Selain itu kompetensi hakim-hakim TUN dalam menangani sengketa yang 

berhubungan dengan pertambangan juga patut dipertanyakan karena untuk 

menguasai seluk beluk pertambangan diperlukan waktu yang cukup, sementara 

UU Minerba yang melakukan perubahan rezim dalam pengusahaannya ini masih 

relatif baru . 

 Untuk menuntut kerugian yang jumlahnya signifikan, pemegang izin yang 

merasa dirugikan tetap harus mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah 

atas dasar perbuatan melawan hukum yang sekali lagi juga tidak terlalu efektif 

mengingat waktu penyelesaian yang panjang serta biaya yang besar.  

Hal-hal sebagaimana diungkapkkan diatas memang sebuah kenyataan 

yang terjadi pada sistem peradilan kita. Junaedy Ganie, mengutip dari Bagir 

Manan mengatakan bahwa bila secara teknis, fungsi peradilan atau tugas yang 

mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara” yang tidak 

selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solusi” atau “memecahkan” suatu 

perkara atau sengketa. Selanjutnya dikatakan tentang perlu sekali adanya 

perubahan orientasi “memutus perkara” menjadi menyelesaikan perkara”. 

Arbitrase dapat merupakan jawaban atas kebutuhan perubahan orientasi tersebut.
94

 

2.8 Arbitrase 

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua 

individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam 

masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan 

apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh 

peradilan. Dalam Pertambangan terdapat empat pihak yang akan saling 

berhadapan sebagai stakeholder yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

masyarakat dan investor 

                                                           
94

 Junaedy Ganie, Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi melalui BANI, Quarterly news 

letter Volume II Jan-Mar 2008 (Jakarta:BANI, 2008), hal. 4. 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



63 

 

Universitas Indonesia 

 

Arbitrase adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan 

selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi bilamana satu atau lebih 

orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang 

bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut Arbitrase 

umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan 

suatu perselisihan melalui arbitrase, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum 

atau sesudah perselisihan timbul. Penyelesaian tersebut umumnya lebih disukai 

karena lebih murah, lebih cepat, lebih informal dan tidak melibatkan publisitas.   

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan 

timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana 

cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun 

disebabkan hal lainnya.
95

  

Pengertian Lembaga arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 UU Arbitrase: 

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, 

lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat 

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul 

sengketa.  

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan 

sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga 

arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut 

akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang 

dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang 

berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran 

terhadap perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat 

dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase 

bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa 

alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.  
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2.8.1 Definisi Arbitrase 

Kata arbitrase berasal dari kata “arbitrase” (latin), “arbitrage” (Belanda), 

“arbitration” (Inggris), “schiedspruch” (Jerman), dan “arbitrage” (Prancis) yang 

berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai 

oleh arbiter atau wasit. 

Menurut Black's Law Dictionary:  

Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of 

selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to 

establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the 

delay, the expense and vexation of ordinary litigation. 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase adalah: 

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang 

didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa.  

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:  

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang 

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (pactum de compromitendo); 

atau 

2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul 

sengketa (akta kompromis). 

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur 

dalampasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan 

pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar 

Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap 

diperbolehkan.  

2.8.2 Obyek Arbitrase 

Obyek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar 

pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian 
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sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase hanyalah sengketa di 

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, 

perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. 

Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa 

sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah 

sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan 

perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas 

Pasal 1851 s/d 1854. Dalam Pasal 1853 ditentukan bahwa Perdamaian dapat 

diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan 

atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak 

kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. Dengan 

rumusan ini maka perdamaian yang dimaksud dalam UU Arbitrase adalah 

perdamaian yang dibatasi pada kepentingan keperdataan. 

2.8.3 Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase 

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum UU 

Arbitrase dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah : 

1. kerahasiaan sengketa para pihak terjamin; 

2. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif 

dapat dihindari; 

3. para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar 

belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur 

dan adil; 

4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian 

masalahnya; 

5. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase; 

6. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui 

prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. 
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Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan 

arbitrase. Menurut  Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian 

sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu 

bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. 

Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit 

(arbitrase) adalah : 

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat. 

2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang 

dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang 

memuaskan para pihak. 

3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. 

4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui 

tentang kelemahan-kelemahan perushaan yang bersangkutan. Sifat rahasia 

pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. 

Di samping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga 

memiliki kelemahan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase 

adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal 

pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah 

cukup jelas. 

2.8.4 Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan 

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, 

misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk 

mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa 

lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk 

menaati putusannya. 

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU 

Arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal 

para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan 

putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui 
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mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan 

menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil 

tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

2.8.5 Putusan Arbitrase Ditinjau dari Sifatnya 

Walaupun dalam UU Arbitrase, sama sekali tidak menjelaskannya, akan tetapi 

berhubung dalam Bab VI tentang "pelaksanaan putusan Arbitrase" pada pasal 64 

ditegaskan bahwa :  

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, 

dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata 

yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Maka dengan sendirinya kita akan sampai kepada berbagai putusan arbitrase, yang 

apabila ditinjau dari segi sifatnya, terdiri dari 3 macam, sebagai berikut:  

a. putusan yang bersifat deklaratoir  

b. Putusan yang bersifat konstitutif  

c. Putusan yang bersifat condemnatoir  

Putusan yang diktumnya bersifat deklaratoir, adalah diktum putusan yang 

bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan hukum. 

tidak akan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.  

Putusan yang diktumnya konstitutif adalah putusan yang sifatnya 

meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum 

yang baru, misalnya diktum putusan yang mengatakan seorang pailit atau yang 

mengatakan seseorang itu telah melakukan wanprestasi. Diktum putusan seperti 

ini, walupun memang sah dan diperbolehkan, akan tetapi termasuk juga kepada 

diktum putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil.  

Putusan condemnatoir, adalah diktum putusan yang berisi penghukuman 

terhadap suatu pihak. Misalnya termohon dihukum untuk membayar hutang 

sejumlah tertentu kepada pemohon. Putusan seperti inilah yang dapat 

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil.  
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Oleh karena itu, penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tidak saja 

didasarkan kepada pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 tahun 1999, akan tetapi suatu 

putusan arbitrase yang diktum putusannya, seluruhnya hanya bersifat deklaratoir 

ataupun konstitutif, bisa juga menjadi alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat 

dilaksanakan.  

2.8.6 Pelaksanaan Putusan Arbitrase 

2.8.6.1 Putusan Arbitrase Nasional  

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU 

Arbitrase. Pada dasarnya para pihak melaksanakan putusan secara sukarela hal ini 

terdapat pada pasal 61 UU Arbitrase. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan 

pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada 

kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar 

asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke 

panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan 

arbitase diucapkan. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan 

mengikat. 

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti 

putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan 

Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan 

arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua 

Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan 

arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar 

Pasal 62 UU Arbitrase sebelum memberi perintah pelaksanaan , Ketua Pengadilan 

memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 

(khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua 

Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan 

itu tidak ada upaya hukum apapun. 
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2.8.6.2 Putusan Arbitrase Internasional  

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia 

didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang 

merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku 

juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani 

UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. 

Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan 

Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris 

PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Putusan arbitrase Asing Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990. 

Dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1968 dikemukakan bahwa: 

1. Untuk melaksanakan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud 

tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dengan 

warga negara asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan 

Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. 

2. Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam 

sub 1 di atas kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum mana 

putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk 

melaksanakannya. 

3. Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam sub 2 di atas 

disampaikan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan melalui 

pengadilan tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum 

pengadilan negeri yang bersangkutan. 

Sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958 dan dengan 

adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di 

Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan 

masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing. 
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UU Arbitrase tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan 

Arbitrase Internasional. Namun dalam Pasal 1 angka 9 UU tersebut diberikan 

pengertian mengenai Putusan Arbitrase Internasional, yaitu: 

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu 

lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik 

Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan 

yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai 

suatu putusan arbitrase internasional. 

 

Berdasarkan Pasal 66 UU Arbitrase maka ada beberapa syarat suatu putusan 

arbitrase asing/internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia: 

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis 

arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada 

perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai 

pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.  

2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dijelaskan di atas terbatas 

pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk 

dalam ruang lingkup hukum perdagangan (commercial law) 

3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Masalah ketertiban umum 

(Public Order/Public Policy) adalah sesuatu yang sudah cukup lama 

diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya dalam hukum perdata 

internasional. Tidak adanya ketentuan yang baku mengenai batas-batas 

suatu ketertiban umum selalu menimbulkan polemik yang 

berkepanjangan. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 

tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 

secara tidak langsung memberikan definisi dari ketertiban umum di 

Indonesia yaitu sebagai sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum 

dan masyarakat di Indonesia. Menurut beberapa ahli hukum 

menyatakan bahwa dengan ditabraknya sendi-sendi asasi di suatu 
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negara maka akan menimbulkan kegoncangan yang luar biasa hebat 

dari suatu negara.  

4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia 

setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat.  

Dengan demikian maka pada prinsipnya hanya ada 3 (tiga) hal yang dapat 

menghalangi putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, yaitu:  

1) putusan arbitrase internasional tersebut belum final; 

2) putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan dan ketertiban umum; dan 

3) putusan arbitrase internasional tersebut menurut hukum Indonesia bukan 

sengketa perdagangan.  

2.8.7 Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang Sudah Dijatuhkan 

Putusan Arbitrasenya  

Lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para 

pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib 

menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang 

telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court 

involvement. 

Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas 

itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk 

dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-

peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan 

dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan 

menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan 

pasal 1339 B.W., yang menyatakan bahwa,  

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



72 

 

Universitas Indonesia 

 

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.  

Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subyektif dan itikad baik 

obyektif. Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari 

bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik obyektif 

adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah 

bertentangan dengan itikad baik. 

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. 

Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. 

UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi 

ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi 

salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. 

Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan 

ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :  

1. putusan arbitrase melanggar prosedur  arbitrase yang diatur dalam 

peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan 

putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ; 

2. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan 

perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau 

3. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar 

argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan. 

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak 

bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan 

putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada 

perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke 

pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan 

putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.  

Melihat beberapa uraian diatas sebenarnya penulis berpendapat bahwa 

putusan arbitrase belum mandiri, hal ini dapat ditengok dari ketentuan mengenai 
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“…putusan arbitrase terlebih dahulu harus diserahkan dan didaftarkan kepada 

panitera pengadilan negeri,” dengan ancaman sanksi “…tidak dipenuhinya 

ketentuan dalam pasal 59 ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat 

dilaksanakan.”
96

 Norma tersebut tidak hanya menjadi bukti bahwa putusan 

arbitrase belum mandiri, namun sekaligus secara tegas telah mensubordinasikan 

putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri.  

Kemudian, putusan arbitrase juga ternyata masih “belum final”. 

Buktinya: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, 

maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”
97

 diberikan kepada pihak yang 

bersengketa dalam forum arbitrase, tatkala pihak lawannya tidak secara sukarela 

melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Apalagi bila diperhatikan ketentuan 

berikutnya,
98

 akan tampak sekali betapa putusan arbitrase itu baru dapat 

dilaksanakan setelah putusan arbitrase itu dibubuhi perintah Ketua Pengadilan 

Negeri. Artinya, dalam keadaan salah satu pihak tidak secara sukarela 

melaksanakan putusan arbitrase, maka forum arbitrase sebagai pemutus sama 

sekali tidak memiliki kewenangan apa pun untuk dapat memaksakan putusan yang 

dijatuhkannya agar dapat dilaksanakan oleh pihak yang menolak untuk 

melaksanakannya. 

Idealnya, putusan arbitrase yang dikatakan final dan mengikat itu 

sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan tersebut benar-

benar mandiri dan tidak dikondisikan dependen terhadap kewenangan pengadilan 

negeri. Selama putusan arbitrase masih harus dideponir dan digantungkan kepada 

eksekuatur pengadilan negeri ketika hendak dilaksanakan, maka selama itu pula 

tidak layak putusan arbitrase disebut sebagai putusan yang final dan mengikat 

apalagi mandiri. 
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 Indonesia (c),Pasal 59 ayat (1) juncto ayat (4). 
97

 Indonesia (c),Pasal 61.  

 
98

 Indonesia (c),Pasal 64 . 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



74 

 

Universitas Indonesia 

 

BAB 3 

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN PASCA 

BERLAKUNYA UU MINERBA 

3.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU Minerba 

Hal  paling signifikan  terkait dengan penyelesaian sengketa pada UU 

Minerba  adalah Undang-Undang tersebut telah mengakhiri era KK dan PKP2B 

dan menggantikannya dengan sistem Perizinan. Dengan sistem perizinan, Pelaku 

utama transaksi komersial adalah Negara dalam kapasitasnya sebagai jure 

gestiones, yakni Negara sebagai pihak yang melakukan hubungan komersial dan 

bukan sebagai jure imperii yaitu pihak regulator dengan atribut kedaulatannya.
99

 

Kondisi ini yang tidak didapat dalam pola perjanjian KK dan PKP2B, dimana 

negara berada dalam posisi sejajar dengan perusahaan pertambangan sehingga 

perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. Pasca UU Minerba penyelesaian sengketa sudah di tentukan sejak awal 

melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba dan tidak lagi didasarkan oleh 

kesepakatan para pihak dalam sebuah kontrak. 

3.2 Pasal-Pasal terkait Penyelesaian Sengketa pada UU Minerba  

Penyelesaian sengketa pada UU Minerba diatur pada Pasal 154. 

Sebenarnya menurut pandangan penulis, Pasal 166 juga mengatur penyelesaian 

masalah dampak lingkungan, tapi tidak secara spesifik menyebutnya sebagai 

“sengketa” . Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 154 UU Minerba, ternyata 

bukanlah pasal yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa dengan 

mekanisme yang berbeda dari mekanisme umum sebuah penyelesaian sengketa, 

pasal ini tetap merujuk pada pengadilan dan arbitrase untuk menyelesaikan 

sengketa, namun jika kita cermati ternyata ada beberapa masalah dalam rumusan 

pasal ini yang menurut pandangan penulis, kontradiktif dengan ketentuan UU 

Arbitrase dan UU Penanaman Modal. Ketentuan penyelesaian sengketa pada pasal 

154 tidak berdiri sendiri, beberapa pasal-pasal lain juga terkait dengan pasal ini 
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 Rosdiyah Rakhmawati, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global, Edisi 1, 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 6. 
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sehingga untuk dapat memahami pasal 154 dalam UU Minerba perlu juga 

diketahui beberapa pasal yang berkaitan dengan sengketa pertambangan yang 

kesemuanya masuk kedalam Bab XXII tentang Sanksi Administratif dan Bab 

XXV pasal 169 sampai dengan Pasal 172 tentang Aturan Peralihan : 

Pasal 151, 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau 

IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), 

Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), 

Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, 

Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat 

(1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), 

Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat 

(1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a) peringatan tertulis; 

b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau 

operasi produksi; dan/atau 

c) pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. 

 

Pasal 152, 

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat 

menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 153,  

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian 

sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan 

keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 154, 

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK 

diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 155, 

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau 

pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 
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ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Sedangkan Aturan peralihan diatur dalam: 

Pasal 169, 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 

batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap 

diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. 

b) Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian 

karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud 

pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 

Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan 

negara. 

c) Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada 

huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara. 

Penjelasan pasal 169 huruf b: 

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya 

pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-

Undang. 

Dari susunan Undang-undang ini kita dapat melihat bahwa Pasal 154 UU 

Minerba masuk kedalam bab tentang sanksi administratif, yang bentuk sanksinya 

sudah diatur dalam pasal 151. Hal yang dapat disimpulkan disini adalah bahwa 

sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan 

melalui Pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam ketentuan ini dipahami bahwa Pengadilan yang 

dipakai adalah Pengadilan dalam negeri/Pengadilan nasional Indonesia dan 

arbitrase yang digunakan adalah arbitrase dalam negeri, Pasal 154 UU Minerba 

tidak mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase 

internasional. Karena pasal 154 ini masuk kedalam bab sanksi administratif, maka 

dapat dilihat bahwa sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau 

IUPK adalah sengketa akibat diberlakukannya sanksi administratif. Hal ini juga 

dipertegas dalam Pasal 155 UU Minerba yang mengatakan bahwa segala akibat 

hukum yang timbul karena penghentian sementara dan atau pencabutan IUP, IPR 

atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c di 

selesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 
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154 Minerba tidak di perjelas apakah ketentuan ini berlaku untuk semua kegiatan 

penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dan dalam penjelasan Pasal 

154 hanya tertera “cukup jelas” tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Pasal 169 

mewajibkan Kontrak Karya dan PKP2B untuk disesuaikan dengan Undang-

Undang, pengertian Undang-Undang disini tidak secara spesifik merujuk pada UU 

Minerba sehingga menurut pandangan penulis, Undang-Undang yang dimaksud 

termasuk juga UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase.Dalam hal pengaturan 

penyesuaian,  yang disesuaikan bukan bentuk dari PKP2B atau KK, melainkan 

hanya klausul-klausul dalam KK dan PKP2B itu sendiri. Sedangkan bentuk 

“kontrak” akan tetap dihormati sampai masa berlakunya berakhir. Untuk 

penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) sendiri tidak diatur secara eksplisit dalam 

UU Minerba, pengaturan penyesuaian terhadap KP ditemukan pada pasal 112 

ayat(4) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. sehingga pasca berlakunya UU Minerba 

saat ini tersisa beberapa bentuk pengusahaan mineral dan batubara yaitu : 

1) PKP2B dan KK yang belum dikonversi menjadi IUP (karena belum habis 

masa berlakunya) 

2) PKP2B dan KK yang belum dikonversi menjadi IUP dan klausul-

klausulnya perjanjiannya belum disesuaikan. 

3) PKP2B dan KK yang klausul-klausul dalam perjanjiannya sudah 

menyesuaikan UU Minerba. 

4) IUP, IPR dan IUPK, yang berasal dari Konversi Kuasa Pertambangan 

5) Kuasa Pertambangan yang belum dikonversi/masih dalam tahap konversi 

untuk menjadi IUP. 

Hal-hal tersebut di atas akan menjadi pijakan penulis dalam membahas 

permasalahan penyelesaian sengketa yang akan diuraikan satu persatu oleh 

penulis pada sub bab selanjutnya. 

3.3 Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan 

Telah disebutkan pada pasal 154 UU Minerba bahwa sengketa yang 

diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase adalah pelaksanaan IUP, IPR dan 

IUPK. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan Izin-izin itu sendiri? Sampai 
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dengan tulisan ini dibuat penulis tidak menemukan contoh fomat IPR dan IUPK 

yang mengatur hak dan kewajiban pemegangnya, namun untuk Izin Usaha 

Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 

(terlampir) penulis menemukan format dari kedua izin tersebut, ditemukan bahwa 

kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pemegang izin sebagai bentuk 

pelaksanaan izin tersebut sebenarnya sama dengan pasal-pasal yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran administratif apabila tidak dilaksanakan, yang 

dicantumkan pada pasal 151 Minerba yaitu: 

1. Pasal 40 ayat (3), permohonan untuk pengusahaan bahan mineral 

lain yang berada dalam area IUP yang sama 

2. Pasal 40 ayat (5), kewajiban menjaga mineral lain yang terdapat 

dalam area IUP jika tidak berminat mengusahakannya. 

3. Pasal 41, larangan penggunaan IUP selain dari maksud 

diberikannya IUP. 

4. Pasal 43, kewajiban pelaporan penemuan bahan tergali pada tahaan 

eksplorasi dan izi sementara penjualan bahan tergali. 

5. Pasal 93 ayat (3), larangan pemindahan IUP oleh pemegang IUP 

kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat berwenang. 

6. Pasal 95, 96, 97, dan 98 penerapan good mining practice. 

7. Pasal 99, rencana reklamasi pasca tambang. 

8. Pasal 100, penyediaan dana jaminan reklamasi pasca tambang. 

9. Pasal 102, kewajiban peningkatan nilai tambah sumber daya 

mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan 

batubara. 

10. Pasal 103, kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil 

penambangan di dalam negeri. 
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11. Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4), kewajiban memiliki IUP OP unutk 

melakukan penjualan dan kewajiban untuk melapor penjualan 

bahan tergali pada pejabat berwenang 

12. Pasal 107, kewajiban mengikutsertakan pengusaha lokal. 

13. Pasal 108 ayat (1), kewajiban menyusun program pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

14. Pasal 110, kewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh 

dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada pejabat 

berwenang. 

15. Pasal 111 ayat (1), kewajiban memberikan laporan tertulis secara 

berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha 

pertambangan mineral dan batubara kepada pejabat berwenang. 

16. Pasal 112 ayat (1), kewajiban divestasi saham 

17. Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (2) , kewajiban pelaporan 

atas kesiapan melakukan kegiatan pertambangan setelah ada 

penghentian sementara. 

18. Pasal 125 ayat (3), kewajiban mengutamakan kontraktor dan 

tenaga kerja lokal. 

19. Pasal 126 ayat (1), larangan melibatkan anak perusahaan dalam 

usaha jasa pertambangan di wilayah pemegang IUP. 

20. Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2), 

kewajban pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah. 

Kewajiban sebagaimana telah disebutkan diatas sama berlaku untuk IPR dan 

IUPK juga diberlakukan pasal 70 , pasal 71 ayat (1), pasal 74 ayat (4) dan (6) , 

serta pasal 81 ayat (1). Konsekuensi dari pelanggaran kewajiban tersebut adalah 

sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian 

atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP, 
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IPR atau IUPK. Pelaksanaan izin tidak sama dengan izin itu sendiri, namun 

pencabutan sebuah izin yang dilakukan dengan penerbitan suatu surat keputusan 

pejabat tata usaha negara  merupakan bagian dari pelaksanaan izin yang dapat 

disengketakan berdasarkan pasal 154 UU Minerba. Sehingga, salah satu objek 

sengketa yang diatur pada pasal 154 ini adalah sebuah surat keputusan pejabat tata 

usaha negara yang memberikan peringatan tertulis, penghentian sementara atau 

pencabutan izin yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang izin. Selain itu 

objek sengketa juga dapat berupa izin-izin pendukung lainnya seperti Izin 

AMDAL dan pemenuhan RKL UPL, namun jika pelaksanaan ini diartikan secara 

luas maka hal ini tentunya akan termasuk kepada kontrak-kontrak yang dilakukan 

oleh pemegang IUP kepada pihak ketiga seperti perusahaah jasa pertambangan 

yag kesemuanya merupakan bagian dari pelaksanaan IUP. 

3.4 Kewajiban penyesuaian KK dan PKP2B dalam hal penyelesaian 

sengketa 

Sejak KK pertambangan diberlakukan untuk pertama kali, pemerintah 

selalu mengatakan, bila kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan maka yang berlaku adalah kontrak, dalam naskah kontrak karya 

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal yang mencakup aspek 

hukum, teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, 

perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, 

penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, soal-soal umum (antara lain: 

promosi kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan 

lain. Semua ketentuan itu diberlakukan selama jangka waktu kontrak, yang sangat 

istimewa disini ialah pemerintah dan juga beberapa penulis buku-buku 

pertambangan dengan menggunakan istilah “lex specialis” terhadap kontrak karya 

pertambangan untuk mengartikan sebuah perlakuan khusus.  

Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan 

yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya 

peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (lex generalis). Kalaupun 

akan diubah (renegoisasi), maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para 

pihak. Asumsi ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 
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KUHPerdata yang digunakan sebagai landasan hukum KK dan PKP2B sebagai 

perjanjian inominaat, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak-

pihak yang mengadakannya dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

“undang-undang” bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). Prinsip-

prinsip tersebut mengikat siapapun yang terikat dengan sebuah kontrak termasuk 

Pemerintah yang pada saat memasuki kontrak menjadi subyek hukum perdata dan 

bukan sebagai regulator (sancity of contract). 

Daya ikat perjanjian sama halnya dengan undang-undang, namun ada 

perbedaan antara keduanya yaitu :  

1. Hukum persetujuan pada umumnya hanya mengikat pihak-pihak yang 

bersangkutan saja, sedang hukum undang-undang mengikat secara umum. 

2. Hukum persetujuan mengatur hal-hal yang sudah konkrit, yang sudah 

dapat diketahui tatkala dibuatnya sedangkan hukum undang-undang 

memberi kelonggaran untuk hal-hal yang akan datang.  

3. Hukum persetujuan ditaati karena kehendak yang suka rela dari pihak-

pihak, sedangkan undang-undang mengikat dengan tiada didasarkan pada 

kehendak perseorangan
100

. 

Menurut hemat penulis, perlu kiranya di ingat dalam doktrin, hukum yang 

khusus akan mengesampingkan hukum yang umum bahwa  Lex specialis derogat 

legi generali berlaku bagi produk hukum yang mempunyai tingkatan yang sama 

misalnya Undang-Undang  dengan Undang-Undang, atau Peraturan Presiden 

dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dengan Peraturan 

Pemerintah dan produk hukum tersebut juga mengatur hal yang sama juga. 

Penulis melihat bahwa perjanjian dan Undang-Undang merupakan produk hukum 

yang berbeda baik dari bentuk, muatan,  pihak yang terikat dan pihak yang 

membuatnya, dalam pasal 1337 KUHPerdata telah dinyatakan bahwa salah satu 

suatu sebab dilarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, dimana 

“sebab yang halal” ini merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 
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dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian tidak 

dapat dikatakan setingkat dengan Undang-Undang karena ada kewajiban yang 

menurut Undang-undang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Dengan 

demikian tingkatan perjanjian berada di bawah Undang-undang hal ini 

menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian KK dan PKP2B yang lahir sebelum 

UU Minerba tidak dapat bertentangan dengan UU Minerba, termasuk dalam hal 

ketentuan penyelesaian sengketa.  

Terkait dengan hal tersebut penulis juga akan mencoba melakukan 

Interpretasi gramatikal untuk mengetahui sifat dari penyelesaian sengketa yang 

diatur dalam pasal 154, Interpretasi ini akan menafsirkan kata-kata atau istilah 

dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang 

berlaku. Pada pasal 154 UU Minerba Tidak digunakannya kata “dapat” atau 

“boleh” sebelum kalimat “diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase....” 

menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase bukan 

diperbolehkan, namun pasal ini  “mengharuskan” para pihak dalam sengketa 

untuk menyelesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sehingga 

dalam hal ini tidak terdapat pilihan bagi para pihak untuk menggunakan atau tidak 

menggunakan Pengadilan dan Arbitrase dalam masalah penyelesaian sengketa 

yang berhubungan dengan pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK. Dihubungkan dengan 

kaidah hukum yang berlaku, menurut  Sudikno Mertokusumo, ditinjau dari 

sifatnya ada dua macam kaidah hukum yaitu kaidah yang Imperatif dan Fakultatif. 

Kaidah hukum itu Imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat a priori harus 

ditaati, bersifat mengingat atau memaksa. Sedangkan kaidah hukum yang bersifat 

fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara a priori mengikat, kaidah ini 

dapat digunakan ataupun tidak digunakan namun apabila kaidah ini digunakan 

maka kaidah ini akan mengikat para pihak yang menggunakannya.
101

 Melihat 

penjelasan tersebut maka susunan kalimat ini menjadikan Pasal ini memiliki 

kaidah Imperatif dan semakin menguatkan bahwa pasal ini tidak dapat 

dikesampingkan dalam perjanjian. 
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Kaidah Imperatif pasal 154 tersebut dibuktikan dengan adanya kewajiban 

Penyesuaian terhadap KK dan PKP2B dalam Pasal 169, dengan pengecualian 

pada masalah perpajakan, penyelesaian sengketa bukan merupakan sesuatu yang 

dikecualikan dalam pasal 169 UU Minerba. Namun pasal ini juga mewajibkan KK 

dan PKP2B melakukan penyesuaian terhadap undang-undang. Obyek pengaturan 

penyelesaian sengketa pada pasal 154 UU Minerba adalah berlaku untuk 

pelaksanaan izin-izin, Lalu apa hubungannya dengan KK dan PKP2B? ternyata di 

temukan bahwa izin-izin tersebut berasal dari penerbitan izin baru sesuai dengan 

ketentuan UU Minerba dan berasal dari Kuasa Pertambangan yang di konversi 

sesuai dengan pasal 112 ayat(4) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam UU Minerba sendiri 

tidak ditemukan secara eksplisit tentang konversi KP, sebaliknya Pada Pasal 112 

ayat (2) PP no. 23 tahun 2010, PKP2B dan KK akan menjadi IUP setelah masa 

berlakunya habis jika ingin di perpanjang. Pada pasal 169 telah disebutkan bahwa 

KK dan PKP2B harus melakukan penyesuaian, hal apa sajakah yang harus 

disesuaikan? Pada pertengahan Juni 2009 Menteri ESDM mengeluarkan daftar 

perubahan KK/PKP2B yang memerlukan penyesuaian. Beberapa ketentuan dalam 

KK/PKP2B yang diidentifikasi untuk disesuaikan termasuk
102

: 

(a) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk menjual 20% saham milik 

pemegang saham asingnya setelah 5 tahun sejak saat mulainya produksi; 

(b) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk melaksanakan perencanaan, 

penambangan dan penjualan sendiri dan dibatasinya kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh sub-kontraktor pertambangan pada tahap operasi dan 

produksi; 

(c) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk menggunakan perusahaan jasa 

pertambangan lokal/nasional sebagai sub-kontraktor dan jika sub-

kontraktor tersebut merupakan afiliasi, maka harus memperoleh 

persetujuan dari Menteri ESDM;  
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(d) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk taat kepada Domestic Market 

Obligations (“DMO”) dan pembatasan lain pada produksi, penjualan, 

penentuan harga, dan/atau ekspor;  

(e) Pemegang KK/PKP2B disyaratkan untuk menyesuaikan ketentuan atas 

penundaan kegiatan sementara berdasarkan force majeure atau keadaan 

yang menghalangi;  

(f) Pemegang KK/PKP2B yang telah mencapai tahap produksi dan operasi 

dipersyaratkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang meningkatkan 

nilai komoditas (pemrosesan atau pemurnian seperti: pencucian, 

penghacuran (crushing), atau pencampuran (blending) batubara;  

(g) Pemegang KK / PKP2B disyaratkan untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran pendapatan regional, pajak regional, kontribusi regional, 

pendapatan lainnya (secara keseluruhan sejumlah tambahan 10% dari 

keuntungan bersih) dan kewajiban pembayaran Pendapatan Non-Pajak 

(royalti dan deadrent) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; dan  

(h) Ketentuan penyelesaian sengketa disesuaikan menjadi hanya 

membolehkan penyelesaian melalui pengadilan Indonesia atau arbitrase 

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pada prakteknya sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 belum terdapat satu 

pun KK/PKP2B yang telah disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 

2010.
103

Walaupun tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 169 UU No. 4 

Tahun  2009 telah terlewati, pemerintah harus tetap sabar dan tidak memaksakan 

kehendaknya kepada para kontraktor PKP2B, ketika kontraktor tetap tidak 

bersedia menerima suatu usulan perubahan tertentu pada PKP2B. Untuk 

penyelesaian sengketa sendiri, Sampai saat ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Sony Heru Prasetyo, dari Bagian hukum dan perundang-undangan 

kementerian ESDM, sampai Juli 2011 telah banyak renegosiasi yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap KK dan PKP2B dan hasilnya telah banyak yang 

menyesuaikan klausul perjanjiannya dengan UU Minerba, yang tersisa adalah KK 
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dan PKP2B generasi pertama, karena banyak yang menerapkan nail-down 

provision.  

Disini  kita melihat ada pemberlakuan surut terhadap KK dan PKP2B 

dalam hal penyelesaian sengketa yang mewajibkan KK dan PKP2B mengikuti 

ketentuan baru Penyelesaian sengketa yang diatur pada UU Minerba. Apakah 

penyelesaian sengketa pada PKP2B dan KK yang masih berlaku dilakukan 

dengan cara yang sama dengan Izin-izin pertambangan ini? sepanjang KK dan 

PKP2B tersebut telah disesuaikan maka tentunya dalam hal penyelesaian sengketa 

akan mengikuti pasal 154 UU Minerba. 

Melihat keadaan diatas perlu diingat bahwa fungsi aturan peralihan, 

Berdasarkan Point C.4 Nomor 100 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa: 

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru 

mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan 

lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.  

Berdasarkan ketentuan mengenai Ketentuan Peralihan, dapat diketahui 

bahwa ketentuan peralihan bertujuan memuat penyesuaian pada masa transisi dari 

Undang-Undang Lama menuju Undang-Undang yang baru dalam rangka 

memberikan kemudahan dan agar tidak menimbulkan masalah hukum. Dalam 

bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pengaturan masa transisi 

disebut ketentuan peralihan. Pengertian ketentuan disini adalah ketentuan 

mengenai cara, pedoman, dasar, acuan dan pijakan peralihan. Kemudian yang 

dimaksud peralihan adalah bisa berkaitan dengan kewenangan, tugas, bentuk, 

kekuatan berlaku dari sebuah lembaga dan peraturan perundangan-undangan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka ketentuan peralihan bertujuan untuk 

menjaga kekosongan hukum (rechtvacuum) dan menjamin kepastian hukum 

(legal certainty) akibat dari adanya perubahan baik kelembagaan maupun materi 

(substance) peraturan perundang-undangan. Esensi ketentuan peralihan adalah 

peraturan yang akan datang dan peraturan yang masih berlaku. Jika suatu 
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peraturan mulai berlaku, harus dinyatakan terhadap peristiwa, perbuatan dan 

hubungan hukum mana peraturan itu akan diterapkan. Apakah hanya terhadap 

peristiwa yang akan datang ataukah termasuk pula peristiwa tertentu di masa yang 

lalu dengan mempertimbangkan akibat hukumnya. Pilihan dari berbagai 

kemungkinan bergantung pada pembuat undang-undang yang lazimnya 

dicantumkan dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan dapat 

dinyatakan terhadap peristiwa yang mana dan kapan mulai berlaku.
104

 

Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya ketentuan 

peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum yaitu hukum tidak berlaku 

surut (non-retroactive). Lalu bagaimana jika perbuatan hukum itu berupa 

perjanjian atau kontrak (KK, PKP2B) dan atau izin (KP) belum berakhir masanya, 

sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan perjanjian atau kontrak dan 

izin yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh peraturan 

yang baru? Karena tadi dikatakan perbuatan hukum yang sudah ada tidak akan 

mengikuti hukum yang belum diadakan, sementara peraturan hukum yang 

menjadi dasarnya pun sudah dinyatakan tidak berlaku, maka disinilah dibutuhkan 

ketentuan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta merta atau otomatis 

mengikuti hukum yang baru diadakan/dibuat, maka perbuatan hukum dan 

hubungan hukum yang sudah terjadi tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan 

dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut. Ketentuan peralihan merupakan 

bagian dari politik hukum (rechtspolitiek) di bidang perundang undangan, karena 

dengan ketentuan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama demi 

untuk mencegah terjadinnya kekosongan hukum dan memberikan kepastian 

hukum bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru 

yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan 

lama.
105

 

Pasal 169 ayat (1) dan (2) ini bertentangan dengan fungsi aturan peralihan 

yang seharusnya menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya 
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peraturan perundang-undangan yang baru, Pasal ini justru sebaliknya malah 

menimbulkan masalah baru. Pasal 169 juga tidak mencegah kekosongan hukum 

(rechtvacuum) .Selanjutnya Pasal ini tidak  menciptakan kepastian hukum dalam 

arti memberikan perlindungan hukum kepada semua perbuatan hukum yang lahir 

berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang lama. 

“Paksaan” untuk menyesuaikan ketentuan penyelesaian sengketa sesuai 

dengan Pasal 154 UU Minerba akan memicu timbulnya sengketa antara 

pemerintah dan perusahaan kontraktor perusahaan PKP2B. Kemungkinan tersebut 

selalu ada dan hal tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan klausul 

penyelesaian sengketa di dalam PKP2B, artinya hal ini dapat membawa Indonesia 

ke forum arbitrase Internasional dimana hal tersebut adalah sesuatu yang 

“dihindari” oleh pemerintah dalam UU Minerba, sehingga kewajiban penyesuaian 

ini sendiri justru akan kontra produktif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh 

Pembuat Undang-undang. Jika kita amati, ada beberapa “kerugian” dari 

penyesuaian ini menurut pandangan investor berubahnya kontrak meskipun di 

barengi dengan insentif pengurangan pajak tetap akan menimbulkan perasaan 

insecure terhadap kegiatan bisnis mereka.  

Dengan rezim perizinan investor akan dihadapkan pada dinamika 

kebijakan pemerintah yang berubah-ubah sehingga memperlebar fluktuasi resiko 

bisnis yang butuh kepastian. Dengan tetap bertahannya investor untuk tidak 

melakukan konversi maka penyelesaian sengketa Pertambangan antara pemerintah 

dan investor bagi asing maupun dalam negeri yang terikat dengan PKP2B dan KK 

akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur pada perjanjian tersebut. 

3.5 Pengaturan penyelesaian sengketa yang kontradiktif 

Untuk membahas hal ini penulis akan menggunakan Interpretasi sistematis 

dimana metode interpretasi ini menafsirkan peraturan perundang-undangan 

dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau 

dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau 

sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang 

berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan 
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bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari 

peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, 

tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang 

lainnya.  

Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar 

dari sistem perundang-undangan suatu Negara terhadap peraturan perundang-

undangan lainnya.UU Minerba tidak membedakan penanam modal dalam negeri 

dan asing dalam pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa badan usaha adalah setiap 

badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam pasal 38 disebutkan bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, 

koperasi dan perseorangan sedangkan pasal 5 UU Penanaman Modal disebutkan 

bahwa penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum, tidak 

berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan untuk kegiatan penanaman modal asing di Indonesia harus 

berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan 

didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan itu dapat dilihat bahwa kegiatan PMA 

dibidang Minerba harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia dan untuk ketentuan penyelesaian sengketa memang tidak dibedakan 

untuk apakah pemegang IUP dan IUPK adalah perusahaan dalam rangka 

Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri. maka yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana penyelesaian sengketa pertambangan terhadap 

pemodal asing.  

Undang-Undang Minerba bukan lex spesialis dari UU Penanaman Modal 

atau UU Arbitrase, karena jelas sekali dalam bagian “Menimbang” ataupun 

“Mengingat” UU Minerba tidak tertulis adanya UU Penanaman Modal dan UU 

Arbitrase, menurut Maria Indrati Soeprapto, bagian “Menimbang” dan 
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“Mengingat” menunjukkan rujukan dari ketentuan suatu undang-undang,
106

 pada 

UU Minerba hanya mencantumkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) 

dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai dasar hukum dan tidak menyebut sama sekali UU Penanaman Modal dan 

juga UU Arbitrase. Dengan demikian sebenarnya  UU Penanaman Modal, UU 

Arbitrase dan UU Minerba adalah mengatur hal yang berbeda. Pemberlakuan asas 

lex specialis pada beberapa pasal ketentuan perundang-undangan biasanya 

memiliki ciri yang dapat kita lihat misalnya dalam beberapa pasal pada Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang secara tegas 

dinyatakan bahwa bagi Perseroan Terbuka tunduk pada undang-undang ini dengan 

menggunakan kalimat-kalimat “sepanjang ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain” atau “sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” atau “berlaku juga 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal” sedangkan 

penyelesaian sengketa dalam pasal 154 UU Minerba pada bagian ujung kalimat 

terdapat kata-kata “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

tafsiran kata-kata ini sebenarnya menghapuskan keinginan untuk memberlakukan 

lex specialis  terhadap pengaturan penyelesaian sengketa, Pasal 154 dan Pasal 155 

UU Minerba, tidak secara eksplisit mencantumkan peraturan perundang-undangan 

apa saja yang berlaku/yang dimaksud, karena apabila kita mengacu kepada 

ketentuan UU Penanaman Modal pada bagian tentang penyelesaian sengketa pasti 

ketentuannya sangat berbeda, terutama ketentuan penyelesaian sengketa antara 

Pemerintah dengan penanam modal asing. Terkait dengan Penyelesaian sengketa, 

UU Penanaman Modal telah mengatur ketentuan tersebut, berdasarkan pasal 32, 

yaitu: 

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah 

dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan 

sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui 
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arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan 

penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa 

tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian 

sengketa tersebut akan dilakukan di Pengadilan.  

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah 

dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa 

tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para 

pihak. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 32 UU Penanaman Modal, dapat diketahui 

bahwa penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal ini adalah penyelesaian 

sengketa antara Pemerintah dan investor, dari ketentuan Pasal 32 ayat 4 ini, 

apabila kita mengamati ketentuan pasal ini maka bermakna bahwa arbitrase 

internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan oleh 

Pemerintah dan penanam modal asing berdasarkan kesepakatan para pihak, 

namun arbitrase internasional mana yang akan digunakan sangat tergantung dari 

kesepakatan para pihak tersebut. 

Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal 154, maka menurut 

pandangan penulis, pasal 154 UU Minerba juga harus menyesuaikan dengan Pasal 

32 UU Penanaman Modal. Hal ini akan menimbulkan pertentangan dalam hal 

penyelesaian sengketa pertambangan dimana pihaknya adalah investor asing. 

Apakah akan menggunakan Arbitrase dan Pengadilan dalam Negeri atau 

berarbitrase Internasional? Ini akan menimbulkan kebingungan apabila ada 

diantara peraturan perundang-undangan seperti ini yang saling kontradiktif dalam 

pengaturan penyelesaian sengketa. 

3.6 Arbitrase menjadi sebuah kewajiban 

Permasalahan selanjutnya yang akan dianalisa berdasarkan interpretasi 

gramatikal adalah penggunaan kata “dan”. dalam bahasa perundang-undangan 

kata konjungsi “dan” dan konjungsi “atau”, menurut kaidah adalah “dan” bersifat 
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kumulatif dan “atau” adalah sebagai alternatif.
107

 Dalam kamus besar bahasa 

indonesia kata “dan” diartikan : 

1. penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yg setara, yg 

termasuk tipe yg sama serta memiliki fungsi yg tidak berbeda 

2. kelas atau tingkatan 

dengan demikian adanya kata “dan” sebagai konjungsi berarti bahwa 

kedua-duanya harus terpenuhi. Arbitrase adalah salah satu bentuk  alternatif 

penyelesaian sengketa untuk para pihak bukan merupakan sebuah kewajiban.
108

, 

dan pada dasarnya penyelesaian sengketa antara arbitrase dan pengadilan adalah 

saling meniadakan pada saat pemeriksaan perkara, artinya pengadilan tidak 

berwenang mengadili
109

 ketika ada kesepakatan untuk berarbitrase dari pada pihak 

baik saat kontrak berlangsung dengan memasukan klausul penyelesaian 

arbitrase
110

, atau pada saat setelah terjadi sengketa
111

, mengingat bahwa pasal 154 

ini memiliki sifat Imperatif, maka dengan penggunaan kata “dan” di sini telah 

menjadikan sebuah kewajiban bagi subyek yang bersengketa untuk berarbitrase. 

3.7 Arbitrase terhadap sengketa pelaksanaan perizinan 

Untuk membahas hal ini penulis kembali akan menggunakan Interpretasi 

sistematis. Pada pembahasan diatas sudah dibuktikan bahwa UU Minerba bukan 

Lex specialis terhadap UU Penanaman Modal dan tidak membedakan penanam 

modal asing dan dalam negeri. Konsekuensi dari keadaan ini adalah pasal 32 UU 

Penanaman Modal juga berlaku bagi Penanam Modal asing di sektor 

pertambangan. Dalam penyelesaian sengketa perizinan melalui arbitrase 

sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Penanaman modal dan Pasal 154 UU 

Minerba maka untuk membahas hal ini penulis akan menggunakan dua contoh 
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forum Arbitrase dari dalam dan luar negeri untuk mendapatkan data yang 

berhubungan dengan sengketa perizinan dibidang pertambangan yang dapat di 

arbitrasekan, untuk  arbitrase luar negeri penulis mengambil ICSID sebagai 

contoh dan dari dalam negeri adalah BANI. 

Menurut Hikmahanto Juwana
112

, ICSID kerap dipersepsikan secara salah 

oleh banyak pihak, termasuk mereka yang berlatar belakang hukum, seolah 

lembaga ini merupakan lembaga arbitrase pada umumnya seperti Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia, American Arbitration Association atau Singapore 

International Arbitration Center. Padahal ICSID tidak menyelesaikan sengketa 

antar subyek hukum perdata. ICSID menyelesaikan sengketa antar pemerintah 

sebagai subyek publik dan para investor sebagai subyek hukum perdata. 

Kedudukan pemerintah sebagai subyek hukum publik karena pemerintah yang 

mengeluarkan berbagai izin terkait dengan investasi.  

Pemerintah Indonesia sudah lebih dari sekali merasakan berproses di 

ICSID. kasus Indonesia di ICSID diantaranya terkait divestasi PT Kaltim Prima 

Coal (KPC). Uniknya, dalam kasus ini (ICSID Case No. ARB/07/3), saling 

berhadapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, 

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1248/40/DJB/2006 

tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Arbritrase ICSID yang isinya menyatakan bahwa 

Pemerintah RI tidak pernah memberikan kuasa atau wewenang dalam bentuk 

apapun kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mewakili Pemerintah RI dalam 

PKP2B KPC mengajukan gugatan kepada ICSID sehingga tidak ada dasar hukum 

Pemerintah Provinsi Kaltim yang berkaitan dengan divestasi saham KPC.  

Kasus lainnya adalah kasus yang diajukan oleh CEMEX Asia Holding 

Ltd (ICSID Case No. ARB/04/3). Kasus yang didaftarkan pada 27 Januari 2004 

ini ditangani oleh panel tribunal yang dipimpin oleh L. Yves Fortier, asal Kanada. 

Setelah berproses selama tiga tahun, kedua belah pihak akhirnya mencapai 

kesepakatan pada 23 Februari 2007. Selain itu Pemerintah Indonesia juga pernah 

digugat oleh Amco Asia Corporation (ICSID Case No. ARB/81/1), sebuah 
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perusahaan konstruksi dan bisnis hotel. Didaftarkan pada 27 Februari 1981, kasus 

ini ditangani oleh panel tribunal yang diketuai oleh Berthold Goldman, asal 

Perancis Pada akhirnya, pada putusan terakhir Dewan arbitrase ICSID pada 

Agustus 1990 memutuskan bahwa Pemerintah RI harus membayar ganti rugi US$ 

2.677.126,20 (dua juta enam ratus tujuhpuluh tujuh ribu seratus dua puluh enam 

dan 20 sen Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% sejak tanggal putusan 

sampai dengan tanggal pembayaran yang efektif. Yang dapat dipetik dari kasus ini 

adalah ternyata ICSID dapat menangani sengketa yang berhubungan dengan 

dicabutnya suatu  izin dari pejabat negara terhadap investor dan memberikan 

award berupa ganti kerugian terhadap pencabutan tersebut. 

Berbeda dengan kasus Cemex, kasus Amco berjalan cukup alot. Setelah 

diputus pada 20 November 1984, para pihak kemudian mengajukan pembatalan 

pada 18 Maret 1985. Setelah itu, perkara diajukan kembali 24 Juni 1987 dengan 

panel tribunal yang berbeda.  Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus  diatas, 

dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa Penanaman modal asing dibidang 

Mineral dan Batubara sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Minerba, mengacu kepada perjanjian (baik kontrak 

karya maupun PKP2B) yang dibuat antara pemerintah RI dengan investor asing 

(PMA). Pilihan penyelesaian sengketa antara Pemerintah RI dengan Investor 

asing dalam kerangka kontrak karya yang memilih arbitrase Internasional sebagai 

pilihan penyelesaian sengketa memang sejalan dengan ketentuan penyelesaian 

sengketa Pasal 32 UU Penanaman Modal. untuk Kasus Amco sendiri, adalah 

kasus yang obyek sengketanya adalah pencabutan izin yang menimbulkan 

kerugian.  

Menyadari bahwa berdasarkan prinsip hak Negara berdaulat dan doktrin 

imunitas kedaulatan
113

, tuntutan investor asing akan kandas jika diajukan melalui 

forum pengadilan biasa dari Negara-negara yang bersangkutan, maka pihak 

swasta asing yang hendak melakukan investasi jangka panjang di Negara-negara 

berkembang seperti Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (Foreign 
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Direct Investment) umumnya menempuh jalur penyelesaian sengketa yang lain, 

yaitu melalui arbitrase internasional, dalam sistem peradilan Indonesia sengketa 

perizinan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pencabutan 

sebuah izin dengan kompensasi ganti kerugian melalui Peratun bukanlah hal yang 

menarik bagi pengusaha pertambangan, hal ini karena dalam Peratun sudah ada 

batasan jumlah maksimal ganti kerugian akibat sebuah Keputusan dari pejabat 

TUN, dengan dibukanya penyelesaian melalui arbitrase terhadap sengketa 

pelaksanaan izin pada pasal 154 UU Minerba dan adanya jaminan untuk dapat 

melakukan arbitrase internasional dengan dasar UU Penanaman Modal serta 

melihat dua kasus di atas, tentu hal ini akan menjadi sebuah pilihan menarik bagi 

Investor untuk berarbitrase internasional terutama melalui ICSID, lalu apakah hal 

tersebut memang bisa dilaksanakan? 

Di bawah ini akan di paparkan sejumlah kasus-kasus yang berhubungan 

dengan sengketa pelaksanaan izin pertambangan melalui ICSID. 

Beberapa sengketa yang telah dan sedang di tangani ICSID terkait dengan bidang 

pertambangan diantaranya: 

1. Misima Mines Pty. Ltd. v. Independent State of Papua New 

Guinea (ICSID Case No. ARB/96/2),  

Subject: Matter Mining concession agreement  

Date Registered : April 29, 1996 

Date of Constitution : December 24, 1996 

Composition of Tribunal   

    Sole Arbitrator: Gavan GRIFFITH (Australian) 

 Outcome of Proceeding   

  The Tribunal issues an order taking note of the 

discontinuance of the proceeding on May 14, 2001 pursuant to 

Arbitration Rule 44. 

 

2. Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et 

du Maniema S.A.R.L.(SAKIMA) v. Democratic Republic of the 

Congo (ICSID Case No. ARB/98/7)   

Subject Matter : Gold mining concessions   

Date Registered : October 28, 1998   

Date of Constitution of Tribunal   

 Constituted: March 15, 1999 

Composition of Tribunal   

 President: Prosper WEIL (French) 
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 Arbitrators: Alioune DIAGNE (Senegalese) 

            Carveth Harcourt GEACH (South African) 

Outcome of Proceeding   

  Award rendered on September 1, 2000; attached to the award 

is a Dissenting Opinion by one of the arbitrators.   

DECISION : “...Arbitral Tribunal hereby decides by a majority of 

the votes that it does not have jurisdiction to render a decision on the 

request…” 

 

Pada sengketa antara Misima Mines Pty. Ltd. v. Independent State of 

Papua New Guinea (ICSID Case No. ARB/96/2), sengketa ini dihentikan karena 

para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan penyelesaian melalui ICSID sesuai 

dengan Article 44 ICSID Convention, pada sengketa antara Banro American 

Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. v. 

Democratic Republic of the Congo (ICSID Case No. ARB/98/7), proses arbitrase 

ini dihentikan karena ICSID memutuskan tidak berwenang untuk menangani 

sengketa, dengan alasan bahwa Banro American Resources adalah anak 

perusahaan dari Banro Resources Kanada, dimana Kanada adalah negara bukan 

merupakan pihak dalam konvensi ICSID. Disisi lain Banro American Resources 

adalah pemilik saham dari SAKIMA, dimana Amerika Serikat telah 

menandatangani Konvensi ICSID tanggal 27 Agustus 1965, meratifikasinya pada 

tanggal 10 Juni 1966 dan menjadi pihak dalam Konvensi ICSID sejak 14 Oktober 

1966, namun yang menjadi permasalahan sampai proses ini dihentikan adalah 

karena para pihak yang menandatangani perjanjian konsesi adalah hanya antara 

Pemerintah Congo dan Banro Resources yang dianggap sebagai induk 

perusahaan. 

Beberapa kasus lainnya sebagian besar dihentikan prosesnya berdasarkan 

Rule 44, ICSID Arbitration Rule
114

 . Sengketa terbaru yang sedang ditangani 

ICSID saat ini adalah: antara Pemohon PAC RIM CAYMAN LLC (claimants) vs 

                                                           
114

 Rule 44, ICSID : “Discontinuance at Request of a Party If a party requests the 

discontinuance of the proceeding, the Tribunal, or the Secretary-General if the Tribunal has not 

yet been constituted, shall in an order fix a time limit within which the other party may state 

whether it opposes the discontinuance. If no objection is made in writing within the time limit, the 

other party shall be deemed to have acquiesced in the discontinuance and the Tribunal, or if 

appropriate the Secretary-General, shall in an order take note of the discontinuance of the 

proceeding. If objection is made, the proceeding shall continue”. 
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Termohon THE REPUBLIC OF EL SALVADOR (Respondent), (ICSID CASE 

NO. ARB/09/12), didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2009 dengan Arbitor yang 

menangani sengketa ini adalah Professor Dr Guido Santiago Tawil, Professor 

Brigitte Stern; dan V.V.Veeder Esq (President) Proses ini diselesaikan dengan 

hukum yang mengatur adalah The Dominican Republic-Central America-United 

States Free Trade Agreement (“CAFTA”) dan The Investment Law Of El 

Salvador dimana Pemohon  dalam hal ini PAC RIM CAYMAN LLC 

(claimants)
115

 mendalilkan bahwa:  

As asserted by the Claimant (but denied by the Respondent), the claims 

pleaded by the Claimant and the Enterprises allege (i) the Respondent‟s 

arbitrary and discriminatory conduct, lack of transparency, unfair and 

inequitable treatment in failing to act upon the Enterprises‟ applications 

for a mining exploitation concession and environmental permits following 

the Claimant‟s discovery of valuable deposits of gold and silver under 

exploration licenses granted by MINEC for the Respondent; (ii) the 

Respondent‟s failure to protect the Claimant‟s investments in accordance 

with the provisions of its own law and (iii) the Respondent‟s unlawful 

expropriation of the investments of the Claimant and the Enterprises in El 

Salvador. 

Pemohon mempermasalahkan perlakukan diskriminasi dan ketidakadilan 

dari Termohon terhadap anak-anak perusahaan Pemohon (the Enterprises) dalam 

melakukan aplikasi izin eksploitasi pertambangan dimana anak perusahaan 

Pemohon telah menemukan cadangan emas dan perak yang ditemukan saat 

Pengugat melakukan eksplorasi berdasarkan izin eksplorasi yang dimilikinya, 

selain itu Pemohon beserta anak-anak perusahaan Pemohon juga 

mempermasalahkan pengambilalihan investasi dari Pemohon beserta anak-anak 

perusahaannya.  

Sengketa tersebut masih berjalan sampai saat ini, sampai dengan tulisan 

ini dibuat agenda paling akhir adalah  the Tribunal holds a hearing on the 

Respondent's preliminary objections in Washington, D.C. on May 2-4, 

2011(mendengarkan keterangan Termohon).  

                                                           
115

 ICSID, Pac Rim Cayman Llc Vs The Republic Of El Salvador (ICSID CASE NO. 

ARB/09/12). 
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Kasus selanjutnya yang paling mendekati dengan sengketa Perizinan 

adalah Commerce Group Corp And San Sebastian Gold Mines, Inc. 

(Claimants)/Pemohon Vs. The Republic Of El Salvador (Respondent)/ 

Termohon
116

, kasus ini bermula saat Pemohon mulai menambang logam berharga 

di El Savador tahun 1968, antara tahun1987 sampai awal 2006. Pemohon 

melakukan ekspansi atas pertambangan dan kegiatan yang berhubungan lainnya, 

dimana hal tersebut diatur oleh pemerintah El Savador dalam izin eksplorasi dan 

izin lingkungan, namun pada sekitar Bulan September/Oktober 2006, Termohon 

melakukan pencabutan izin lingkungan Pemohon dan tidak memperbarui izin 

eksplorasi pertambangan.  

Pemohon menganggap tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran dari 

kewajiban Termohon atas  dalam Central American-Dominican Republic Free 

Trade Agreement (CAFTA), yang di ratifikasi oleh El Savador tanggal 17 

Desember 2004, dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2006, disisi lain Amerika 

Serikat (Negara asal Pemohon) juga telah meratifikasi 27 Juli 2005 dan berlaku 

efektif juga pada tanggal 1 Maret 2006, Pengajuan sengketa ini berdasarkan 

Article 15(a) of the Investment Law (yang diterjemahkan tribunal ICSID ke bahasa 

inggris berbunyi sebagai berikut): 

In case of disputes arising between domestic or foreign investors and the 

State, regarding their investments made in El Salvador, the parties may 

resort to [El Salvador‟s] Courts of Justice as the competent authority 

under the legal procedures. 

In case of disputes arising between foreign investors and the State, 

regarding their investments made in El Salvador, the investors may submit 

the controversy to: 

a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes 

(ICSID), in order to settle the dispute by conciliation and 

arbitration, in accordance with the Convention on the Settlement 

of Investment Disputes between States and Nationals of Other 

States (the ICSID Convention). 
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 ICSID, Commerce Group Corp And San Sebastian Gold Mines, Inc. Vs. The Republic 

Of El Salvador (ICSID CASE NO. ARB/09/17). 
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Di sini dinyatakan jelas bahwa dalam hal terjadi sengketa antara investor 

asing dan Negara (El Savador) Para Pihak berhak untuk mengajukan sengketa ke 

ICSID, sesuai dengan ICSID Convention. Kemudian pada kasus ini atas dasar 

permintaan pemohon, pemohon juga memasukan (waiver of 

rights/pengesampingan), sebagaimana diatur dalam Article 10.18.2(b)(ii) of 

CAFTA
117

.  

Namun pihak Termohon menyatakan tidak menyetujui waiver tersebut, 

waiver ini pada intinya adalah mengesampingkan hak para pihak untuk 

menempuh penyelesaian melalui Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha 

Negara), Negara Tuan Rumah (El Savador) berdasarkan kesepakatan bersama 

para pihak, Pada Tanggal 29 Juli 2009 Sekretaris Jendral ICSID meminta kepada 

Termohon untuk mengajukan tambahan informasi untuk menentukan bahwa  

permohonan kasus ini adalah “manifestly outside the jurisdiction of the Centre” 

(secara nyata bukan merupakan jurisdiksi ICSID) sesuai dengan Article 36(3) dari 

ICSID Convention (the “Clarification”).  

Kemudian Termohon mengajukan surat yang menyatakan bahwa pada 

kasus ini secara formil pemohon tidak dapat memenuhi dalilnya yang 

mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Administrative Court, karena 

saat pengajuan sengketa di ICSID sengketa sedang berlangsung proses sengketa 

pada Pengadilan Tata Usaha di El Savador, atas nama Pemohon.  

Kemudian secara materiil telah terjadi overlapping penyelesaian sengketa, 

saat Pemohon mengajukan kasus ini Pemohon dalam masa tunggu Putusan Akhir 

dari Pengadilan Tata Usaha El Savador, dan Materi dari Kedua sengketa adalah 
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 Article 10.18.2 of CAFTA provides:  

No claim may be submitted to arbitration under this section unless:  

 (a) the claimant consents in writing to arbitration in accordance with the procedures set 

out in this Agreement; and  

 (b) the notice of arbitration is accompanied,  

 (i) for claims submitted to arbitration under Article 10.16.1(a), by the claimant‟s written 

waiver, and  

 (ii) for claims submitted to arbitration under Article 10.16.1(b), by the claimant‟s and the 

enterprise‟s written waivers of any right to initiate or continue before any administrative tribunal 

or court under the law of any Party, or other dispute settlement procedures, any proceeding with 

respect to any measure alleged to constitute a breach referred to in Article 10.16.  
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sama dan Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita akibat 

dicabutnya izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah El Savador, Pemohon 

melakukan klaim atas pelanggaran pasal-pasal dalam CAFTA dan Intvestment 

Law of El Savador, dengan dicabutnya izin-izin tersebut tapi tidak dapat 

menentukan “cause of action” dari pencabutan tersebut. 

Akhirnya Tribunal/Majelis Arbitrase ICSID memberikan Putusan berupa : 

DECISIONS 

 FOR THE FOREGOING REASONS, the Tribunal renders the following 

decisions:  

 

1) DETERMINES that the dispute is not within its jurisdiction and competence 

pursuant to CAFTA;  

2) ORDERS each side to bear one-half of the costs of arbitration, and each 

Party to bear its own legal fees and expenses; and  

3) DISMISSES all other claims or requests for relief.  

Pada kasus ini jika kita pelajari secara lengkap dapat kita ambil kesimpulan yaitu : 

1. Bahwa para pihak yang akan membawa sengketa untuk diselesaikan di 

ICSID menyatakan secara tegas, bahwa penyelesaian sengketa tersebut 

memang disepakati untuk diselesaikan melalui ICSID, baik diatur melalui 

produk hukum negara yang bersengketa atau kesepakatan para pihak. 

2. Bahwa sebenarnya sengketa antara Pemohon dan Termohon yang 

mempermasalahkan dicabutnya Izin-izin Pemohon oleh Termohon dapat 

diselesaikan melalui ICSID sepanjang tidak bertentangan dengan 

perjanjian Multilateral atau Bilateral Negara/asal negara Pemohon yang 

terlibat dalam sengketa (yang dalam hal ini adalah CAFTA). 

3. Selain itu Arbitrase ICSID pada kasus ini tidak dapat dilaksanakan karena 

terbukti bahwa Pemohon sedang dalam Proses sengketa pada Pengadilan 

Tata Usaha Negara di El Savador, dan tidak menghentikan proses itu 

sesuai dengan waiver yang diatur pada Perjanjian Multilateral (dalam hal 

ini adalah CAFTA). 
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4. Selain hal tersebut Pemohon harus dapat membuktikan “cause of action” 

dari tindakan pencabutan izin-izin oleh Pemerintah yang benar-benar telah 

secara nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon. 

Prinsip penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan izin yang diterbitkan 

oleh pemerintah adalah sejalan dengan Article 25(1) ICSID Convention: 

(1) The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising 

directly out of an investment, between a Contracting State (or any 

constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the 

Centre by that State) and a national of another Contracting State, which 

the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre.When 

the parties have given their consent, no party may withdraw its consent 

unilaterally. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka ICSID dapat menangani segala bentuk 

sengketa dan dengan pengalaman Indonesia pada  kasus Amco Vs. Republik 

Indonesia yang telah diuraikan pada Bab II, maka Penyelesaian sengketa yang 

berupa izin yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sepanjang hal tersebut 

merupakan sengketa yang timbul dari sebuah kegiatan penanaman modal, 

sebenarnya dapat diselesaikan melalui ICSID sepanjang disepakati oleh para 

pihak yang bersengketa.  

Selanjutnya pada Article 26 ICSID: 

“Consent of the parties to arbitration under this Convention shall, unless 

otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exclusion of 

any other remedy. A Contracting State may require the exhaustion of local 

administrative or judicial remedies as a condition of its consent to 

arbitration under this Convention”. 

Jika penulis mencermati Article 26 tersebut, maka berarti Negara yang 

menjadi tuan rumah investasi (host state) dapat memberikan aturan tambahan 

digunakan sebagai prasyarat agar sengketa dapat dilangsungkan di ICSID, 

sebagaimana tercantum dalam Article ini host state dapat mengharuskan investor 

untuk menempuh seluruh proses yudisial dan administratif sebelum dapat 

mengajukan sengketa ke ICSID.  

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



101 

 

Universitas Indonesia 

 

Dengan adanya persyaratan ini, menimbulkan pertanyaan apakah 

pemerintah sudah merasa terikat atau telah menyetujui untuk dibawa ke depan 

arbitrase sesuai dengan ratifikasi dari UU Nomor 5 Tahun 1968? Jawabannya 

adalah keikutsertaan pemerintah adalah sukarela berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak, keterikatan Indonesia pada Konvensi ICSID tidak secara otomatis 

penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat langsung diselesaikan 

melalui ICSID.Dalam praktiknya, hal itu dilakukan dengan persetujuan secara 

tertulis, dan persetujuan itu bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. 

Artinya disini untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang berhubungan dengan 

perizinan sangat tergantung dari kemauan pemerintah untuk mau menyelesaikan 

sengketa melalui forum ICSID.  

Jika karena desakan investor dan negara tempat investor berasal 

pemerintah akhirnya “terpaksa” menyetujui untuk melakukan arbitrase 

internasional, maka terhadap penyelesaian sengketa perizinan melalui arbitrase 

Internasional, Pasal V Konvensi New York 1958 telah menetapkan syarat-syarat 

bagi tidak dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase luar negeri di negara 

penandatangan konvensi. Dalam Pasal tersebut dipaparkan bahwa pengakuan dan 

pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak berdasarkan permohonan pihak 

yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut.  

Penolakan ini dapat terjadi apabila pihak yang meminta penolakan tersebut 

dapat membuktikan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V kepada pejabat yang 

berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut 

diminta, yaitu: 

1. Para pihak yang tidak berwenang untuk membuat perjanjian arbitrase. 

2. Pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atau sedang 

berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan. 

3. Arbiter telah melampaui batas wewenangnya. 

4. Jumlah arbitrase atau prosedur arbitrase yang tidak sesuai dengan apa 

yang telah diperjanjikan. 

5. Putusan arbitrase belum mengikat. 
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Selanjutnya Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 juga menentukan, 

bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak 

apabila badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan 

putusan arbitrase dimohon menemukan
118

: 

1. Pokok persengketaan yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase 

berdasarkan hukum negara itu. 

2. Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan 

kepentingan umum hukum negara itu. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dengan mudah akan memilih 

untuk tidak berarbitrase internasional (jika ada pilihan), sekalipun ada Pasal 32 

UU Penanaman modal yang memberikan kesempatan bagi investor, terutama 

asing untuk berarbitrase Internasional sepanjang hal di persengketakan merupakan 

Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 154. Sekalipun pemerintah sepakat 

untuk menyelesaikannya, permasalahan baru akan timbul yaitu putusan tersebut 

tidak akan dapat dilaksanakan.  

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika sengketa perizinan tersebut 

diselesaikan melalui Arbitrase dalam negeri sesuai dengan pasal 154 UU 

Minerba?  Apakah BANI memiliki kompetensi untuk menangani sengketa 

tersebut?  

Menurut Priyatna Abdurrasyid menyatakan keberlakuan doktrin 

Internasionalism terhadap setiap perjanjian arbitrase (standard baku), merupakan 

elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian arbitrase yang 

merupakan hasil suatu perkembangan hukum arbitrase sejak lama yang muncul 

dalam praktek, kebiasaan yang dikembangkan oleh ICC, ICSID, SIAC, BANI dan 

                                                           
118

 Article V (2) New York Convention,. Recognition and enforcement of an arbitral 

award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and 

enforcement is sought finds that: 

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the 

law of that country; or 

(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of 

that country. 
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lain-lain. Melalui doktrin tampak bahwa di manapun kita berada, ketentuan-

ketentuan/kebiasaan hukum arbitrase itu banyak persamaannya. Landasan-

landasan persamaan ini ditetapkan di dalam Pasal 38.1 Statute of the International 

of Justice, yakni: 

1. The Court, whose function is to decide in accordance with 

international law such disputes as are submitted to it, shall apply: 

a) international conventions, whether general or particular, 

establishing rules expressly recognized by the contesting 

states; 

b) international custom, as evidence of a general practice 

accepted as law; 

c) the general principles of law recognized by civilized nations; 

d) subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and 

the teachings of the most highly qualified publicists of the 

various nations, as subsidiary means for the determination of 

rules of law. 

Setiap bentuk sengketa, apakah perdata maupun  publik (kecuali dilarang 

undang-undang) dapat diarbitrasekan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 

Piagam PBB yang berbunyi: 

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to 

endanger the maintenance of international peace and security, shall, 

first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, 

conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional 

agencies or arrangements, or other peaceful means of their own 

choice. 

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the 

parties to settle their dispute by such means. 

 

Melihat piagam PBB tersebut, arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa lainnya sangat disarankan sebelum menempuh litigasi melalui 

pengadilan. selanjutnya adalah apakah sengketa perizinan dapat diselesaikan 

melalui arbitrase nasional?  

Mengenai hal ini, penulis telah mengirimkan surat kepada BANI dengan 

nomor 049/APCO/BP/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal permohonan 

klarifikasi beserta konsekuensi dari pasal 154 Undang-Undang nomor 4 tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara melalui kantor hukum 
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Adisuryo Prasetio & Co dan Jawaban BANI atas pertanyaan tersebut disampaikan 

BANI melalui surat nomor 11.821/VI/BANI/HU tanggal 6 Juli 2011(terlampir), 

yang pada intinya adalah, BANI menganggap ketentuan dari pasal 154 UU 

Minerba bersifat Imperatif, namun melihat pasal 154 sebagai pilihan untuk 

menyelesaiakan sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, untuk menyelesaiakan 

melalui BANI diperlukan persetujuan para pihak dengan memasukan klausula 

arbitrase dalam perjanjian. Kemudian BANI memperluas batasan penyelesaian 

sengketa yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dengan mengartikan 

perdagangan sebagai kegiatan bisnis, termasuk sengketa pertambangan terkait 

dengan perizinan antara pemerintah RI dan investor. Selanjutnya pandangan 

BANI adalah bahwa hadirnya ketentuan pasal 154 UU Minerba menutup 

kemungkinan untuk berarbitrase melalui lembaga arbitrase di luar negeri. Tetapi 

pasal 154 tersebut tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa mengenai hal-hal 

yang tidak di dasarkan pada IUP, IPR dan IUPK seperti sengketa mengenai 

pelaksanaan KK dan PKP2B. BANI juga dapat memberikan putusan ganti 

kerugian terhadap sengketa pertambangan terkait perizinan. 

Atas jawaban ini menurut menurut penulis hal ini akan menimbulkan 

multitafsir, ketentuan perundang-undangan Indonesia telah membatasi definisi 

dari Arbitrase itu sendiri pada pasal 1 angka 1 UU Arbitrase:  

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Dengan batasan ini maka arbitrase sebenarnya hanya menyelesaikan 

sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu bahwa sengketa 

izin tersebut tidak termasuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase bahwa 

sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa dalam bidang perdagangan dan 

sengketa yang dikuasai oleh para pihak. Untuk perdagangan sendiri tidak dapat 

diartikan hal tersebut termasuk perizinan karena berada dalam ranah yang 

berbeda, izin bukan merupakan obyek perdagangan, dan bukan sesuatu yang 

bersifat komersial, penentuan untuk diperolehnya sebuah izin adalah dipenuhinya 
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syarat-syarat yang telah ditentukan untuk memperolehnya. Kemudian mengenai 

sengketa yang dikuasai oleh para pihak, berbeda pada perjanjian dalam bentuk 

konsesi ketika pemerintah masih menerapkan ketentuan UU Minerba Lama, 

kesepakatan antara pemerintah dengan pihak lain dalam perjanjian senantiasa 

merupakan hukum privat.  

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua diadakan atas 

persesuaian dua kehendak (wilsovereenstemming) antara dua pihak.
119

 Sedangkan 

dalam perizinan sifatnya sepihak, karena dilakukannya tindakan hukum tata usaha 

negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya akan kembali kepada 

kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara.
120

 Dengan kata lain 

sebagaimana disebut oleh W.F Prins,
121

 pernyataan kehendak pemerintah 

dijadikan titik berat dalam pelaksanaannya, sedangkan kegiatan pihak yang 

melahirkan awal usahanya, sekalipun kemudian bahwa pihak yang bersangkutan 

harus menyetujui penawaran yang diajukan oleh pemerintah. Dalam izin 

pengusahaan pertambangan tidak dapat dikatakan pihak yang bersangkutan 

berkesempatan untuk terlebih dahulu menyatakan persetujuannya. Sebab izin 

tersebut terjadinya justru karena adanya keputusan pemerintah yang sifatnya 

sepihak, individual dan konkrit. Sehingga menurut pandangan penulis kuasa pada 

perizinan berada pada satu pihak dalam hal ini pemerintah dan bukan para pihak 

(yang diartikan jamak). 

Sengketa izin juga bukanlah sengketa yang dapat diadakan perdamaian 

dalam lingkup perdata. Dalam hal perdamaian perdata sendiri telah diatur dalam 

pasal 1851 s/d 1854 KUHPerdata.Dalam Pasal 1853 ditentukan bahwa: 

Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang 

timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian 

sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan 

atau pelanggaran yang bersangkutan.  

                                                           
119

 E. Utrecht, Ibid., Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia.hal. 91-92 

120
 Indroharto, Usaha Memahami…,hal. 147-148. 
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Dengan rumusan ini maka perdamaian yang dimaksud dalam UU 

Arbitrase adalah perdamaian yang dibatasi pada kepentingan keperdataan. Pasal 

ini tidak menyebut secara eksplisit “Publik” atau “Tata Usaha Negara”, dilihat 

dari kalimatnya maka unsur perdata dalam sebuah kejahatan dan pelanggaran 

yang bersifat pidana adalah ganti kerugian terhadap perbuatan tersebut, namun 

perdamaian disini tidak menghilangkan proses pidana, bila pihak kejaksaan 

menghendaki.  

Sehingga menurut pandangan penulis perdamaian disini tidak 

dimaksudkan untuk perdamaian dalam keputusan pejabat tata usaha negara. Jika 

keputusan tata usaha negara dapat di masukan kedalam ranah arbitrase maka hal 

ini akan mencampuri  kegiatan urusan penyelenggaraan negara oleh swasta. 

Bukan tidak mungkin setiap ada penolakan atau pencabutan izin atau tidak 

diberikannya sebuah izin dapat dianggap merugikan oleh investor dan selalu dapat 

di bawa ke arbitrase.  

Penetapan persetujuan dikabulkannya oleh sebuah izin adalah diskresi 

pejabat tata usaha negara. sebagai contoh, sekalipun ada sebuah perusahaan 

swasta yang memohon izin pengusahaan batubara dan telah memenuhi semua 

persyaratan pejabat dimaksud dapat saja tidak mengeluarkan izin dengan alasan 

yang tidak ada hubungannya dengan persyaratan, misalnya telah diketahui pada 

area lain di wilayah Indonesia perusahaan tersebut memiliki track record buruk 

dalam menjalankan kegiatan pertambangan dan terbukti bermasalah dengan 

masyarakat sekitar tambang. Sehingga kewenangan diskresi pejabat dapat 

digunakan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan di daerahnya. 

Menurut pandangan kementerian ESDM, Kemungkinan sengketa yang 

dapat dibawa ke arbitrase adalah hanya adanya gugatan perbuatan melawan 

hukum yang berujung pada ganti kerugian dari investor pertambangan yang telah 

dirugikan akibat dicabutnya atau tidak dikeluarkannya sebuah izin dari pejabat 

tata usaha negara dibidang pertambangan hal ini berdasar pada “pelaksanaan IUP, 
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IPR dan IUPK” diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pertambangan,
122

 sehingga 

ada kemungkinan kerugian yang timbul akibat telah adanya kontrak-kontrak yang 

telah mendahului sebelum kegiatan pertambangan berlangsung. bentuk inilah 

yang mungkin dapat diselesaikan melalui arbitrase sehingga dapat ditentukan 

kerugian dari para pihak yang bersengketa, untuk perizinan sendiri secara 

substantif harus diselesaikan di PTUN.  

Selain itu ada juga keputusan pejabat tata usaha negara diluar perizinan 

namun masih terkait dalam kegiatan pertambangan yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase seperti misalnya tentang Domestic Market Obligation (DMO) 

(terlampir). DMO ini berbentuk keputusan menteri yang menetapkan kewajiban 

pasokan batubara dalam negeri bagi perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan 

pengusahaan batubara. Pada keputusan ini ditetapkan secara pasti siapa yang 

harus memenuhi DMO tersebut, ketidakmampuan memenuhi DMO tergantung 

dari banyak faktor dan  tentunya ini akan melahirkan pelanggaran. Sengketa yang 

timbul dapat diselesaikan melalui arbitrase karena melihat keadaan dari 

perusahaan tambang tersebut. 

Namun sekali lagi harus kita ingat bahwa untuk dapat menyelesaikan 

sebuah permasalahan melalui arbitrase diperlukan kesepakatan dari para pihak 

yang bersengketa untuk menyelesaikannya, hal ini sulit juga akan sulit dilakukan 

karena tentu pemerintah tidak ingin mengalami “potensi” kerugian dengan 

berarbitrase. Dalam penyelesaian melalui pengadilan tata usaha negara ganti 

kerugian dapat di prediksi secara limitatif dengan nilai maksimal Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah), sedangkan melalui arbitrase kerugian riil dalam usaha 

pertambangan akan jauh melebihi nilai itu, dan ini dapat dijadikan alasan bagi 

pemerintah untuk melindungi keuangannya.  

Penerbitan izin dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara (khususnya 

izin-izin pertambangan)  didalam klausulanya tidak pernah disinggung mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga satu-satunya cara adalah para pihak 
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 Wawancara, dengan staf bagian hukum dan perundang-undangan Kementerian ESDM 

Bapak Sony Heru Prasetyo S.H, S.Hum. 
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dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dengan mengadakan perjanjian 

setelah terjadinya sengketa,  Dengan keadaan tersebut maka akan muncul 

beberapa kendala dalam pelaksanaannya, apakah mungkin terjadi  ada klausula 

atau perjanjian arbitrase antara pemerintah dengan penerima izin setelah terjadi 

sengketa? Mengapa pemerintah yang memiliki kedudukan lebih tinggi bersedia 

membuat klausul atau perjanjian arbitrase dengan investor pertambangan? 

3.8 Perbandingan penyelesaian sengketa administratif di negara lain 

 

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan 

jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.  Interpretasi komparatif 

diunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan 

dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang 

lain dalam satu sistem hukum atau sistem hukum lainnya, penulis menemukan 

bahwa ternyata penyelesaian sengketa perizinan yang merupakan bagian dari Tata 

Usaha Negara, di Amerika Serikat dapat diselesaikan melalui arbitrase hal ini 

diwujudkan melalui The Administrative Dispute Resolution Act of 1996, dalam 

pasal 3a.1 dan 2 disebutkan:  

a) Promulgation of Agency Policy. Each agency shall adopt a policy that 

addresses the use of alternative means of dispute resolution and case 

management. In developing such a policy, each agency shall: 

1. consult with the agency designated by, or the interagency committee 

designated or established by, the President under section 573 of title 5, 

United States Code, to facilitate and encourage agency use of 

alternative dispute resolution under subchapter IV of chapter 5 of such 

title; and 

2. examine alternative means of resolving disputes in connection with-- 

A. formal and informal adjudications; 

B. rulemakings; 

C. enforcement actions; 

D. issuing and revoking licenses or permits; 

E. contract administration; 

F. litigation brought by or against the agency; and 

G. other agency actions. 

Tujuan pemberlakuan peraturan ini adalah untuk menciptakan sebuah 

solusi yang kreatif, efisien dan bijaksana terhadap penyelesaian sengketa 

administratif di Amerika Serikat. Sayangnya ruang lingkup arbitrase di Indonesia 
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sendiri masih terbatas pada sengketa keperdataan dengan batasan-batasan 

sebagaimana telah ditentukan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase. Berkaca 

pada hal ini tentunya sebuah penyelesaian sengketa administratif hendaknya diatur 

secara komprehensif terlebih dahulu, jika memang pembuat undang-undang 

menginginkan adanya penyelesaian sengketa administratif yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase. Pembuat Undang-Undang perlu menciptakan aturan khusus 

terlebih dahulu yang memperlebar kewenangan Arbitrase untuk menangani 

sengketa yang berhubungan dengan hukum Administratif, sebelum 

memasukannya begitu saja dalam salah satu Undang-Undang yang pada akhirnya 

malah menimbulkan ketidakpastian hukum. 

3.9 Pertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik 

Berdasarkan seluruh pemaparan pada Bab ini ternyata Pasal 154 dan Pasal 

169 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 

Sebagaimana diatur Dalam Pasal 5, Pasal 6 beserta penjelasan UU No. 10 tahun 

2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

Pasal 154 UU Minerba tidak memenuhi beberapa asas, yaitu kejelasan 

tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan kedayagunaan serta 

kehasilgunaan , Pasal 154 ini tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai,  tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

Pengaturan penyelesaian sengketa pada pasal 154 ini justru menimbulkan 

ketidakpastian hukum ketika sebenarnya hukum tersebut benar-benar dibutuhkan 

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Terminologi dan pilihan kata dari Pasal 154 UU Minerba tidak 

memiliki kejelasan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. 

Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1), beberapa penjelasan yang 

berhubungan dengan permasalahan ini adalah adanya penyimpangan atas "asas 

ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
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Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan adanya kepastian hukum, serta asas lain yaitu asas hukum perdata 

mengenai asas kebebasan berkontrak. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di dalam Bab I butir C4 Nomor 

107 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu mengenai ketentuan 

berlaku surut itu dikatakan, “Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan 

bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan, yang memberi 

beban konkrit kepada masyarakat”. Ini adalah ketentuan undang-undang kita 

mengenai ketentuan berlaku surut. kepastian hukum atau legal certainty,diartikan 

sebagai “there is rule of law when laws are general, clear, prospective, capable of 

being followed, promulgated by disinterested lawmakers, and enforced by 

unbiased judges.”
123

 

Lon Fuller memaparkan 8 model kegagalan di dalam pembentukan 

hukum. Di sana dikatakan, “it waits to fail to make a law”. Yang pertama adalah 

butir 3, improper use of retroactive law making, penggunaan yang tidak tepat 

bahkan penyalahgunaan pembentukkan hukum yang berlaku surut. Yang kedua 

adalah Butir enam, making rules which imposed requirement with which 

compliance is impossible Membuat aturan yang meletakkan syarat-syarat yang 

sulit untuk dipenuhi.
124

  

Dengan tidak dimungkinkannya berarbitrase nasional terhadap sengketa 

tersebut, terjadi kontradiksi antara UU Minerba, UU Penanaman Modal dan UU 

Arbitrase, dan kecilnya kemungkinan membawa sengketa perizinan dibidang 

pertambangan serta sulit untuk melaksanakannya di dalam negeri karena 

bertentangan dengan ketertiban hukum nasional maka menurut pendapat penulis 
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China(New York: Cambridge University Press, 2009),hal.  Mengutip Lon Fuller Lon Fuller, The 
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University Press, 2003)hal.190,  mengutip Lon Fuller. The Morality of Law. (New Haven, CT: 

Yale University Press, 1964). 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



111 

 

Universitas Indonesia 

 

pasal ini telah memenuhi persyaratan sebagai pasal gagal sebagaimana telah 

dikemukakan oleh Lon Fuller. 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berangkat dari pokok permasalahan dilanjutkan dengan penjabaran teori 

dan berdasarkan analisis hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan 

penyelesaian sengketa pelaksanaan izin-izin pertambangan yang diatur dalam 

pasal 154 UU Minerba telah dipersepsikan oleh banyak pihak secara berbeda. 

Penulis memiliki pandangan bahwa sengketa perizinan tidak dapat diselesaikan 

melalui arbitrase, sedangkan sengketa yang pelaksanaan izin sendiri ada yang bisa 

diselesaikan melalui arbitrase dan ada pula yang tidak dapat diselesaikan melaui 

arbitrase. sehingga telah terbukti pasal 154 yang mengatur penyelesaian sengketa 

pelaksanaan perizinan ini menimbulkan multitafsir yang berakibat kepada 

ketidak-pastian hukum. 

4.2 Saran  

Berdasarkan  yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan 

beberapa saran sebagai upaya penyempurnaan kebijakan publik dalam 

penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan izin: 

1. Revisi UU Minerba, dengan adanya berbagai permasalahan terkait dengan 

UU ini, khususnya mengenai penyelesaian sengketa pertambangan maka 

penulis menyarankan agar pembuat kebijakan dapat dengan segera 

melakukan revisi terhadap UU Minerba.Terkait dengan penyelesaian 

sengketa pertambangan pasal 154 UU Minerba, hendaknya diberikan suatu 

rumusan dan penjelasan yang memadai atau peraturan pelaksanaan 

misalnya  dalam bentuk peraturan pemerintah yang khusus mengatur 

pelaksanaan penyelesaian sengketa pada perizinan pertambangan. 

2. Pembuat kebijakan dapat melakukan sinkronisasi terhadap peraturan 

perundang-undangan lain yang mengatur penyelesaian sengketa, misalnya 

UU Penanaman Modal dan UU Arbitrase 
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3. Dasar para pembentuk UU Minerba yang menginginkan penyelesaian 

sengketa cukup dilakukan di Indonesia dan tidak perlu membawanya ke 

luar negeri dapat dipahami. Keinginan ini didasarkan pada trauma atas 

sejumlah perkara dimana Indonesia sebagai pihak telah berulang kali 

mengalami kekalahan dan harus membayar ganti rugi yang signifikan. 

Menurut penulis ketakutan disini dapat disikapi dengan pembuatan 

peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum serta 

mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk 

membela negara pada forum arbitrase internasional.  

4. Mahkamah Agung  bersama-sama pemerintah perlu mengupayakan agar 

PTUN bisa dipercaya dan efisien oleh pencari keadilan. Alternatif lain 

adalah memberikan training khusus bagi hakim-hakim PTUN untuk 

menangani sengketa perizinan di bidang Pertambangan. 
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Kepada Yth. 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia  

(Jakarta Office) 

Wahana Graha Lantai 2 

Jl. Mampang Prapatan No. 2 

Jakarta 12760 Jakarta,  

Indonesia 

 

U.p : Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid 
Chairman of BANI 

 
Perihal : Permohonan klarifikasi beserta konsekuensi dari pasal 154 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 

 

Dengan hormat, 

Kami, Konsultan Hukum dari Adisuryo Prasetio & Co, yang beralamat di PALMA ONE 

Suite 1308, Jl. H.R. Rasuna Said No X-4 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, dengan ini mengajukan 

permohonan untuk memperoleh klarifikasi kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(“BANI”) untuk mendapatkan keterangan mengenai keberlakukan serta konsekuensi dari pasal 

154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU 

Minerba”) 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa, Pasal 154 UU Minerba menyatakan 

bahwa penyelesaian sengketa pertambangan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, 

IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai 

pasal ini, dengan demikian pasal ini telah membuka kesempatan penyelesaian sengketa berupa 

izin melalui arbitrase, sepanjang dilakukan di dalam negeri.  

Sementara dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 

Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) menentukan bahwa sengketa yang 

dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang 

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak 

yang bersengketa, selain itu terdapat kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk 

mencantumkan klausula arbitrase dalam penjanjian atau perjanjian arbitrase yang dibuat baik 

sebelum ataupun sesudah terjadi sengketa. 
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Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka kami memohon klarifikasi hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Apakah ketentuan pasal tersebut diatas merupakan bahasa undang-undang yang 

bersifat Imperatif? 

2. Apakah dalam praktek BANI dapat menangani sengketa pertambangan terkait dengan 

perizinan antara Pemerintah RI dan Investor? 

3. Apakah konsekuensi bagi Investor pertambangan yang terikat pada Perjanjian Karya 

Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang tidak menggunakan forum arbitrase dalam negeri 

melainkan forum arbitrase Internasional dalam  menyelesaikan sengketa, mengingat 

PKP2B dibuat sebelum berlakunya UU Minerba? 

4. Apakah BANI dapat memberikan putusan ganti kerugian terhadap sengketa 

pertambangan terkait dengan perizinan? 

Demikian surat permohonan klarifikasi ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk 

mendapat keterangan mengenai hal ini demi kejelasan dan kepastian bagi kami dalam 

berpraktek di kemudian hari. Apabila Bapak memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut 

mengenai permohonan ini, mohon kiranya dapat menghubungi kami di nomor telepon dan 

alamat sebagaimana tertera pada kepala surat permohonan ini. 

 

Hormat Kami, 

Adisuryo Prasetio & Co 

 

Bimo Prasetio 
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BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
(8ANI ARBITRATION CENTFR) - Home Page . ̂ ^v.beni-arb org, E-mail . bam-arb@indo nel.id
yVahanaGrahaLt.H3.JIMampang'J^paanKal Jakarta l?76CJnd3oesia Teip. 162-21) 7940542. Fai 7940543

Nomor : 11.821/VI/BANI/HU Jakarta, G6Juli 2011

Kepada Vth.
Adisuryo Prasetlo & Co
Palma One Suite 1308
HA Rasuna Said Kav X-2 No 4
Kuningan, Jakarta 12950
Up; m. Sdr. Blmo Prasetio, 5.H.

Hal; Jawaban

Sehubungan dengan surat Sajdara Ref. No. Q49/APCO/BP/VI/2Q11 tsnggal 14

Juni 2011, melalui surat ini kami ^ampaiksn jawaban/penjelasan atas pertanyaan-

pertanyaan ysng Saudara ajukan, sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pa<.al 154 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara merupakan pasal yang bersifat imperotif. Dengan

fiemiki.in. J':ir;i p, i.ii- ci oj- i i^tn h^< urluk meniihh k'/nii.i^a y-ong

memeriksa dan memutus sergketa yaig muncul dikemudian hari

pengadilan atau arbitrase. Para pih?k dapat bersepakat untuk menyelesaikan

sengketa di Pengadilan ataupun di luar Pengadilan yaitu melalui Arbitrase,

ApabLIci P - i i n j Pihak iiifiightTKl.iki unluk mpnyelesaik^n scn^kela melalui

arbitrase, maka Para Pihak haru& ^epakst membuat ^uatu perjanjian arbitrage

yang dapat dicantumkan sebagai klausula arbitrage daJam P&rjanjian.

2, BANI dapal menangani sengketa apapun di bidang perdagangan ^eperti

diatur dalam keientuan Pasal 5 ayat (1) ULJ No. 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyclosnian Sengketa. Dalam praktek, perdagangan

diartikan st?bngai kegiatan bisnis, termasuk menangam sengketa pertambangan
•j.

terkait perizinan antara Pemerintah Rl dan Investor

Penyelesaian sengkeia melalui arbitrage merupakan kesepakalan Para Pihak

yang diluangfcan dalam Perjanjian Arbitrase, dan kesepakaran ini umvirnnya
.

melipuH institusi yang ditunjuk urluk menyelesaikan sengketa, jumlah arbiter,
^ — - ' - , -•

lempatj dIL Nainun penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat pula

D. I1*-1 '
* ..... '

"-• • '
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diselenegarakan setara ad hoc (tiddk melalui suatu lembaga arbitrage). Dengan

demikian, sepanjang keseuakatan tidak diubah oleh Para Pihak, sengketa harus

dlselesaikan oleh mstituii yang ditunjuk oleh Para Pihak, Penyelesaian sengketa

pada dasarnya dapat pula diselenggarakan melalui lembaga/forum arbitrase

internasional, seperti ICC, StAC, dll, satu dan lain tergantung dari kesepakatan

Para Pihak, Keterluati dalam Pasal 154 LJU No. 4 Tahun 2009

menyebutkan bahwa sengketa yang dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK

didasarkan melalui pengadilsn dan arbitrage dalam negen, menutup

kemungkinan untuk berarbitrase melalui lembaga arbitrase dt luar negeri

Tetapi Pasal 154 tersebut tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa

mengenai pelaksanaan hal-hal yang lidak didasarkan pada ILJP, IPR atau IUPK,

^eperti sengketa mengenai pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan.

BAN I dapat memberikan puiusan ganti kerugian terhadap sengketa

pertambangan terkaitdenean perizinan

Demikian, kiranya jawaban ini dapat digunakar Jengan Tujuan semula

BANI Arbitration Center

Dewan Pengurus BANI .
i.'

•' ' ,
•

i-L • '

tn , .
M..Hus5Cvn l>mar. S.H., FCBArb,

Wakil Ketua
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MENTERI ENERGI DAN SUMSER DAYA MINERAL 
REPUBLlK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR: 1604 K/30/MElq/2010 

TENTANG 

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL 
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN 

DALAM NEGERI TAHUN 2010 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 
Menteri Energi. dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 
tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara 
Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan 
Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk 
Kepentingan Dalam Negeri Tahun 201 0; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4959); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201 0 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 51 11); 

3. Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 
2009; 

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 
Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 
Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengutamaan 
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan 
Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL 
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI 
TAHUN 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

     

Tinjauan yuridis..., Agung Cahyono, FH UI, 2011



KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (end 
user domestic) oleh pemakai batubara Tahun 201 0 adalah sebesar 
64,96 (enam puluh empat koma sembilan puluh enam) juta ton. 

KEDUA : Perkiraan produksi batubara Tahun 2010 adalah sebesar 262,48 (dua 
ratus enam puluh dua koma empat puluh delapan) juta ton oleh Badan 
Usaha Pertambangan Batubara, yang terdiri atas: 

a. 36 (tiga puluh enam) perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B); 

b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan 

c. 6 (enam) perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) batubara danlatau 
lzin Usaha Pertambangan (IUP) batubara. 

KETIGA : Persentase minimal penjualan batubara Tahun 2010 oleh Badan 
Usaha Pertambangan Batubara untuk kepentingan dalam negeri 
adalah sebesar 24,75% (dua puluh empat koma tujuh puluh lima 
persen). 

KEEMPAT : Daftar pemakai batubara domestik Indonesia, volume serta kualitas 
batubara untuk Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Keputusan Menteri ini. 

KELIMA : Daftar Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk Tahun 2010 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I1 Keputusan Menteri ini. 

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Pgocil 2010 

FvlENTERl ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

Ternbusan: 
I. Presiden Republik Indonesia 
2. Wakil Presiden Republik lndonesia 
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
4. Menteri Dalam Negeri 
5. Menteri Perindustrian 
6. Menteri Perdagangan 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR : 1604 ~ / 3 0 ~ 2 0 1 0  
TANGGAL : 19 P g n i l  2010 

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA DOMESTlK INDONESIA 
VOLUME SERTA KUALITAS BATUBARA UNTUK TAHUN 2010 

NO 

A. 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

PERUSAHAAN 

B. 

C. 

DARWIN ZAHEDY SALEH 

PLTU 

TONASE 
(JUTA TON) 

1. PT PLN (Persero) 

2. IPP 

3. PT FREEPORT INDONESIA 

4. PT NEWMONT NUSA TENGGARA 
] 0.80 1 

METALURGI 

1. PT INCO 

2. PT ANTAM Tbk. 

TOTAL 

% 

45.1 

9.1 

0.78 

0.52 

GCV 

0.16 

0.15 

64.96 

69.43 

14.01 

1.20 

0.85 

SEMEN, PUPUK DAN TEKSTIL 

100 

4.000 - 5.1 00 

4.000 - 5.100 

5.650 - 6.150 

5.900 

0.24 

0.23 

1. SEMEN 

2. PUPUK 

3. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 

r 6.000 

r 6.000 

7.6 

0.35 

1.2 

I 1  -70 

0.54 

1.85 

4.000 - 6.200 

4.000 - 5.000 

5.000 - 6.500 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR : 1604 K / 3 0 ~ 2 0 1 0  
TANGGAL: 19 e i l  2010 

NO. 

A. 

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA 
UNTUK TAHUN 2010 

PERUSAHAAN 

PKP2B 

1. PT ADARO INDONESIA 

2. PT ANTANG GUNUNG MERATUS 

3. PT ARUTMIN INDONESIA 

4. PT ASMlN KOALINDO TUHUP 

5. PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU 

6. PT BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN 

7. PD BARAMARTA 

8. PT BERAU COAL 

9. PT BORNEO INDOBARA 

10. PT BATUALAM SELARAS 

11. PT FIRMAN KETAUN PERKASA 

12. PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL 

13. PT INDOMINCO MANDlRl 

14. PT INSANl BARAPERKASA 

15. PT INSANl BARAPERKASA INTEREX SACRA RAYA 

16. PT INSANl BARAPERKASA JORONG BARUTAMA GRESTON 

17. PT INSANl BARAPERKASA KADYA CARAKA MULlA 

18. PT INSANl BARAPERKASA KALTlM PRIMA COAL 

19. PT INSANl BARAPERKASA KIDECO JAYA AGUNG 

20. PT INSANl BARAPERKASA KARTIKA SELABUMI MINING 

21. PT INSANl BARAPERKASA LANNA HARITA INDONESIA 

22. PT INSANl BARAPERKASA MAHAKAM SUMBER JAYA 

23. PT INSANl BARAPERKASA MANDlRl INTI PERKASA 

24. PT INSAN1 BARAPERKASA MULTI HARAPAN UTAMA 

25. PT INSANl BARAPERKASA MARUNDA GRAHA MINERAL 

26. PT INSANl BARAPERKASA PERKASA INAKAKERTA 

27. PT INSANl BARAPERKASA NUSANTARA THERMAL COAL 

28. PT INSANl BARAPERKASA RlAU BARA HARUM 

,29. PT INSANl BARAPERKASA SUMBER KURNIA BUANA 

30. PT INSANl BARAPERKASA TANITO HARUM 
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NfENTERl ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

NO. PERUSAHAAN 

DARWIN ZAHEDY SALEH 

B. 

C. 

31. PT INSANI BARAPERKASA TANJUNG ALAM JAYA 

32. PT INSANl BARAPERKASA TRUBAINDO COAL MINING 

33. PT INSANl BARAPERKASA TEGUH SlNAR ABADl 

34. PT INSANl BARAPERKASA WAHANA BARATAMA MINING 

35. PT INSANI BARAPERKASA SINGLURUS PRATAMA 

36. PT INSANI BARAPERKASA SANTAN BATUBARA 

BUMN 

PT BUKlT ASAM (TANJUNG ENIM) 

KP danlatau IUP 

I. PT JEMBAYAN MUARABARA 

2. PT KEMILAU RINDANG ABADl 

3. PT ARZARA BARAINDO 

4. PT ANUGERAH BARA KALTIM 

5. PT BUKlT BAlDURl ENERGI 

6. PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL 
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Membaca. ' : * 8 n l & ~ t m r ~ ~ ~ . . b t m r o c , t ~ ~ . . . ~ '  
pamhomnm -Pettambangart; * * : b a ( l w a - h a s l e m ) m w  
-mw-~-~-sy$raf 
u n M c - m I U P  Elcspkrasr; 

Mengigat : 1. Und&ndng Homer 23 Tahun fa87 tentang 
Pengelofam Lfngkungan HMup (LN Tahun 1997 Nomor . 
ss,m=x. 

2, Undmg-Undang Nornor 92 Tahun 2004 bdmg 
Pemetlntahan Dax& (U11 'Xahun 2004 N m  125,Tl.N 
4437) sebagahm tstah dlubah dagai IfndWm 
Nomor 8 Tahy 2a05 tentang Pemkpan PeMmn 
Pemetintah Pwgganti UndangUndang N b r  3 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nom 32 
Tafwn S O 4  .fentang herintahan tlhemh rnec/adi 
Undang-tJndmg (LN Tahun 2005 N~mor 108, TlN 4548); 

3. Undang-Undang Nan\or 25 Tsihun 2007 tentang 
Perranaman Modal (LN Tahran 2004 Nomor 67, RN 4724k 

4. Undang-Undarag Nomor 26 Tahun 2007 P e M  
Ruang (LN Tahun 2007 Nomot 68, TLhl4725); 

5. Undang-Undang Nomar 4 Tahm 2009 Tertkng 
pertambangan Mned dan EWhm (Ul Tahun 2009 
Nomor4, TLN 49598 . 

6. Peraturan P e r n e w  Notnor 27 Tahun 1090 tsntang 
Anaasfs Mengd Dantpak lJw#w@n Mdup (LN T d m  
105Q~mor~,'tiM3838) 

7 . ~ e r a t u r a n \ ~ N a m o r 3 8 T ~ 2 0 0 7 ~  
Pembagian uman - 'pmdmh Pusat 
PemerIntahan Deerah pmhdb Pemerlntrrhan Oaerah 
Kab~(U1(rahun=Nomor62,m4157) 

8.Pemtwat1 PemaWh Nomor26Tahun 2008 Mang 
fbmt~TatafUmg WPlayah Nsslonel (Ud Tahun28 
tbmor48,ll)J4893$ 

8. 'f'- Rae& F'lwhmb-* - ... 
Tahun .... h h g  ... @- ... 

. 
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. . -- 
wpe- 
Alamat 
Krwn-. :Mineral bgarwkhid bukran 

lom--m** 
Cdcasi Penambangan : 
Desa . 
KecamaEan 
~ e n l l c o p a *  . 
f'rovlnsl . 
Kode Wayah . 
Luas Ha 
Dengan Peta dm d ~ ' ~ r d i n a t  WlUP yang ~~n 
d e h  M-ur/Bm-* sebagaimana 
tercantum daIan,Lamplmn I dan LampIran II Keputusan M. 

Jangka LohI%lz2' Bedaku !UP EkspkxasI: 
J m  walQI KegMan (sesuai kornodii tambang): 
a. P e m  Umun oelama ...... 
b. Ekspwdmkma ....... 
0. s f u d l m -  ....,. 

KEDUA : Pemegang IUP Elcspkrad fnempunyai hak untlrk. melakukan 
kegkfan imyMkm mum, eksplorasi,dan stud k e f m  
dafamWodukjangkawakbr~t&un(sesualdengan 
-~wkgdnaa*leanhmdrlm uldsng 
UndangNomor4Tafwr009) 
T-mtanggal-KepukrsanHrampat ... dmgm tang@ ,. Tahun 

KEllOA : WWkIIctaarang 
mwpersetlduan--. 

m p t h a k  

-AT . : PT ... 8d~W m. IuP Ebpbmd dalam 
- - m s n V w n y a l ~ ~ a n ~  
mbagahana)wrcarctun dalam Lamphn IU K d j  in& 
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*bffUAfoEMMf-A 
- ~ O B K 5 A N ~ ~ A  

Dkhpkfdn dl ........ 
@ m n a t  

MenteffiubemurW-a- 

. 
...H." 

NIP ,, ,... 
Ternbusan: 
1. Menteri Energi dm SLlmber Daya Mineral 
z MenbiiKeuangan 
a sdwtaris Jended Depatmen Energi dan ~ & r  Oaya M i l  
4, ~ . l e n d d D e p a r t e m e n ~ d a n S u n ~ b e r D a y a M E n e r s l  
.a DbektwJenderal 
a OlrekkrtJenderaf 

Keuanean 
n, W a n  

7. D b k u  Jenderal Pend- Daerah, Dgrlam N W  
8. Wernur ..... 
Q.Btpratl..,... 
ro.Kepa!a Bkr, Hukvrr dan Ht,mMqAa Bee KeuanganMpala 

Fbmeman dan k j a w ~  Luar Neseri, 8d@! beparbmm &lergl 
dan Swnber Oaya Mind  

i i . ~ D l r e k f R c c l t J e n d e r a l ~ e n a l , ~ d a n P a r r a s ~  
iz Wrekkrr Teladkdan Ungkwgan MhefaI, B$ubara dm Panas Buml 
is.c%&twPembb#lanFrogramMlnetrd,Batubaradru\PanasBumt 
1 r . O ~ P e m M n a a n ~ ~ . d a n ~  
48 addur PaJak &mil dan Bangum OsQarkrmen K@mngan 

. 1 6 . ~ o l n a s ~ d a n s U n b e r O a y a ~ I , P r o l v t n s l . . . . , .  ....... tI. lbpata Ohas fMambmm den EnergC 
ra DM PT .......... 

a 
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- i(omxT" :MiWdw-m- - W W u A Y '  : ."*.....* fia - KOOEWIUYAH: 
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= yuhiikd padr Pengad* Nag& tempt dmam lokab WfUP 
berads, 

2 ~ e n d i r h n  ka&perwaki~an dl bkul temp~t dlmam WUP berada 
9. melaporlcanRnncar#~nvrJsEasC 
4. -wd=-lemtnanpew-* keg- 

elccplorasl datam banMc depasits r e k  US $ (00,000 pads Bank 
p e m e r o n t a h y a n g d a u r r g u k o l e h d a c l a t a s m  
F s f V W m  resua7 dengan kelentwn pembw - 

6. ~ ~ 8 ~ ~ p s d a ~ N ~ ~  
. mw WIHUM Cat#nr depan dan h i  keglatan setkip fdm 

kepada t&dMhhW 6upiWaRate dengan t e m b ~ ~ ~  
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, 

07.Wd& r$aJ kt- W&U! gcada bulir t6, mqak%&a 1up 

~8.mertereplcan-hpertambanganyarrgbaIlC 
9Qtmmgekh keumg&i sesud dengan skdem dclffAansr I-& 
;La.msl;rporlarn pcd-nam l=we- pemberdayaan llkwdaf 

reterqpaltseccrrabedraIa; 
21. rnefaOatkan dan menjaga keleskkin fungsl dan daya dulamg sumber daya 

ah. yang bersangku&n sesuaf dengan btmtm peraturan pew\dang- . 
-II; 

'22 mm~&~~lcen pemanfaatan tenaga ke&t seBempat, barn,  dan jasa d a b  
n- d a ketmfum ~ e r n g ~ ~ n d a n g a n ;  

23:mertglkuts~kan seopffmal mcngldn pengush bkl yang ada di daerah 
t-6w 

2 4 . ~ ~ g u n a a n p e n r o a h c a n l a s a p e r t a m ~ a r r g a n w -  
nasbnal sbsfa menyampah data dan penggmaan maha@ 
~ r e c a r a b e r k a l a a E s u ~ a p a M l a d l p e r k r k a n ;  

25.- tdbatbn anak pwwahm ~4arJau af&a&w dalam b#ang 
u s e h a l a s a ~ ~ ~ y a n g d i w a h a k o n r p r a , - f h m ~  
EAetften 

hatcatast;nrahm 
' U P  Elcsplorrd dan 

~ ~ G l c p p l o r a s f y a n g m k y l a m  
unumi trrpocPn w.ksgfatm .wml 

t .  
I 
I 

I 

I 

I 
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* 
C 

b. ~ ~ d ~ ~ ~ ( M W k g ) d a n a m w ~  
mabut hetsapemerOkr#andaff oonbah yang blah dfami#@* 

banaunl~mmtwbang 
dan termasufc fasmtas pel&.& dan pmM&n, abila dianggappedq 

f. bsgl P W ~ a n f J ~  - Fw 
myang-fsfermasrrkraneatrg - w - den 

kmasymhh. @ah @petMcan rcntrrk mtmenuht kebubhw 
w w  m -bang eklbd kw1- 
pau&aan dalam waMu 5 (Uma) tahun eeIah dm- periode 
operasc 

g.srrakr studltentang kebutuhantewga kerja cakemudfan 
~engusahaan dengan V jefits dan laman~a yrng 
diperkrkan unh8< nwjamln psnggantlan kmga kerja asfng oleh temaga 
ke@ k w l d  dan p e w a n  %saga keda setempat tiem&hd 
r r w n d J k f n s * ~ n * y a n g - d ~ e f i s l e c l d a r i .  
wxw-w 

h sbtdi dampk fislk. menQeAaf pemgaruh yang akan tlmtnd tdmdap 
Ingkttng;urw~w-kegtatanpenglwrhasn,~- 
okaft-denean-derrgsn-~m 
m p e n y a r a t a n .  

I . m a u ~ - t e n t a n g ~ d a n l ~  -creterrlpstYw 
~ ~ - m e l a y a n l * p e r r g u s a h a a a ~  
~ d e t a p y a n o m ~ - - ~ ~ 6 ~  
t a h u n ~ d i m ~ ~ . a p e c o s l ~  

j ~ - ~ p e m e e r r r ~ n - - - ~  
psrotehan-dan---mu- 

.~oerta~-m--wlrrng 
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PERSWUM PENfNGKATAN E@j USAHA PERI'AUi?BANOAW 
, EKSPLORASI M€NJADllZN llSAHA PERT-(PAN O P W 1  

P r n K S I  a .  

Menimbang . : bahw bedasarltan hadl Bvaltmqt. kegfatan hln Usaha . 
Pertambangan CUP) EkspIoad Pt ... telah memenuhi syaraf 
untuk dik- persetuJuan penlqkaaten keglatan' IVP 
Eksplorasl merJadi IlJP Opemsi PmdLdcsl; 

Mengingat : 1. Undang-Ua Nomw 23 Tahun 1097' fentam . 
Pengelohm Ungkungan Hidup (LN Tahun 1997  om& 
68. TLN 5699): 

2. uddang-U@& Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Peme* Daerafi (LN Tahw 2004 Nomar 125, TIN 
4437) sebagaimana  ah tl'iah dengan U n d a ~ ~  
Nomor 8 Tahun 2005 tec@ag' Penetapan Pemturan. 
Pemertrtah P e e  'Undangqndang Noinor 3. Tahun 

'2005 tentang Perubahan atas Urtdang-Undang Nomor 32. . 
Tahun 2004 . tentang Penprhhhan Dam w a d i  
Undang-Ondartg (LN Tahun 2005 Nomor!O8; 7I.N 4548); . 3. UndangUnhg Nomor 25 Tahun 2007 tenfang . 
Penanwrran Modal (LN Tahun 2004 Nomr 67, TLN 4724); 

4. UndangOndang Nomot26 Tahun 2007 tentang Penilfaan . 
Ruangw Tahun ZOO7 Nmor  68, TIN 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 TenQng 
Peftambarrgan blind dan &Wm (LEI Tahun MQ9 
NomorcC,TLN(1958): 

6.Pemlran Pemerkttah Noinor 27 Tahun 1889 dcntat\g 
haliifs Merc4genal Dqmpak Ungkwan* Wup (LN Tehun. 
r s s a k , s o , ~ u t s s s s )  

T .PWWWI N 0 i ~ 0 3 8  7'- 2007 
RdkJfan:- qn$ta pane*l$h Rgat * 

Pendnkh DMah lnwl@l, Penwrkrtahan bwmh 
~ [ u r T ' 2 0 0 7 N ~ m 0 ~ 8 2 , ~ 4 7 9 f )  

~ ~ e r a ( v ~ : w  ~ o m w 2 6  ~ a h u n  2m 
Rencam. Tab Ruay + Naslonal (LN T&w 20 
Nombr 48; TU( 4858,) 

Q. ?erathan -[laerah PmfnsVKabupHoh* Noma ... 
Tahun ..., tentang ... tanggal .., 
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ESATU : M-n idn lleaha ~&angan @emd p&f 
W d &  

. ....*.** Narrla Pewaham : PT 
Narora- : 
P ~ a n g s a h a m ~ a a n  dengan m e n c a m  : 
Mhtlpetsatadstaham : 
Hama panegang saham : ... . . m n g a w w m n )  . 
pekerfw pemegang (mtuktuk~-~gan) 
AIanwt 
ktganegaraan : 
PW~W 
saham/negara asal . . . penrsahaan) 
Atamat . 
Kmodi is  : Mineral l~gdminerai .bukan 

lagamfbatuanbatubara? 
L o k i  Penambangan : 
Desa 

- Kernatan . .. 
KabupateWta . . . .  
fKPiinsi . 
mewayah . . 
&last. . ...,. ha 

. D e n g a r ~ ~ a $ d a r i d a ( t a r ~ ~ W I ~ ~ d i t e l # k a n d e h  ' 

M e n t a W ~ ~ W *  sebagahnana aen#nkrm 
dqlm Lampiran I dan lampIran ll Keputusan lnl. 

' I 

Lokasi Pmgotahan.dan Pemumfan: 
. bn@m&hmdanPeNwIan: 

Jangica wak&~ l3edakulUP : 
Jangka wakbr Tdpp Keglatan (sesual kamodltas tambang): 
a fCmtnW sefama ...... 
b.Produlcsfsetama ...,.. 

KEDUA : ' ~ e m s g p l g l ~ ~ ~ p e c o s l ~ m a n l ; ? ~ h k u n h *  
tIlemhnkegl~-'pmdr~sl, Pengang-dan 
pmjuah6erta pdqpkhan dm pernumian dalam WlUP 
unbkjmghwlaMu 20 tahrrn dan daqat dlpetpanjang 2 (dua) 
kaUhaWptbhg I O ~ ( s e s ~ d e m g a n ~  '. 
tmbacrg seauai U n d M a w  Nainqr 4 Tshun 2W9) , 
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- T ~ I I I ~  rndd tang -+~epuiusan tnl mpiit' ' -. 1 
dengan hngga! .., T f utr ... 

I 
KET(M : (UP 0pmi P ~ W  w dllar~ng d i i a ~ m  kpadi . 

n @npa &m M e v a  pihalc 
wdfkokcL " 

-PAT : PT' ... 88bagaf f%mgq tw p~ulcst 
matts- kgiatanw mempunyal hak dan kewafiban 
sdsgaimatia temnbm dafam tdmpimn III Kepukwan Infi 

. 
KmvlA : mmbat- 80 (snam .puWI) hart kada rs$lah • 

W r b m V M p e m e g  IUP OperaScPtwl&P 
audah trarus me- % , t x w d a ~ .  
B--* utr td mmdap#persett$uan. 

K ~ ~ N A M  : ~erhm wjak 90 (secab~an prduhj harl kaja bw 
. .  pers&$m RKAS dsgalmana dimalcsud dalam dadrrm 

W i  Pemegatlg W Operast Produ(cs1 sudah hank 
memulal dl lapangan. 

KETUJUH : Thpa rnengurangi !c&mtmn peraturan perundangundangan 
ma@ IUP Opeasf P d W  Inl dapat dhetherstii ' 

sementara, dicabut, atau dibatatican, apabna pen\egang IUP . 
Opemsf Pduksi Wak memenuW kt?waJiban dan Jamgan 
sebagatrnana dlmaksud daIm diktum Ketiga, K-. dan , 
Kelima dalam Keputusan inl. 

MELAPAN : Keputusan ~ e n t e r ~ ~ u b m u r l ~ u ~ a t ~ a l ~ k o t a  intmufal berhku 
pada tanggal dlttetaplcan atau berlaku suntf .... 

Ternbusan: ' 

1. M&t& Energl dan sirmber Daya Mhxal 
. 2 MenterSKeUangan 

8, sdcretatts Jenderal Depar$men -I dan.Sunber Daya ~~ 
6 inspddur jend8~~1fSepaatetnenw dan sumberhya M W  

. 
'. . a 0 O k e W r ~ I P a j a l C ~ ~ a n  

s. Oirekfur Jendd Perbendam& D e p m  Keuangan 
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. 
*' . , *a ' 

4 9 

. '  
' 

* 

1 8. G W ~ W  *...* 
I n ~upatwamc~~ .... 

la. -fa Bim irulam dan Huma-a BI& Ibuangkn&pfa $lo 
I 
I Pemncanaao dm krfasama Luar Naged, S@en Dep- Ene~t 

danswnbwQaya.Mii 
' ' 11. Gelcrstah Dirjldorat Jendenl fvlhmt, Bnhbua dan Panas Bunt 

12OMturTekntkdan~nMlnerel,Babrbaradarr~anas~uml 
13. Dkektur Pmbhaan Program MltreraC, Wibara dan Panas Bumi 
14. U M r  Pembbraan Pengushan Mtneraxl dm Batubam, 
Is, tlMdwP.alalc B u d  dan B- Depertemm Keuangm 
ra Kepala OIm Per$mhgan dan Sunber 0ap.Mil~ra~ P ~ m l  ... ... 

. I?. Itepah Dkras Pertrunbangan dan EnsrF;J1, Kabupaten ....... 
.fa. IT* ....... :,. 
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. a " .  4 
6 . . 

4 4 '  

. .  . 
LAMWRAN liP .I 

Hak dan Wf@ban . 
' k'wk ' 

* 

= -  4 

a-n P- -mmkdcan 

6 . ~ n a & ~ h  ~ f f d a k h n h t W h d a p  fnhdlaln 
~ ~ r a s n p . k s n ~ a s l m h n l ~ ~ ~ d a l a m  
WW, . 7.*mmginfaafkan sarana dan pmsama mum untuk Iceperban kglatan 
(UP Opemsl Fmiuksi FWyks4 Pengofahan Pemumlan 
dan Penganglattan Penjuafan), s&M memenuht kdentuan peratucan 

. ~ a n g u d a w a t r ;  . adapt metakukan kerfasam deagm pa;aahaan tab .ln mngka 
m n  sdap fastJftas yang d i m  ad& pemhaaa laGn baik 
yang berafiIias1 dengan perirsehm atau tldak owuat dengan 
lcetduan pemturan penmdangundatlgart; 

9. dapat membanglin samna dm pt;lsarirna pada WlUP lain setelah 
rnendapat tzln dad pemqang IUP yang bersangMan. 

* 6. KeyqJikn' 
1. mmEh ywfdcsl pada Pengadaan NegGtl tempat dimana Wcasi W1UP 
'becada 

" 2 &tambat-Iambatnya 6 Man s&hh d i i k a m y a  keputusan Itct, 
pemegarig UP O p e d  PmMdil hacus sudab mel-n dan 

s . ) l u b M g a n a n t a r a p e m e g a n g 1 U P o p e r a s t ~ u k s f ~ m p ~  
pemegarrg lUrJ sesttaf k e h b n  
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C 

, 
') gubemuc dm spabi& IUP Opomd k~ payl *. \ '  . 

:B. twmvrn bparan ~ e g l a t a n ~ ~ ~  harur~ I?' -/aw-W@pukattwcrett3 ma- - 8ecal-a k f d a  - --* * 

.~~~ 
7 ~ d ~ ~ a p a b l l a ~ ~ P I P d u k a l d k b # h & h  - . . 
7 ~ ~ k p d l h F l b D b q r b l r ~ ~ P t t W k 1 d r r r m o m  

~ a + y m  
') oubemm dan m- apabb IUP Operas bdukst 

*dehklhw. 

14.~emmuh1: F a n  parpem 88sd daQbn ketmtam 
peiwdang-wdangan. 

15.membayar bran Tetap set@ dan membayar royalty &at 
d 8 n g a n ~ t u a n p e m t u f a n ~ ~ a n ,  

1G.nrenempab Jamkian rddamasf sefiekrm mlakxkm kegkkn 
p r o d u k s i d e n ~ p e n u t u p a n t a r n b a n g ~ i ~ . p e r a b n a n  
p ~ a n g u n d a ~ g ~ .  

17.merrympctlkan RPf (Rencana Penulupan Tambang) 2 Qhun rrebelum 
keglatan produkst berakldc. 

18.- seorang Telcnek ~~ yang bettaww 
Jamb atas Ke!$ah IUP 'Opetasl ProdW (Korlswksf, Produkst, 
Pmgdahan Pemumlan dan Penganglcutan PenJuaIan), K e s e m  
dan Kesehatan Kerja Perbhngan becta Pengelohan 
Pertambangan; . . 

1e.KegIatan pmduksf d W  apabk IcapWpmdukst terpasang wdah 
memapal 7056 yang direncanakacr: 

. 20.permhn Perpaangan RIP unfuk Keglatan Prodrrksf hanfs . caajulcan 2 (dm) tahun rrebelran beraldzlmya masa Wn M deqmn 
--persyaraSEnr; 

2 i . W  8tw ketmtuin tersebut pada b9rttr-20, mengaklhlitlcan IUP 
m u l a f w ~ h u k u m d a n ~ ~  

n d b n k n .  DalamlangkawakbrpaWlama6(-) 
P e ~ e ~ a n g  MJf' Operasi 

P m d u k s t h a ~ ~ - e e g a l a ~ e s - m m e r j a d i  
mNknya, kecwell '-m .yaw. 
dipergunalceflmrkdc-unun: 

22~pebtla dalam langltca walQI d x ~ h ~  d l d u d  dahm bulir 21, 
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2t. meQlpodm -plabanaw 
-sefempatsaocuvl 

eembdqam 

'2s.mno-h P- &,an& 
dakfn .J='gerl w d  d w  laeman paafim peM&qp 
u- 

aa-wklbekn- 
d a d l d a ~ ~ M s u s d ~  - 

s~nulplrbndrtrdn*-*~n&-&m 
~ ~ s d u u h - ~ ~ W h a s 8 ' ~ ~ u e  

~ - k s P Q d Q ~ g u b r w n u , ~ ~ c 1  

34. 

. ' 3Ei,rnembedhn ganti rugf kqada pemegang hak atas tanah &n Qegalcan 
yangaergangguaMbatl<egiatanIUP~Prodidcsl; 

36.mengutmakan pemenuhan kebutuhan dalam neged @M9) sesuai 
1 kem-~-2mm 

37.penluafan produksl kepada afiiiasf mengacu iaepada trarga 
war. 

8 8 . M  pertjlfafstn jangka panjang (mlnbrral.8 tahun) harus mdapat 
perseturuan t a b 8  dahulu d d  

39,pentsahaan wajb mengolah pfodulcdnya dl daQn 
40.pembangUnan sarana dan prasartvra psda ko-I antara 

liln mdputi : 
a. f a s i T i s  dm paWn p e r b h ~ n ;  
b. ~n-t dimperahtan mutu-bsna; 
G. fa- Bartdar yaw dapat met$cQi dok-dok, pe~abthan- 

pe lah4  dqwa-dennaga, M M e m b d a n ,  
flo@mg, pemewm air, -- -c. 

h&3f-beww--qudr#tWlldanas 

hangar=kww, g a - W  P- 88N k#BiEas- 
faslmsrad36darrte---/erhrEFarr 

e, 

f. 
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. g. fastlltas-fasllbs IatMln, y8tq dapd me@M m n  Wak @&& . 
bengkef-bengkel mesh, bengbEt,en@al pengeaoran, dm 
repam35 

h. semua fasititas farnbahan dau fadatas lallr, pabrlk dm ' 

yang diin~gap paLt a#tu am& unblc o p e d  pengusahasn yang ' 

W t a n  dsngan \?lW &u unhk menyedlalcan pelays~n Ptau 
melaksa~kan tM fbd#b  
sTfatnflIrrs#a 

w- -9 yarg 
. 
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